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ABSTRAK

Nama : Fitriana

Program Studi  : Magister Kenotariatan

Judul : INTERVENSI PENGADILAN DALAM PERJANJIAN:
ANALISIS PUTUSAN HAKIM YANG

MENGESAMPINGKAN BESARNYA TINGKAT SUKU
BUNGA DALAM PERJANJIAN KREDIT (STUDY
PUTUSAN NOMOR: 245/PDT.G/2007/PN.JKT.BAR.)

Jual beli piutang mengalihkan hak tagih yang terdapat pada kreditur lama kepada
kreditur baru. Pada perjanjian jual beli piutang yang dilakukan atas perjanjian
kredit tahun 1998 dengan suku bunga 38% (tiga puluh delapan persen) per tahun,
hakim memutuskan hanya sebesar 12% (dua belas persen) per tahun. Maka
permasalahannya bagaimanakah pengaturan resiko terhadap piutang yang
dialihkan secara cessie? apakah hakim dapat melakukan intervensi terhadap
kewajiban debitur? dan apakah Intervensi tersebut telah sesuai dengan prinsip
keadilan? Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan tipologi
evaluatif dan diagnostik. Dari hasil penelitian diperoleh simpulan bahwa resiko
yang timbul di kemudian hari merupakan resiko pembeli piutang karena
perjanjian merupakan bentuk dari pengalihan resiko. Hakim dapat melakukan
intervensi terhadap perjanjian yang bertentangan dengan keadilan atau kepatutan,
dan intervensi ini dilakukan dengan pertimbangan rasionalitas atas pelaksanaan
putusan ini nantinya.

Kata kunci :
Perjanjian Jual Beli Piutang, Suku bunga, Resiko dan Intervensi Hakim
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ABSTRACT

Name : Fitriana
Program Study : Master of Notary
Title : COURT INTERVENTION IN AGREEMENT:

JUDGE DECISION ANALYSIS THAT OVERRIDE THE
INTEREST RATE IN THE CREDIT AGREEMENT (STUDY
OF DECISION NUMBER: 245/PDT.G/2007/PN.JKT.BAR.)

Selling a receivable will divert the right bill from the old creditors to the new
creditors. In receivable purchase agreement that use for the credit agreement in
1998 with an interest rate of 38% (thirty eight percent) per annum, the judge
decide only 12% (twelve percent) per annum. Thus the problems are how to do
the risk arrangement in receivable which diverted by cessie? Is the judge can do
an intervention on the debtor’s obligations? and Is that intervention already
appropriate to the principles of justice? These research is the juridical normative
with evaluative and diagnostic typology. The research has been obtained some
conclusion as the risks that arise in future is totally being the buyer risk because
agreement is a form of risk transfer. Judges can make interventions on the
agreement that is contrary to justice or decency, and this intervention is done with
consideration of the rationality of this decision implementation later.

Keywords:
Receivables Purchase Agreement, Interest rate, Risks and Judge Interventions
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan
Manusia pada hakekatnya membutuhkan manusia lain untuk
bertahan hidup. Hal ini dapat kita lihat dari proses yang dilakukan oleh
manusia untuk mendapatkan kebutuhannya, seperti kegiatan barter yang
dilakukan oleh manusia sebelum mengenal adanya uang. Kegiatan barter ini
terjadi berdasarkan persetujuan para pihak untuk saling menukarkan barang
miliknya. Persetujuan yang dilakukan pada jaman itu dilakukan secara lisan

dan selesai seketika.

Dengan kenyataan yang telah dan semakin beragamnya kebutuhan
manusia, maka persetujuan yang berbentuk lisan tersebut pada prakteknya
menimbulkan masalah dalam pembuktian jika terjadi perselisihan. Apabila
terjadi perselisihan, mereka menyelesaikan dengan jalan melihat kembali hak
dan kewajiban dalam perjanjian yang dibuatnya, jika tidak dapat diselesaikan

secara musyawarah maka diselesaikan melalui jalur hukum.

Sebelum Indonesia merdeka, Indonesia merupakan tanah jajahan
Hindia Belanda. Hal ini menyebabkan hukum yang berlaku di Indonesia pada
saat itu adalah hukum yang berasal dari pemerintahan Hindia Belanda. “Pada
tatanan hukum Hindia Belanda, persetujuan diatur didalam buku III
Burgerlijke Wetboek (BW). Buku Ill Burgerlijke Wetboek (BW) ini mengatur
perihal perikatan, yang sebagian besarnya ditujukan pada perikatan-perikatan

9 1

yang timbul dari persetujuan atau perjanjian”.

! Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermasa, 2003), hal.122.
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Mengingat saat itu Indonesia Negara yang baru merdeka dan belum
memiliki aturan sendiri, maka dibuat ketentuan Pasal II Aturan Peralihan
Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen menjadi Pasal I Aturan
Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Segala
peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum
diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”. Pasal I Aturan
Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke-empat bertujuan untuk
menghindari terjadinya kekosongan hukum (rechtsvacuum), dalam memasuki
masa transisi dari pemerintahan Hindia Belanda menjadi suatu negara yang
merdeka. Atas dasar Pasal 1 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945
amandemen ke-empat ini, maka kita masih menggunakan buku Il Burgerlijke
Wetboek (BW) sebagai hukum positif yang mengatur mengenai perikatan.
Peraturan peninggalan jaman Hindia Belanda ini kemudian diterjemahkan dan
disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Beberapa
ketentuan yang belum diatur dalam hukum nasional Indonesia pada saat ini,
antara lain : Hukum Waris, Hukum Perikatan, Hukum Pidana, dan sebagainya.
Undang-Undang Dasar 1945 telah dilakukan amandemen sebanyak 4 (empat)
kali, yaitu pada tahun 1999; tahun 2000; tahun 2001 dan tahun 2002.

Terdapat satu asas yang penting dalam perihal perikatan, yaitu
kebebasan berkontrak atau pada Pasal 1338 Kitab Undang - Undang Hukum
Perdata (KUHPer), disebut asas Pacta Sunt Servanda. Asas ini menyatakan
bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-
undang bagi mereka yang membuatnya”. Hal ini berarti bahwa kita diberikan
kebebasan untuk membuat perjanjian dengan siapa saja; kapan saja; dan untuk
objek apa saja, asal saja tidak bertentangan dengan syarat sahnya suatu
perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata dan tidak melanggar undang-undang; kesusilaan; atau ketertiban
umum seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1337 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata.
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Pada tahun 1996, Indonesia mengalami krisis ekonomi yang
menimbulkan dampak besar pada perekonomian negara. Kesulitan ekonomi
ini menyebabkan banyak orang meminjam uang di bank, walaupun dengan
suku bunga yang sangat tinggi. Hal ini terus berlanjut sampai dengan “tahun
1998 dimana pada saat itu bahkan suku bunga mencapai puncaknya pada
angka 48% (empat puluh delapan persen) per tahun”.® Selain kesulitan itu
dialami masyarakat, ternyata pihak bank juga mengalami krisis ekonomi serta
krisis kepercayaan dari para nasabahnya. Hal ini dapat dilihat dari tindakan
masyarakat yang rela mengantri berhari-hari untuk dapat menarik uangnya di
bank. Hal ini menyebabkan banyak bank yang tidak dapat bertahan dan

akhirnya harus di likuidasi.

Pada tanggal 27 Januari 1998, PT. Bank Bahari Cabang Hayam
Wuruk memberikan fasilitas kredit kepada Woen Hon Fen, dengan
berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.IB/TP/HWK/BB/V/98 tanggal 2 Mei
1998 jo Akta Surat Hutang Nomor 107 tanggal 27 Januari 1998.°

Dalam rangka restrukturisasi di sektor keuangan dan perbankan serta
penyelesaian kredit macet, maka pemerintah Republik Indonesia dan otoritas
keuangan dan perbankan Indonesia (Bank Indonesia) telah menetapkan Bank
Bahari sebagai Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU), dan selanjutnya seluruh
asset yang ada termasuk piutang berikut segala jaminannya dialihkan terlebih
dahulu kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) berdasarkan
Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang Nomor SP-99/BPPN/0600
tertanggal 08 Juni 2000 jo Nomor SP-136/BPPN/0401 tanggal 6 April 2001,
yang selanjutnya dialihkan lagi kepada PT. Bank Bukopin berdasarkan
Perjanjian Jual Beli Piutang tertanggal 14 Mei 2003, dan terakhir dialihkan
kepada Penggugat berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No.140 dan

2 Anonim, “Mengapa Sektor Riil Belum Lancar”, Suara Merdeka, 16 Juli 2003, hal.

3 Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Putusan Nomor:245/PDT.G/2007/PN.JKT.BAR.,
hal.2.
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Perjanjian Pengalihan Piutang (cessie) No.l141, keduanya tertanggal 30
Agustus 2006.*

Di dalam Pasal 2 ayat (1) Perjanjian Jual Beli Piutang No.140
dinyatakan bahwa “PEMBELI telah menyampaikan Surat Penawaran Untuk
Membeli Piutang kepada BUKOPIN, BUKOPIN setuju untuk menjual
Piutang kepada PEMBELI dengan menyampaikan Surat Persetujuan
Pembelian  Piutang dan PEMBELI setuju untuk membeli piutang dari
BUKOPIN dengan keadaan sebagaimana adanya (as is) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2.3”. Pasal 2 ayat (1) Perjanjian Jual Beli Piutang
No.140 memberikan kuasa kepada pembeli (dalam hal ini Efri Jhonly) untuk
meminta pelunasan hutang kepada Woen Hon Fen, sesuai dengan ketentuan
yang telah disepakati pada Akta Perjanjian Kredit No.IB/TP/HWK/BB/V/98
tanggal 02 Mei 1998 jo Akta Surat Hutang No.107 tanggal 27 Januari 1998.
Akta Perjanjian Kredit No. IB/TP/HWK/ BB/V/98 tanggal 02 Mei 1998 jo
Akta Surat Hutang No.107 tanggal 27 Januari 1998 yang dibuat dihadapan
Ny. Pudji Redjeki Irawati, SH/ Notaris di Jakarta dengan kondisi dan

ketentuan sebagai berikut:
Pokok Rp. 250.000.000,- (fasilitas Pinjaman Rekening Koran)
Rp. 150.000.000,- (fasilitas Pinjaman Tetap Atas Permintaan)
Rp. 100.000.000,- (fasilitas Pinjaman Tetap Atas Permintaan)
Bunga 38% (fasilitas PRK & PTP)
Denda 3% Per bulan dari kewajiban yang tertunggak

Jangka waktu 27 Januari 1998 sampai dengan angsuran terakhir tanggal 02
Mei 1998

Dalam Akta Perjanjian Kredit No.IB/TP/HWK/BB/V/98 tanggal 02
Mei 1998 jo Akta Surat Hutang No.107 tanggal 27 Januari 1998, suku bunga
yang disepakati pihak Woen Hon Fen dengan PT. Bank Bahari Cabang

* Ibid., hal. 4.
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Hayam Wuruk adalah sebesar 38%. Per tanggal 30 Agustus 2006 jumlah
hutang Woen Hon Fen yang telah dialihkan hak tagihnya kepada Efri Jhonly
sebesar 4.318.494.306,77,- (empat milyar tiga ratus delapan belas juta empat
ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus enam koma tujuh puluh tujuh
rupiah). Tanggal 28 Juni 2007 Efri Jhonly mendaftarkan surat gugatannya ke
Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dikarenakan Woen Hon Fen sudah terlalu
lama wanprestasi dan tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan

kewajibannya.’

Woen Hon Fen yang telah dipanggil secara patut untuk datang
menghadap persidangan ternyata tidak hadir,sehingga pada tanggal 23
Oktober 2007 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat memutuskan
untuk mengabulkan gugatan penggugat (Efri Jhonly) untuk sebagian dengan
verstek. Besarnya jumlah hutang yang diputuskan oleh Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Jakarta Barat adalah Rp 1.048.569.779,38 (satu miliar
empat puluh delapan juta lima ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus
tujuh puluh sembilan koma tiga puluh delapan rupiah).6 Hal ini karena bunga
sebesar 38% per tahun yang diperjanjikan di Akta Perjanjian Kredit
No.IB/TP/HWK/BB/V/98 tanggal 02 Mei 1998 jo Akta Surat Hutang No.107
tanggal 27 Januari 1998, besarnya bunga dirasakan Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Jakarta Barat tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, sehingga
besarnya bunga haruslah disesuaikan dengan bunga bank secara umum yang
besarnya 12% (dua belas persen) per tahun.” Kewenangan hakim untuk
memberikan putusan kurang dari yang digugat oleh penggugat, sesuai
dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004
tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa ‘“hakim wajib
menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang

hidup dalam masyarakat”.

> Ibid., hal. 1.
S Ibid., hal. 14.

" Ibid., hal. 12.
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Namun bagaimana jika dilihat dari pertimbangan hukum positif yang
mengatur perihal perikatan sampai saat ini masih mengacu kepada buku III
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), pada Pasal 1338 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) menyatakan bahwa semua
perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi
mereka yang membuatnya. Pada kasus perjanjian jual beli piutang No.140 dan
Perjanjian Pengalihan Piutang (cessie) Nomor 141, kedua belah pihak telah
sepakat untuk melakukan jual beli piutang dengan keadaan sebagaimana
adanya (as is). Dengan dilakukannya perjanjian jual beli piutang secara as is,
berarti pihak Efri Jhonly mempunyai kewenangan untuk meminta pelunasan
hutang dengan bunga sebesar 38% (tiga puluh delapan persen), seperti yang
telah diperjanjikan di dalam Akta Perjanjian Kredit No.IB/TP/HWK/BB/ V/98
jo Akta Surat Hutang No.107. Hal ini dimungkinkan karena saat perjanjian
hutang piutang tersebut dilakukan dengan bunga bank secara umum pada
tahun 1998 tidak sama dengan bunga bank secara umum yang berlaku tahun

2007, yaitu 12% per tahun.

Mengingat krisis ekonomi yang terjadi pada saat itu, Bank Indonesia
berdasarkan  Surat . Keputusan  Direksi - Bank Indonesia  Nomor
30/266/KEP/DIR dalam pasal 6 menyatakan bahwa maksimum suku bunga
simpanan pihak ketiga bank ditetapkan sebesar 125% (seratus dua puluh lima
persen) dari suku bunga Sertifikat Bank Indonesia saat itu yaitu 22% (dua
puluh dua persen), sehingga batas maksimum suku bunga simpanan pihak
ketiga bank adalah 27,5% (dua puluh tujuh koma lima persen). Sedangkan
untuk suku bunga kredit tidak diatur secara pasti oleh Bank Indonesia, tetapi
pada umumnya suku bunga kredit minimal 4% (empat persen) lebih tinggi
dari suku bunga simpanan pihak ketiga bank karena adanya biaya intermediasi
dari bank, seperti biaya overheat, biaya resiko dan marjin laba. Untuk masa
krisis ini biaya resiko yang dibebankan dapat dipastikan lebih tinggi
dibandingkan nilai yang biasanya dibebankan pada situasi normal, sehingga
banyak bank yang memberikan pinjaman kredit dengan suku bunga mencapai

38% (tiga puluh delapan persen).

Intervensi pengadilan..., Fitriana, FHUI, 2012



Gugatan ini berawal dari wanprestasi yang dilakukan oleh pihak
debitur yang melakukan pinjaman kredit pada tahun 1998. Pihak debitur tidak
memenuhi kewajibannya hingga akhirnya pihak kreditur harus mengajukan
gugatan pada tahun 2007 untuk mendapatkan pelunasan piutang tersebut. Hal
ini seharusnya juga dipertimbangkan oleh Hakim dalam memutuskan perkara,
dikarenakan pihak debitur sebagai pihak yang tidak memenubhi isi perjanjian
yang telah disepakati bersama seharusnya dihukum, dimana dengan
kesepakatan awal ditentukan yaitu adanya denda 3% (tiga persen) diluar

hutang pokok dan bunga yang menjadi kewajiban dari debitur sejak awal.

Sumber hukum di Indonesia terdiri dari undang-undang, kebiasaan,
yurisprudensi, perjanjian  internasional, dan doktrin. Hakim dalam
memutuskan suatu perkara harus terlebih dahulu mencari hukumnya dalam
undang-undang. Jika ternyata hal yang berkaitan dengan sengketa tersebut
belum diatur dalam undang-undang, maka hakim berusaha mencari di sumber
hukum yang lainnya, untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum.
Tetapi jika hal tersebut telah diatur dalam undang-undang, maka hakim wajib
memperhatikan dan menerapkan apa yang telah ditentukan dalam undang-

undang tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas maka dibuatlah tesis dengan judul
“Intervensi Pengadilan Dalam Perjanjian: Analisis Putusan Hakim Yang
Mengesampingkan Besarnya Tingkat Suku Bunga Dalam Perjanjian Kredit
(Study Putusan Nomor: 245/PDT.G/2007/PN.JKT.BAR.)”

1.2 Pokok Permasalahan

Dengan mengacu kepada latar belakang maka diperoleh pokok

permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan resiko terhadap piutang yang dialihkan secara

cessie?
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2. Apakah hakim dapat melakukan intervensi terhadap kewajiban debitur
yang hutangnya telah dialihkan secara cessie?
3. Apakah Intervensi Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara nomor

245/PDT.G/2007/PN.JKT.BAR telah sesuai dengan prinsip keadilan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dengan diadakannya penelitian ini

adalah sebagai berikut:

l. Untuk mengetahui, memahami, mengkaji dan memperoleh gambaran
mengenai pihak-pihak mana di dalam perjanjian yang akan dibebankan
atas resiko yang timbul dari pengalihan piutang yang dilakukan secara
cessie.

2. Untuk mengetahui, memahami, mengkaji, menganalisa dan memperoleh
suatu gambaran mengenai kewenangan hakim dalam melakukan intervensi
untuk memutuskan suatu perkara dan menentukan Nilai Suku Bunga suatu
perjanjian kredit untuk menciptakan penilaian yang wajar, memberikan
keadilan bagi para pihak dan dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.4 Metode Penelitian
Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
penelitian Hukum Normatif dengan tipe penelitian evaluatif dan diagnostik.
Metode Penelitian Hukum Normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan
cara mencari data melalui bahan-bahan pustaka atau disebut juga data

sekunder, seperti:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat
yang digunakan sebagai landasan hukum. Bahan hukum primer

ini terdiri dari:
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a. Undang-Undang Dasar 1945
b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan
Kehakiman
c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
d. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor:245/PDT.G/
2007/PN.JKT.BAR
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan—bahan yang memberikan
penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku, akta
pejanjian, serta data dari internet dan koran yang berhubungan
dengan kasus perjanjian jual beli piutang yang bertujuan untuk
membandingkan landasan hukum dan mendapatkan landasan teori
untuk penelitian, seperti:
a. “Hukum Perdata Pembahasan Mengenai Asas-Asas Hukum
Perdata” karangan Wahyono Darmabrata.
b. “Hukum  Perbankan Nasional Indonesia” karangan
Hermansyah.
c. “Pokok-pokok Hukum Perdata” karangan Subekti.
d.. “Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek” karangan
Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartiwinata
e. “Hukum Acara Perdata “ karangan M. Yahya Harahap
f. Akta Perjanjian Jual Beli Piutang PT. Bank Bukopin, Tbk dan
Tuan Efri Jhonly, “Akta Perjanjian Jual Beli Piutang Nomor
140” dikeluarkan oleh Sjarmeini S. Chandra.
g. Artikel Koran Suara Merdeka, “Mengapa Sektor Riil Belum
Lancar”.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang nemberikan
petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan
sekunder, seperti kamus bahasa Indonesia dan kamus hukum untuk

mencari definisi yang digunakan dalam penelitian ini.

Untuk menyempurnakan tesis ini, selain mengumpulkan data melalui

studi normatif penulis juga berusaha mengumpulkan data primer dengan cara
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wawancara dengan ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat
yang memutuskan perkara gugatan ini dan wawancara dengan pihak kreditur
yaitu Bapak Efri Jhonly. Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif

sehingga hasil dari penelitian ini berbentuk yuridis normatif.

1.5 Ruang Lingkup
Ruang lingkup penulisan tesis ini penulis lakukan terhadap resiko yang
muncul pada piutang yang dialihkan secara cessie serta intervensi yang
dilakukan oleh Hakim, yang didasari oleh peraturan kekuasaan kehakiman
yang digunakan oleh hakim dalam putusannya untuk menyimpangi peraturan
perundang-undangan lainnya serta asas-asas yang terdapat dalam suatu

perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak.

1.6 Sistematika Penulisan
Penelitian ini akan disusun dalam tiga bab dengan sistematika

penulisan sebagai berikut:

- Bab I (satu) merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari enam sub bab.
Sub bab pertama membahas latar belakang, sub bab kedua membahas
pokok permasalahan, sub bab ketiga membahas tujuan penelitian, sub bab
keempat membahas metode penelitian, sub bab kelima ruang lingkup
penelitian dan sub bab keenam membahas sistematika penulisan.

- Bab II (kedua) berisi tinjauan hukum terhadap hukum perjanjian dan
pengalihan piutang dengan melihat pada ketentuan perundang-undangan
yang berlaku serta asas-asas yang terkandung di dalamnya serta
keterkaitannya dengan beberapa bidang hukum lainnya yang juga patut
untuk dipertimbangkan.

- Bab III (ketiga) merupakan penutup yang terdiri dri dua sub bab, yaitu sub
bab pertama berisi simpulan yang diperoleh dari hasil pembahasan dan
merupakan jawaban atas pokok permasalahan dalam penelitian penulisan

tesis ini. Dan sub bab kedua berisi saran dari penulis.
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BAB 2
PERJANJIAN DAN PENGALIHAN PIUTANG

2.1 Perjanjian

Beberapa orang dan para ahli sering kali mempersamakan istilah
perjanjian dengan istilah perikatan, yang sebenarnya merupakan dua istilah
yang berbeda. Perikatan (verbintenis) memiliki arti yang lebih luas dari kata
perjanjian, karena perikatan merupakan suatu pengertian abstrak, sedangkan
suatu perjanjian adalah suatu peristiwa hukum yang kongkrit.® Perikatan
memiliki arti yang lebih luas karena menurut Pasal 1233 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata (KUHPer), perikatan dapat lahir karena persetujuan
(perjanjian) ataupun undang-undang. Perikatan yang lahir dari undang-undang
dapat dibagi menjadi perikatan yang lahir hanya dari undang-undang dan
perikatan yang lahir dari undang-undang karena suatu perbuatan seseorang,
seperti perihal perikatan yang timbul dari perbuatan yang melanggar hukum
(onrechtmatige daad) dan perihal perikatan yang timbul dari pengurusan
kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan suatu persetujuan

(zaakwaarneming).

2.1.1 Dasar Hukum Perjanjian
Sampai saat ini, pemerintah Indonesia masih belum dapat membuat
ketentuan baru di bidang hukum perjanjian. Hal ini menyebabkan hukum
perjanjian di Indonesia masih tunduk kepada buku ke-III Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang mengatur mengenai perikatan,
yang digunakan pada jaman penjajahan Belanda yang dikenal dengan
Burgerlijk Wetboek. Pada Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum

¥ Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, hal. 122.
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Perdata (KUHPer) dinyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara
sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
Dengan mengacu kepada Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata (KUHPer), maka dasar hukum dari suatu perjanjian adalah
perjanjian itu sendiri. Jika dalam perjanjian tersebut ternyata terdapat hal-
hal yang tidak diatur maka untuk menghindari terjadinya kekosongan
hukum, digunakanlah ketentuan umum yang ada dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata (KUHPer) untuk mendukung perjanjian tersebut.
Sehingga dalam suatu perjanjian, tanpa perlu disebutkan bahwa ketentuan
yang tidak diatur oleh para pihak akan menggunakan ketentuan umum
yang terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer),
secara otomatis Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dapat
langsung diberlakukan pada perjanjian tersebut untuk mengatur hal-hal

yang belum diatur oleh para pihak dalam perjanjian tersebut.

Keberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
pada setiap perjanjian dinyatakan dalam Pasal 1319 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata (KUHPer), yaitu Semua perjanjian, baik yang mempunyai
suatu nama khusus, maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama
tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum, yang termuat didalam
bab ini dan bab yang lalu. Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(KUHPer) terdiri atas suatu bagian umum dan suatu bagian khusus.
Bagian umum memuat peraturan-peraturan yang berlaku bagi perikatan
umumnya, misalnya tentang bagaimana lahir dan hapusnya perikatan,
macam-macam perikatan dan sebagainya. Bagian Khusus memuat
peraturan-peraturan mengenai perjanjian-perjanjian yang banyak dipakai
dalam masyarakat dan yang sudah mempunyai nama-nama tertentu,
misalnya jual beli; sewa-menyewa; perjanjian perburuhan; maatschap;

pemberian (schenking).”

2.1.2 Syarat Sahnya Perjanjian

% Ibid., hal.127.
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Perjanjian jual beli merupakan salah satu jenis perjanjian yang
diatur dalam bagian khusus Buku III Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata (KUHPer). Tetapi untuk memenuhi unsur umum suatu perikatan,
maka pada perjanjian jual beli harus memperhatikan syarat—syarat sahnya
perjanjian yang dinyatakan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata (KUHPer), yaitu:

a. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
c. suatu hal tertentu; dan

d. suatu sebab yang halal.

Syarat-syarat  tersebut merupakan suatu kesatuan, yang
menyebabkan apabila tidak memenuhi salah satu dari syarat yang
dinyatakan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(KUHPer) maka perjanjian tersebut tetap dinyatakan tidak sah. Syarat
sahnya perjanjian pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(KUHPer) dapat dibagi menjadi syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat
ini dibedakan berdasarkan hal yang diatur dan perlu untuk dibedakan
karena memiliki. konsekuensi yang berbeda untuk setiap pelanggaran
terhadap kedua jenis syarat tersebut.

Syarat subjektif adalah syarat yang mengacu pada para pihak yang
membuat perjanjian tersebut, yaitu yang dinyatakan dalam angka 1 (satu)
dan angka 2 (dua) dari Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(KUHPer) tersebut. Kedua syarat tersebut adalah syarat untuk adanya kata
sepakat dan kecakapan dari para pihaknya. Apabila para pihak tidak
memenuhi syarat subjektif dari syarat sahnya perjanjian, maka
konsekuensinya adalah perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Dapat
dibatalkan berarti perjanjian tersebut dapat terus berlangsung dan
mengikat para pihak yang membuatnya, selama tidak ada satu pihak dalam
perjanjian tersebut yang mangajukan pembatalan atas perjanjian tersebut

ke pengadilan negeri.
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Kesepakatan merupakan hal dasar dari suatu perjanjian, karena
pada dasarnya perjanjian tersebut merupakan kesepakatan dari 2 (dua)
orang atau lebih. Suatu perjanjian yang dibuat tanpa adanya kesepakatan
dapat terjadi karena sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau
diperolehnya dengan paksaan ataupun penipuan, seperti yang dinyatakan
dalam Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).
Apabila pihak yang dirugikan tidak mengajukan pembatalan atas
perjanjian tersebut ke pengadilan negeri yang berwenang, maka pihak lain
tidak dapat mengajukan pembatalan atas perjanjian tersebut, karena suatu
perjanjian hanya mengikat para pihak yang membuatnya. Hal ini juga
berlaku untuk syarat yang kedua, yaitu kecakapan hukum dari para pihak

dalam perjanjian tersebut.

Menurut Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(KUHPer), orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah
orang-orang yang belum dewasa; mereka yang ditaruh di bawah
pengampuan; orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh
undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-
undang telah melarang membuat petjanjian-perjanjian tersebut. Batasan
dewasa di Indonesia memiliki beberapa ukuran yang berbeda. Hal ini
harus dilihat dari bidang hukum yang berkaitan, seperti pada bidang
perkawinan menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan, seseorang dapat menikah apabila telah mencapai
umur 16 (enam belas) tahun untuk wanita dan umur 19 (Sembilan belas)
tahun untuk pria. Pada hukum perjanjian, ukuran kedewasaan yang
digunakan adalah 21 (dua puluh satu) tahun atau kurang tetapi telah
menikah, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata (KUHPer), yaitu “Belum dewasa adalah mereka yang
belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu

telah kawin”

Orang yang berada dibawah pengampuan adalah orang yang telah
dewasa tetapi oleh pengadilan dianggap tidak dapat mempertanggung

Intervensi pengadilan..., Fitriana, FHUI, 2012



jawabkan tindakannya, seperti yang terjadi pada orang yang sakit jiwa,
pemabuk, maupun orang yang boros. Pada pemabuk ataupun orang yang
boros, tindakan pengampuan harus diajukan terlebih dahulu oleh keluarga
dari orang tersebut dan ketidak-dewasaan orang itu hanya berlaku untuk
hal-hal yang berhubungan dengan harta kekayaan yang dimiliki oleh orang
yang berada dibawah pengampuan tersebut. Dengan tidak dewasanya
orang yang berada dibawah pengampuan tersebut, maka orang itu tidak
dapat menjual ataupun mengalihkan harta kekayaannya secara bebas. Hal
ini disebabkan karena seorang yang berada di bawah pengampuan akan
diawasi harta kekayaannya oleh seorang pengampu (curator) yang dipilih
oleh pengadilan negeri, dari orang tua ataupun keluarga orang yang berada
dibawah pengampuan, ataupun orang lain yang memang bertugas sebagai

pengampu (curator).

Perempuan khususnya seorang isteri pada jaman hindia Belanda
termasuk dalam kategori orang yang tidak cakap hukum. Hal ini tidak
dapat digunakan lagi sejak Indonesia merdeka, karena perempuan telah
memiliki kesamaan derajat dengan kaum pria. Dengan dikeluarkannya
Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 1963, maka

perempuan khususnya seorang isteri merupakan orang yang cakap hukum.

Syarat objektif adalah syarat yang mangacu pada perbuatan
ataupun benda yang menjadi objek perjanjian itu sendiri, yaitu yang
dinyatakan dalam angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) dari Pasal 1320
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) tersebut. Kedua syarat
tersebut adalah suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Apabila para
pihak tidak memenuhi syarat objektif dari syarat sahnya perjanjian, maka
konsekuensinya adalah perjanjian tersebut batal demi hukum. Batal demi
hukum berarti perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada, sehingga
tidak perlu diajukan pembatalan oleh pihak yang membuat perjanjian

tersebut karena secara hukum, perjanjian tersebut tidak pernah ada.

2.1.3 Asas Hukum Perjanjian
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Hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia yang diatur dalam
buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) menganut
sistem terbuka. Ketentuan ini dikatakan menganut sistem terbuka, karena
pada ketentuan ini setiap orang diperkenankan untuk membuat atau
memperjanjikan hak-hak lain, selain yang diatur dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata (KUHPer) sendiri dan akan mengikat para pihak
yang membuatnya sebagai undang-undang.'® Sistem terbuka yang dianut
oleh buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dipertegas
dengan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang
secara tersirat memberikan kebebasan pada setiap orang untuk membuat
kesepakatan dengan siapapun; kapanpun; dan untuk objek apapun selama
tidak bertentangan dengan undang-undang; kesusilaan; atau ketertiban
umum. Asas “kebebasan” dalam hal membuat perjanjian (beginse! der
contractsvrijheid) menerangkan bahwa segala perjanjian yang di buat
secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang
membuatnya. Dengan di dasari Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata (KUHPer) maka orang dengan leluasa dapat membuat perjanjian
dan diperbolehkan menyesampingkan peraturan-peraturan yang termuat
dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), selama
dibuat secara sah sepertiyang disyaratkan dalam Pasal 1320 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

Pada Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
terkandung 2 (dua) asas yang sangat penting dalam hukum perjanjian,
yaitu asas kebebasan berkontrak dan asas Pacta Sunt Servanda. Kedua
asas ini memberikan kesempatan pada hukum perjanjian untuk terus
berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat yang berkembang dengan
pesat. Bahkan dalam suatu perjanjian dimungkinkan untuk mengatur
sistem hukum dari Negara lain yang akan mengikat perjanjian tersebut.
Hal ini membuat hukum perjanjian semakin beragam bentuk dan jenisnya

sesuai dengan kebutuhan masyarakat di jaman modern ini.

' Ibid., hal.128.
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Asas kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian Indonesia

meliputi ruang lingkup sebagai berikut:

a. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian.

b. Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat
perjanjian.

c. Kebebasan untuk menentukan atau memilih kausal dari perjanjian
yang akan dibuatnya.

d. Kebebasan untuk menentukan obyek perjanjian.

e. Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian.

f. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-

undang yang bersifat opsional (aanvullend, optional).11

Selain asas tersebut diatas, terdapat pula satu asas yang penting
yang akan mempengaruhi sahnya suatu perjanjian, yaitu asas itikad baik.
Asas ini terbagi menjadi 2 (dua) tahap yaitu tahap pra kontrak dan tahap
pelaksanaan. Pada tahap pra kontrak, itikad baik lebih bersifat subjektif
karena pada tahap ini itikad baik dari para pihak tersebut ditunjukkan
melalui kejujuran dari para pihak. Sedangkan pada tahap pelaksanaan,
itikad baik akan bersifat objektif sehingga lebih dimaknai sebagai
kerasionalan dan kepatutan atau keadilan.'?

2.1.4 Pihak-Pihak Dalam Perjanjian

Perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata (KUHPer) adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau
lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perikatan
yang dilahirkan dari suatu kontrak atau perjanjian harus dilakukan oleh 2
(dua) orang, karena menurut Pasal 1315 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata (KUHPer) pada umumnya seseorang tidak dapat mengikatkan diri

" Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang
Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, Cetakan pertama. (Jakarta:
Institut Bankir Indonesia (IBI), 1993), hal.47.

Y Ridwan Khairandy, Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak, Jakarta:
Universitas Indonesia, 2003, hal. 347.
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atas namanya sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada

untuk dirinya sendiri.

Penyebutan para pihak pada setiap perjanjian berbeda-beda. Hal ini
ditentukan berdasarkan jenis perjanjian yang sedang dilakukan oleh para
pihak, misalnya pada perjanjian jual beli maka dikenal adanya penjual dan
pembeli, sedangkan pada perjanjian kredit maka para pihak menggunakan
istilah debitur dan kreditur. Meskipun terdapat perbedaan dalam istilah
yang digunakan, tetapi secara umum subyek-subyek dalam suatu perikatan
itu terdiri dari pihak kreditur dan pihak debitur. Pihak kreditur merupakan
pihak yang berhak atas pemenuhan prestasi, sedangkan debitur adalah

pihak yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan prestasi dari pihak

kreditur. '3

2.1.5 Wanprestasi

Suatu perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban untuk para pihak
yang membuatnya, yang dikenal juga dengan prestasi. Prestasi ini dapat
berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat
sesuatu. Apabila seorang berhutang tidak memenuhi kewajibannya,
menurut bahasa hukum ia melakukan “wanprestasi” yang menyebabkan ia
dapat digugat di depan hakim."*  Alasan mengapa seorang debitur tidak
dapat memenuhi kewajibannya, dapat disebabkan oleh 2 (dua) hal, yaitu
karena pada diri debitur ada kesalahan dan karena adanya Overmacht.
Wanprestasi merupakan keadaan dimana seorang debitur tidak dapat
memenuhi kewajiban untuk berprestasi kepada kreditur karena memang

ada kesalahan debitur. '°

Keadaan wanprestasi itu tidak selalu bahwa seorang debitur tidak

dapat memenuhi sama sekali seluruh prestasi, melainkan dapat juga dalam

“Hartono Hadisoeprapto, pokok-pokok hukum perikatan dan hukum jaminan,
(Yogyakarta: Liberty, 1984), hal.42.

4 Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, hal.123.

' Hartono Hadisoeprapto, Pokok-Pokok Hukum Perikatan Dan Hukum Jaminan,

hal.43.
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hal seorang debitur tidak tepat waktunya untuk memenuhi prestasi atau
dalam memenuhi prestasi tidak dengan baik. Berdasarkan uraian itu maka

dapat dikatakan bahwa bentuk wanprestasi ada tiga, yaitu :

tidak memenuhi prestasi sama sekali,

b. memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya,
c. memenubhi prestasi tetapi tidak baik/sesuai.

Wanprestasi itu tidak dengan sendirinya ada, melainkan harus
dinyatakan dahulu bahwa debitur itu lalai. Pernyataan lalai itu disebut
ingebreke stelling atau sommatie. Ingebreke stelling atau Sommatie ialah
pemberitahuan atau pernyataan dari kreditur kepada debitur yang berisi
ketentuan bahwa kreditur menghendaki pemenuhan prestasi seketika atau
dalam jangka waktu seperti yang ditentukan dalam pemberitahuan itu.
Atau dengan kata lain pada pokoknya hutang itu harus ditagih terlebih
dahulu. Oleh karena itu maka Ingebreke stelling itu berfungsi sebagai
upaya hukum untuk menentukan saat kapan mulai terjadinya wanprestasi.
Sebagai upaya hukum Ingebreke stelling itu baru diperlukan dalam hal
seorang kreditur akan menuntut penggantian kerugian atau dalam hal
kreditur minta pemutusan perikatan (Ontbinding). Sebaliknya ingebreke

stelling atau sommatie tidak diperlukan dalam :
a. Keadaan debitur sama sekali tidak dapat memenuhi prestasi,

b. Hal kreditur meminta pemenuhan perikatan (Nakoming), namun
dalam praktek di sini tetap juga diperlukan adanya ingebreke

stelling atau sommatie.
c. Keadaan debitur mengakui kesalahan.
d. Keadaan ditentukan oleh undang-undang.'®

2.1.6 Perjanjian As Is

'S Ibid., hal.44.
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“As is” merupakan istilah yang muncul dari perkembangan
kebutuhan masyarakat atas hukum perjanjian. “A4s is” merupakan
penegasan atas Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang
kemudian diartikan sebagai “apa adanya”. Istilah “As is” merupakan istilah
hukum yang digunakan untuk melepaskan diri dari beberapa jaminan
tersirat untuk objek yang dijual. “As is” menunjukkan bahwa penjual
menjual barang dan pembeli membeli barang tersebut dalam kondisi
apapun yang ada saat ini, atau dengan kata lain pihak pembeli menerima
barang tersebut dengan segala kekurangan maupun kecacatan yang telah
ada atau mungkin ada dikemudian hari baik yang dapat dilihat secara

langsung ataupun cacat tersembunyi pada barang tersebut.

Pada kebiasaan sebelumnya pembeli harus berhati-hati dengan

objek yang akan dibeli, sehingga pembeli harus meluangkan waktu untuk
memeriksa objek tersebut sebelum membeli sesuatu, atau bahkan beberapa
pembeli terlebih dahulu menanyakan pendapat atau nasihat para pakar atau
ahli. Dengan adanya perjanjian “A4s is” maka memudahkan penjual dan
pembeli untuk mempercepat transaksi jual beli tersebut. Perjanjian “As is”
ini tetap memberikan perlindungan kepada pembeli, karena jika pembeli
dapat menunjukkan bahwa ada beberapa penipuan yang terlibat, schingga
membuat pembeli terjebak dengan tawaran penjual dan akhirnya tidak
berhak atas pengembalian dana, maka pembeli dapat mengajukan kejadian

tersebut sebagai suatu tindak pidana penipuan.

2.1.7 Doktrin Penyalahgunaan Keadaan

Di negara-negara common law dikenal adanya ajaran
penyalahgunaan keadaan dalam doktrin equity, yang sebenarnya
merupakan perluasan dari power of equity bagi pengadilan untuk
mengintervensi suatu perjanjian yang di dalamnya terdapat suatu
penyalahgunaan posisi yang tidak seimbang diantara para pihak. Dalam
sistem common law, hal ini merupakan doktrin yang menentukan
pembatalan perjanjian yang dibuat dengan didasari oleh tekanan yang

tidak patut, tetapi tidak termasik dalam kategori paksaan. Penyalahgunaan
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keadaan terjadi apabila seseorang di dalam suatu perjanjian dipengaruhi
oleh suatu hal yang menghalanginya untuk melakukan penilaian yang
bebas dari pihak lainnya sehingga ia tidak dapat mengambil putusan yang
bebas. Penekanan tersebut dapat dilakukan karena salah satu pihak
memiliki kedudukan khusus, misalnya kedudukan yang lebih dominan
secara ekonomis dibandingkan pihak lainnya. Dimana pihak yang
memiliki kedudukan khusus tersebut mengambil keuntungan secara tidak
pantas dari pihak lainnya yang lebih lemah tanpa melakukan paksaan atau
tipuan, sehingga terjadi ketidakseimbangan hubungan dalam proses
terjadinya suatu kontrak. Apabila dalam suatu perjanjian terdapat unsur-
unsur penyalahgunaan keadaan, maka pengadilan dapat membatalkan
perjanjian tersebut. Berkembangnya ajaran penyalahgunaan keadaan baik
dalam sistem hukum kontinental dan sistem hukum common law menjadi

pembatas baru bagi kebebasan berkontrak.'’

2.2 Kaitan Usaha Perbankan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Bank merupakan sebuah badan usaha yang berbadan hukum, sehingga
dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti memiliki kekayaan,
melakukan perjanjian, dan sebagainya. Segala perbuatan yang dilakukan oleh
bank, baik untuk menghimpun ataupun mengalirkan dana ke masyarakat,
selalu diawali dengan sebuah perjanjian. Perjanjian ini mengikuti segala
ketentuan umum yang ada dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata. Terdapat beberapa ketentuan dalam Buku III Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata (KUHPer) yang berhubungan dengan bidang perbankan
seperti subrogasi.

Segala perjanjian yang dibuat menimbulkan hak dan kewajiban bagi
para pihak yang terikat pada perjanjian tersebut. Hal ini juga berlaku untuk
perjanjian yang dilakukan di bidang perbankan, seperti perjanjian kredit. Jika
salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka pihak tersebut telah

melakukan wanprestasi. Menurut Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum

7 Ridwan Khairandy, Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak, hal. 19-21.

Intervensi pengadilan..., Fitriana, FHUI, 2012



Perdata (KUHPer), tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak
berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya,
mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian
biaya, rugi dan bunga.

Pada Pasal 1767 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan
bahwa ada bunga menurut undang-undang dan ada yang ditetapkan di dalam
perjanjian. Bunga menurut undang-undang ditetapkan di dalam suatu
perundang-undangan. Bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian boleh
melampaui bunga menurut undang-undang dengan catatan tidak melanggar
hal yang dilarang oleh undang-undang itu sendiri. Besarnya bunga yang
diperjanjikan dalam perjanjian harus ditetapkan secara tertulis. Bunga menurut
undang-undang sebagaimana diatur dalam Lembaran Negara Tahun 1848
Nomor 22 adalah 6 % (enam persen), tetapi hal ini dirasakan tidak sesuai
untuk diterapkan dalam prakteknya karena besarnya suku bunga sering kali

berubah-ubah mengikuti perekonomian Negara.

2.3 Pengalihan Piutang

Pada Pasal 1382 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
disinggung mengenai kemungkinan = menggantikan hak-hak seseorang
berpiutang, yang disebut dengan subrogatie, yang diatur dalam Pasal 1400
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) sampai dengan Pasal 1403
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

Subrogatie atau penggantian hak-hak si berpiutang oleh seorang pihak
ketiga, yang membayar kepada si berpiutang itu, terjadi baik dengan
persetujuan maupun demi undang-undang, yang dinyatakan dalam Pasal 1440
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Perbuatan penggantian hak
juga dikenal dengan sebutan cessie, yaitu suatu perbuatan pemindahan suatu
piutang kepada seorang yang telah membeli piutang itu. Cessie dapat
dilakukan dengan diawali oleh suatu perjanjian jual beli piutang, yang
ketentuannya dapat dilakukan berdasarkan keinginan para pihak, selama tidak

bertentangan dengan syarat sahnya perjanjian yang dinyatakan dalam Pasal
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1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Pemberian kredit
perbankan selama ini sering menggunakan cessie untuk memperjanjikan
pengalihan suatu piutang atau tagihan yang dijadikan jaminan suatu kredit.

Sebenarnya subrogatie dan cessie memiliki pengertian yang berbeda.
Menurut Prof. Subekti, terdapat 3 perbedaan antara subrogatie dan cessie,
yaitu:

1. Dalam hal subrogatie, hutang telah terbayar lunas oleh seorang pihak
ketiga, hanya saja perikatan hutang-hutang masih hidup terus karena
pihak ketiga itu lalu menggantikan hak-hak si berpiutang terhadap
diri si berhutang. Sedangkan cessie merupakan suatu perbuatan
pemindahan suatu piutang kepada seorang yang telah membeli
piutang itu, yang biasanya merupakan suatu akibat penjualan piutang
itu.

2. Subrogatie dapat terjadi dengan tiada memakai bantuan si
berpiutang, karena terdapat subrogatie yang terjadi karena ditetapkan
oleh undang-undang. Sedangkan pada cessie selalu dibutuhkan
bantuan si berpiutang.

3. Dari sudut formil, untuk subrogatie tidak diharuskan sesuatu cara,
sehingga. subrogatie dapat terjadi dengan suatu perjanjian antara
seorang pihak ketiga yang membayar hutang dan si berhutang yang
menerima pembayaran -itu, atau karena penetapan undang-undang.
Sedangkan untuk cessie diharuskan suatu akta, yang harus
diberitahukan pula secara resmi kepada si berhutang.'®

2.3.1 Cessie
Cessie adalah suatu cara pengalihan piutang atas nama yang diatur
dalam pasal 613 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pengalihan ini
terjadi atas dasar suatu peristiwa perdata seperti perjanjian jual-beli antara
kreditur lama dengan calon kreditur baru. Dalam cessie utang-piutang
yang lama tidak hapus, hanya beralih kepada pihak ketiga sebagai kreditur

baru. Sedangkan dalam subrogasi, utang-piutang lama hapus biarpun

'8 Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, hal.154.
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hanya satu detik, untuk kemudian dihidupkan lagi bagi kepentingan
kreditur baru."

Menurut Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(KUHPer), Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak
bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat suatu akta otentik atau
di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan
kepada orang lain. Penyerahan yang demikian bagi si berhutang tiada
akibatnya, melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya,
atau secara tertulis disetujui dan diakuinya, maka kewajiban si berhutang
untuk melakukan pelunasan juga beralih kepada pihak ketiga tersebut
sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 613 ayat (2) Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata (KUHPer). Penyerahan tiap-tiap piutang karena
surat-bawa dilakukan dengan penyerahan surat tersebut. Penyerahan tiap-
tiap piutang karena surat tunjuk dilakukan dengan penyerahan surat
disertai dengan endorsement.

Dari uraian atau bunyi Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata (KUHPer) tersebut lebih lanjut dapat dikemukakan bahwa
berlakunya secara yuridis formal suatu cessie, adalah setelah memenuhi 3
(tiga) persyaratan, yaitu :

1. Atas pengalihan piutang atau tagihan tersebut, haruslah dilakukan
dengan suatu perjanjian cessie, baik dengan akta otentik (notarial)
atau dengan akta di bawah tangan.

2. Adanya pemberitahuan, persetujuan dan pengakuan dari si tertagih
bahwa hak atas piutang atau tagihan tersebut telah dialihkan kepada
pihak lain.

3. Adanya penyerahan nyata atas bukti kepemilikan atas piutang atau
tagihan tersebut dari yang berhak sebelumnya kepada yang menerima

hak atas piutang atau tagihan tersebut.

¥ Suharnoko dan Endah Hartati, Doktrin, Subrogasi, Novasi dan cessie (dalam
Kitab undang-undang Hukum Perdata, Nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek, Code
Civil Perancis dan Common law), Cetakan kedua, Edisi pertama. (Jakarta: Kencana
Prenada Media Group, 2006), hal.101.
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Cessie cukup dituangkan dalam suatu akta baik di bawah tangan
maupun otentik, asal di dalamnya secara tegas disebutkan bahwa kreditur
lama dengan itu telah menyerahkan hak tagihnya kepada kreditur baru.
Kesimpulannya cessie secara lisan tidak sah dan karenanya tidak
mengoperkan hak tagihan tersebut kepada orang lain.”

Di dalam prakteknya, penggantian kreditur pada tagihan-tagihan
sangat dibutuhkan. Hal ini dimungkinkan dalam undang-undang dengan
berbagai bentuk yang dapat dipilih seperti cessie pada tagihan atas nama
atau dengan sebuah perjanjian antara para pihak (kreditur dan debitur)
dengan cara menuangkannya dalam suatu bentuk yang diakui dan diatur
oleh undang-undang. Pada penggantian ini mengartikan bahwa kreditur
baru menjadi pemilik baru atas tagihan tersebut karena adanya pengoperan
tagihan dari kreditur lama. Pada pengalihan tersebut perikatan yang
melahirkan tagihan tersebut tetap ada dan berlaku sama, karena yang
digantikan hanyalah subjek krediturnya saja.

Sehingga konsekuensi dari pengalihan tersebut adalah bahwa
semua accessoir dan execeptie yang melekat pada perikatan tersebut tetap
tidak berubah. Tagihan tersebut bagi debitur tetap sama seperti pada saat
semula pada waktu masih berada di tangan kreditur lama. Semua janji-
janji yang terdapat dalam perikatan lama yang sejak semula menjadi ciri
dari tagihan tersebut tetap utuh dan berpindah kepada kreditur baru. Hak-
hak yang bersifat accessoir tersebut seperti hak gadai, hipotek,
penanggungan, privilege dan hak-hak untuk melakukan eksekusi. Selain
itu juga meliputi bunga, denda dan penyitaan.

2.3.2 Retro Cessie

Retro Cessie diperlukan apabila pada saat jatuh tempo ternyata
debitur melakukan wanprestasi, sehingga kreditur baru tidak mendapatkan
pembayaran atas piutang tersebut. Hal ini menimbulkan permasalahan
karena pada cessie, kreditur baru tidak dapat meminta kembali uangnya

kepada kreditur lama, karena hal ini tidak diatur di dalam Kitab Undang-

%0 J. Satrio, Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensatie dan Percampuran Hutang,
Cetakan kedua. (Bandung: PT. Alumni, 1999),hal.30.
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undang Hukum Perdata. Sehingga retro cessie diperlukan untuk menjamin
kepentingan kreditur baru, tetapi hal ini harus diperjanjikan terlebih dahulu
dalam akta cessie atau diperjanjikan dalam perjanjian jual beli piutang
yang mendasari cessie, karena bukan merupakan hak yang diberikan oleh
undang-undang.

Menurut pasal 1492 Kitab Undang-undang Hukum Perdata,
penjual diwajibkan untuk menjamin pembeli dari gugatan pihak ketiga
namun pasal ini tidak memberikan jaminan terhadap wanprestasi yang
mungkin akan dilakukan oleh debitur. Hal ini dipertegas dalam Pasal 1535
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa penjual
piutang tidak bertanggung jawab atas kemampuan si debitor kecuali jika
penjual telah mengikatkan diri untuk itu dan hanya untuk jumlah harga
pembelian yang telah diterima untuk piutangnya. Dengan demikian jika si
penjual diperbolehkan bertanggung jawab atas ketidakmampuan
debitor, maka boleh saja diperjanjikan bahwa si penjual akan bertangung
jawab jika debitor melakukan wanprestasi dan memberi hak kepada
cessionaries (kreditur baru) untuk melakukan retro cessie.

2.3.3 Teori Kehendak

Pengalihan piutang yang dibuat dengan dasar suatu perjanjian jual-
beli antara kreditur lama dengan calon kreditur baru dibuat dengan suatu
kesepakatan, dimana menurut teori kehendak atau teori hukum kontrak
klasik, bahwa yang menentukan hubungan hukum kontrak tersebut adalah
kehendak para pihak sendiri. Prinsip tersebut memiliki beberapa
konsekuensi sebagai berikut:

a. Hukum yang berlaku bagi mereka tersebut semata-mata
berkaitan dengan maksud yang sebenarnya dari pihak yang
berjanji;

b. Maksud para pihak harus bertemu pada saat sebelum dibuatnya
kontrak;

c. Hakim tidak memiliki kewenangan untuk mengisi celah dalam
suatu kesepakatan dan tidak berdaya menghadapi kemungkinan

hal yang tidak terduga;
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d. Pihak yang berjanji bebas mengungkapkan kemauannya®'

Dengan prinsip tersebut maka tidak seorang pun dapat melakukan
perjanjian tanpa kemauannya ataupun tanpa adanya kesepakatan dari para
pihak. Sehingga dalam perjanjian pengalihan piutang tersebut dapat pula
disepakati mengenai pengalihan resiko seperti dalam perjanjian pengalihan
piutang nomor 141 tanggal 30 Agustus 2006 yang dibuat dihadapan
Notaris Sjarmeini S. Chandra, dimana pada Pasal 4 dinyatakan bahwa
“Terhitung sejak berlakunya pengalihan piutang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 Perjanjian ini, setiap dan seluruh Piutang menjadi milik dan
hak Pembeli dan segala sesuatu yang berhubungan dengan piutang
menjadi resiko Pembeli, termasuk segala keuntungan dan kerugian yang

akan timbul sehubungan dengan Piutang tersebut’”.

2.4 Jual Beli

Jual beli menurut Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk
menyerahkan suatu benda dan pihak lain untuk membayar harga benda yang
telah diperjanjikan. Dari definisi tersebut dapat kita simpulkan bahwa jual beli
terjadi dengan diawali oleh proses tawar-menawar yang akhirnya
menghasilkan suatu kesepakatan antara pembeli dan penjual.

Perbuatan jual beli mencakup tiga istilah yaitu persetujuan,
penyerahan, dan pembayaran. Persetujuan adalah perbuatan yang menyatakan
tercapainya kata sepakat antara penjual dan pembeli mengenai objek dan
persyaratan jual beli. Penyerahan adalah perbuatan mengalihkan hak milik
atas objek jual beli dari penjual kepada pembeli. Sedangkan pembayaran
adalah perbuatan menyerahkan sejumlah uang dari pembeli kepada penjual
sebagai imbalan atas benda yang diterima.

Hubungan kewajiban dan hak adalah keterikatan penjual untuk
menyerahkan benda dan memperoleh pembayaran, sedangkan keterikatan

pembeli adalah untuk membayar harga dan memperoleh benda. Dengan

' Ridwan Khairandy, Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak, hal. 98.
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demikian jual beli adalah bagian dari suatu sistem hukum yang memiliki
unsur-unsur sistem berikut ini:
Subjek hukum yaitu pihak penjual dan pembeli.
b. Status hukum yaitu untuk kepentingan sendiri atau pihak lain.
c. Peristiwa hukum yaitu persetujuan penyerahan hak milik dan
pembayaran.
d. Objek hukum yaitu benda dan harga.
e. Hubungan hukum yaitu keterikatan kewajiban dan hak pihak-
pihak.?

2.4.1 Asas Konsensual

Pada Pasal 1458 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dikatakan
bahwa jual beli dianggap sudah terjadi ketika penjual dan pembeli
mencapai kata sepakat tentang benda dan harga meskipun belum
diserahkan dan harga belum dibayar. Hal ini menegaskan bahwa yang
menjadi dasar dari perjanjian jual beli tersebut adalah asas konsensual,
karena jual beli dianggap telah terjadi pada saat terjadi kata sepakat
diantara para pihak yang terkait yaitu pembeli dan penjual, serta mengikat
para pihak tersebut secara sah.

Selain dinyatakan dalam Pasal 1458 Kitab Undang-undang Hukum
Perdata, asas konsensual juga dinyatakan pada Pasal 1320 Kitab Undang-
undang Hukum Perdata dimana pada syarat sahnya perjanjian dinyatakan
bahwa salah satunya adalah adanya “sepakat mereka yang mengikatkan
dirinya”. Karena jual beli dilakukan dengan melakukan sebuah perjanjian,
maka syarat sahnya perjanjian tersebut juga berlaku pada perjanjian jual

beli.

2.4.2 Kewajiban dan Hak Penjual
Kewajiban dari Penjual pada jual beli adalah menyerahkan hak

milik atas benda yang telah dijualnya sehingga kepemilikan benda tersebut

22 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Cetakan Revisi. (Bandung:
PT. Citra Aditya Bakti, 2010), hal. 318.
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beralih kepada pembeli, serta memberikan jaminan kepada pembeli atas
tuntutan dari pihak ketiga, pembebanan hak, serta jaminan atas cacat
tersembunyi, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1504 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata.

Hak dari Penjual pada jual beli adalah menerima pembayaran dari
pembeli sesuai dengan nilai yang telah diperjanjikan sebelumnya diantara
para pihak.

2.4.3 Kewajiban dan Hak Pembeli

Sesungguhnya karena pihak yang terkait dalam jual beli hanyalah
terdiri dari 2 (dua) pihak yaitu penjual dan pembeli, maka apa yang
menjadi kewajiban dari penjual pada dasarnya merupakan hak dari
pembeli itu sendiri dan begitu pula sebaliknya dimana kewajiban dari
pembeli merupakan hak dari penjual. Oleh karena itu, kewajiban dari
Pembeli pada jual beli adalah membayar sejumlah uang yang telah
diperjanjikan sebelumnya oleh kedua belah pihak. Sedangkan hak dari
pembeli pada jual beli adalah menerima penyerahan hak milik atas benda
yang telah dibelinya sehingga kepemilikan benda tersebut beralih
kepadanya, serta mendapatkan jaminan dari penjual atas tuntutan dari
pihak ketiga, pembebanan hak, serta jaminan atas cacat tersembunyi.

Dalam beberapa hal jaminan tersebut dapat disimpangi dengan
adanya kesepakatan dari para pihak, yang dapat terjadi melalui proses
pembelian dengan harga yang kurang seperti yang dinyatakan pada Pasal
1504 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebagaimana yang telah
terjadi pada perjanjian jual beli antara PT. Bank Bukopin dengan Bapak
Efri Jhonly ini. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa perjanjian tersebut
merupakan salah satu bentuk pengalihan resiko, karena resiko atas tidak
adanya penjaminan yang seharusnya diberikan oleh penjual karena
perjanjian tersebut maka kini beralih menjadi resiko pembeli itu sendiri,
dimana pembeli telah sepakat dan dengan keinginannya sendiri

menghendaki untuk ikut serta menanggung resiko tersebut.

2.5 Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)
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Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) adalah sebuah

lembaga yang dibentuk pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Nomor

27 Tahun 1998 tentang Pembentukan BPPN. Lembaga ini dibentuk dengan
tugas pokok untuk penyehatan perbankan, penyelesaian aset bermasalah dan
mengupayakan pengembalian uang negara yang tersalur pada sektor
perbankan. Untuk menjalankan tugasnya, Badan Penyehatan Perbankan
Nasional (BPPN) diberikan kewenangan yang tertuang dalam Keputusan
Presiden Nomor 34 Tahun 1998 tentang Tugas dan Kewenangan Badan

Penyehatan Perbankan Nasional sebagai landasan hukum operasionalnya.

Seluruh aset seharusnya telah berada di tangan Badan Penyehatan
Perbankan Nasional (BPPN) dan dijual pada bulan Mei 1999 sampai dengan
Desember 2000. Tetapi hal tersebut tidak terjadi karena beberapa sebab seperti
ketidak-lengkapan dokumen, saham pemilik sudah diserahkan kepada kreditur
lain, atau adanya perbedaan nilai atas aset yang diserahkan ke Badan
Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dengan nilai yang diperkirakan

sebelumnya.

Pada bulan Mei tahun 2002, Badan Penyehatan Perbankan Nasional
(BPPN) melaksanakan kebijakan baru dalam upaya percepatan serta
optimalisasi tingkat pengembalian yang meliputi bidang penyelesaian Asset
Transfer Kit (ATK), Restrukturisasi Utang, dan Penjualan Hak Tagih dengan

cara menjual langsung atau melalui lelang.

Pada bulan Juni tahun 2002, Kepala Badan Penyehatan Perbankan
Nasional (BPPN), menyatakan akan melakukan percepatan pembubaran
lembaga yang dipimpinnya pada tahun 2003, lebih cepat dari jadwal semula
yaitu pada tahun 2004. Percepatan penutupan yang disebutnya (soft landing)
Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) pada 2003 diikuti dengan
program penjualan 2.500 (dua ribu lima ratus) aset senilai Rp
158.000.000.000.000,00 (seratus lima puluh delapan triliun rupiah) secara
sekaligus. Terhadap aset yang tidak laku, maka akan dikelola oleh joint
venture, holding company, dan clearing house yang akan menangani

penukaran aset dengan obligasi.
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Karena kinerja yang dinilai kurang memuaskan, maka Badan
Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dibubarkan pada tanggal 27 Februari
2004 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Badan Penyehatan Perbankan Nasional

(BPPN). Presiden Megawati Soekarno putri menunjuk Menteri Keuangan

Boediono sebagai Ketua Tim Pemberesan Badan Penyehatan Perbankan
Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Tim Pemberesan Badan Penyehatan Perbankan Nasional
(BPPN). Dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden tersebut, maka secara

resmi Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dibubarkan.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2004
tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Badan Penyehatan Perbankan
Nasional (BPPN), Badan Penychatan Perbankan Nasional atau BPPN yang
dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1998 dan yang
selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999
tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2001,
terhitung mulai tanggal 27 Pebruari 2004 dinyatakan berakhir tugasnya.

Tetapi pada ayat (2) dinyatakan bahwa pengakhiran tugas Badan
Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) seperti yang dinyatakan dalam ayat
(1) dikecualikan untuk tugas Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)
yang berkaitan dengan penyelesaian likuidasi Bank Beku Operasi atau Bank
Beku Kegiatan Usaha; kewajiban pemegang saham; audit; dan transaksi yang
telah terjadi sebelum ditetapkannya Keputusan Presiden ini. Untuk
penyelesaian tugas Badan Penyechatan Perbankan Nasional (BPPN)
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pada ayat (3) dinyatakan akan
dilakukan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sampai dengan
paling lambat tanggal 30 April 2004.

Dengan berakhirnya masa tugas Badan Penyehatan Perbankan
Nasional (BPPN) pada 27 Februari 2004 yang didasarkan pada Keputusan
Presiden Nomor 15 Tahun 2004 dan sejalan dengan ketentuan Pasal 11 ayat 2
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Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999, maka segala kekayaan BPPN
menjadi kekayaan negara yang pengelolaannya dilakukan oleh Menteri
Keuangan. Menteri Keuangan kemudian membuat lembaga baru dan
memberikan kewenangan kepada Perusahaan Pengelola Aset (PPA)
berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Aset tanggal 24 Maret 2004 dan Peraturan
Pemerintah Nomor 10 Tahun 2004.

Tujuan pengelolaan sisa aset BPPN oleh Perusahaan Pengelola Aset
(PPA) adalah untuk memperoleh penerimaan yang hasilnya digunakan untuk
memberikan kontribusi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN). Penerimaan tersebut diperoleh dari Hasil Pengelolaan Aset berupa
pelaksanaan divestasi saham bank, dividen saham milik Pemerintah di
perusahaan yang dikelola PPA, pembayaran kewajiban aset hak tagih dan

penjualan aset saham dan kredit.*

2.6 Perbankan

Perbankan merupakan istilah yang memiliki kata dasar bank. Menurut
Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah badan
usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan
menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-
bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank
menurut jenisnya terdiri dari bank umum dan bank perkreditan rakyat. Bank
umum dapat melakukan usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang salah satunya adalah
memberikan kredit. Bank Umum menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1998 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara
konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya
memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2.6.1 Dasar Hukum

* Anonim, “Perusahaan Pengelola Aset”, http://www.ptppa.com/hal_sekilas_ppa_
new.asp, 4 Maret 2009, hal.1.
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Dasar hukum yang berlaku di bidang perbankan saat ini adalah
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1998 tentang Perbankan. Pada bank umum yang melaksanakan
kegiatannya secara konvensional tidak diatur secara lengkap dalam
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Undang-undang ini lebih
mengatur mengenai bank umum yang melaksanakan kegiatannya secara
syariah, seperti ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit.
Hal ini dikarenakan berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor
10 Tahun 1998, bentuk hukum suatu Bank Umum dapat berupa Perseroan
Terbatas; Koperasi; atau Perusahaan Daerah.

Dengan bentuk tersebut, maka secara otomatis struktur
kepengurusan dan segala ketentuan dalam pendirian bank tersebut harus
mengikuti ketentuan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas. Walaupun secara garis besar masih mengikuti
ketentuan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas, tetapi pada pelaksanaannya untuk “tata cara pendirian bank
umum swasta; bank tabungan swasta; dan bank pembangunan swasta,
mengacu kepada Keputusan Menteri Keuangan No. Kep. 603/M/IV/12
Tahun 1968”.**

2.6.2 Usaha-Usaha Bank Umum

Secara tersirat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan “Tugas pokok
perbankan di bawah bimbingan Bank Indonesia adalah untuk menghimpun
segala dana dari masyarakat, guna diarahkan ke bidang-bidang yang
mempertinggi taraf hidup rakyat”.* Usaha-usaha bank umum secara
terinci diuraikan pada bagian kedua Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yaitu:

* CS.T. Kansil dan Christine S.T.kansil, Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum
Dagang Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004) hal.446.

> Thomas Suyatno,dkk, Dasar-dasar Perkreditan, Edisi ke-4. (Jakarta: PT.
Gramedia Pustaka Utama, 2008) hlm. 10.
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a. Pasal 6

Usaha Bank Umum meliputi :

1)

2)
3)
4)

5)

6)

7)

8)
9)

Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa
giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau
bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu ;

Memberikan kredit ;

Menerbitkan surat pengakuan hutang ;

Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk

kepentingan dan atas perintah nasabahnya :

a) Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank
yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan
dalam perdagangan surat-surat dimaksud;

b) Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang
masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam
perdagangan surat-surat dimaksud;

c) Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;

d) Sertifikat Bank Indonesia (SBI);

e) Obligasi;

f) Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun ;

g) Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai
dengan 1 (satu) tahun;

Memindahkan uvang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk

kepentingan nasabah;

Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan

dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana

telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana
lainnya;

Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan

melakukan perhitungan dengan antar pihak ketiga;

Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;

Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain

berdasarkan suatu kontrak;
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10) Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya
dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;

11) Di hapus;

12) Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan
wali amanat;

13) Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain
berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang
ditetapkan oleh Bank Indonesia;

14) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank
sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

. Pasal 7

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal

6, Bank Umum dapat pula :

1) Melakukan kegiatan dalam  valuta asing dengan memenuhi
ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia ;

2) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan
di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura,
perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan
penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh
Bank Indonesia ;

3) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi
akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan
Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali
penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh
Bank Indonesia ; dan

4) Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus pensiun
sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan

dana pensiun yang berlaku.
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Berdasarkan tugas pokok perbankan di atas, maka usaha-usaha

bank umum dikelompokkan menjadi:**

a. Memindahkan uang, baik melalui pemberitahuan telegram maupun
dengan surat ataupun dengan jalan memberikan wesel tunjuk di

antara sesama kantornya.

b. Menerima dan membayar kembali uang dalam rekening koran,
menjalankan perintah untuk memindahkan uang, menerima
pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan

perhitungan dengan/ atau antarpihak ketiga.

c. Mendiskonto surat wesel, kertas perbendaharaan atas beban Negara,

dan jenis-jenis surat berharga lainnya.

d. Memberi kredit, terutama dengan tanggungan efek, hasil bumi,
barang, dan juga dengan tanggungan dokumen penyimpangan yang
mewakili barang tersebut serta memberi kredit jangka menengah dan
panjang untuk tujuan bidang produksi, sesuai dengan syarat yang

ditetapkan oleh Bank Indonesia.

e. Memberikan jaminan bank (bank garantie) dengan tanggungan yang

cukup.

f. Menjalankan usaha-usaha lain yang lazim dilakukan oleh Bank

umum.
2.6.3 Kredit Bank

“Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani (credere) yang berarti
kepercayaan (fruth atau faith). Oleh karena itu dasar kredit ialah
kepercayaan™.”’ Seseorang atau suatu badan yang memberikan kredit
(kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) di masa mendatang

akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan. Kredit

% Ibid., hal.11.

7 Ibid., hal.12.
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menurut Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah

penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu,

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam — meminjam antara bank

dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi

utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

a. Unsur-Unsur Kredit

Bank dalam memberikan fasilitas kredit harus mempertimbangkan

beberapa hal, yang dapat juga disebut sebagai unsur yang terdapat

dalam kredit, seperti:

1)

2)

3)

4)

Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi
yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau
jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu

tertentu di masa yang akan datang.

Waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian
prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang
akan datang. Dalam unsur waktu ini, terkandung pengertian nilai
agio dari uang yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya
dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.

Degree of risk, yaitu suatu tingkat risiko yang akan dihadapi
sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara
pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima
kemudian hari. Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula
tingkat risikonya, karena sejauh kemampuan manusia untuk
menerobos hari depan itu, maka masih selalu terdapat unsur
ketidak-tentuan yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang
menyebabkan timbulnya unsur risiko. Dengan adanya unsur risiko
inilah maka timbullah jaminan dalam pemberian kredit.

Prestasi, atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk
uang, tetapi juga dapat bentuk barang atau jasa. Namun karena

kehidupan modern sekarang ini didasarkan kepada uang, maka
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transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering
kita jumpai dalam praktek perkreditan. *®
b. Fungsi Kredit

Fungsi kredit perbankan dalam kehidupan perekonomian dan

perdagangan antara lain sebagai berikut:
1) Kredit pada hakikatnya dapat meningkatkan daya guna uang

a) Para pemilik uang atau modal dapat secara langsung
meminjamkan uangnya kepada para pengusaha yang
memerlukan, untuk meningkatkan produksi atau untuk

meningkatkan usahanya.

b) Para pemilik uang atau modal dapat menyimpan uangnya pada
lembaga-lembaga keuangan. Uang tersebut diberikan sebagai
pinjaman kepada perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan

usahanya.
2) Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu-lintas uang

Kredit uang yang disalurkan melalui rekening giro dapat
menciptakan pembayaran baru seperti cek, giro bilyet, dan wesel,
sehingga apabila pembayaran-pembayaran dilakukan dengan cek,
giro bilyet, dan wesel maka akan dapat meningkatkan peredaran
uang giral. Di samping itu, kredit perbankan yang di tarik secara
tunai dapat pula meningkatkan peredaran uang kartal, sehingga

arus lalu-lintas uang akan berkembang pula.

3) Kredit dapat pula meningkatkan daya guna dan peredaran barang
Dengan mendapat kredit, para pengusaha dapat memproses bahan
baku menjadi barang jadi, sehingga daya guna barang tersebut
menjadi meningkat. Di samping itu, kredit dapat pula
meningkatkan peredaran barang, baik melalui penjualan secara

kredit maupun dengan membeli barang-barang dari satu tempat dan

8 Ibid., hal.14.
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4)

3)

6)

menjualnya ke tempat lain. Pembelian tersebut uangnya berasal
dari kredit. Hal ini juga berarti bahwa kredit tersebut dapat pula

meningkatkan manfaat suatu barang.
Kredit sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi

Dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat, kebijakan diarahkan

kepada usaha-usaha antara lain:

a) pengendalian inflasi,

b) Peningkatan ekspor, dan

¢) Pemenuhan kebutuhan pokok rakyat.

untuk menekan laju inflasi pada tahun 1966, yang lebih kurang
berkisar 650% (enam ratus lima puluh persen), pemerintah
melaksanakan kebijakan uang ketat (tigh money policy) melalui
pemberian kredit yang selektif dan terarah, untuk melindungi

usaha-usaha yang bersifat non-spekulatif.

Arus kredit diarahkan pada sektor-sektor yang produktif dengan
pembatasan kualitatif dan kuantitatif. Tujuannya adalah untuk
meningkatkan produksi dan memenuhi kebutuhan dalam negeri

agar bisa diekspor. Kebijakan tersebut telah berhasil dengan baik.
Kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha

Setiap orang yang berusaha selalu ingin meningkatkan usaha
tersebut, namun ada kalanya di batasi oleh kemampuan di bidang
permodalan. Bantuan kredit yang diberikan oleh bank akan dapat
mengatasi  kekurangmampuan para pengusaha di bidang
permodalan tersebut, sehingga para pengusaha akan dapat

meningkatkan usahanya.

Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan
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Dengan bantuan kredit dari bank, para pengusaha dapat
memperluas usahanya dan mendirikan proyek-proyek baru.
Peningkatan usaha dan pendirian proyek baru akan membutuhkan
tenaga kerja untuk melaksanakan proyek-proyek tersebut. Dengan
demikian mereka akan memperoleh pendapatan. Apabila perluasan
usaha serta pendirian proyek-prpyek baru telah selesai, maka untuk
mengelolanya diperlukan pula tenaga kerja. Dengan tertampungnya
tenaga-tenaga kerja tersebut, maka pemerataan pendapatan akan

meningkat pula.

7) Kredit sebagai alat untuk meningkatkan hubungan internasional
Bank-bank besar di luar negeri yang mempunyai jaringan usaha,
dapat memberikan bantuan dalam bentuk kredit, baik secara
langsung maupun tidak langsung kepada perusahaan-perusahaan di
dalam negeri. Begitu juga negara-negara yang telah maju yang
mempunyai cadangan devisa dan tabungan yang tinggi, dapat
memberikan bentuan-bantuan dalam bentuk kredit kepada negara-
negara yang sedang berkembang untuk membangun. Bantuan
dalam bentuk kredit ini tidak saja dapat mempererat hubungan
ekonomi . antarnegara yang bersangkutan tetapi juga dapat

meningkatkan hubungan internasional.*

c. Prinsip-Prinsip Kredit
Prinsip yang menjadi acuan bagi perjanjian kredit yang pertama
adalah prinsip kepercayaan. Hal ini berlaku baik bagi kreditur ataupun
debitur. Bagi kreditur, kepercayaan bahwa kredit yang kucurkan akan
bermanfaat dalam usaha dan akan dipergunakan sesuai tujuannya oleh
debitur sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Bagi debitur,
kepercayaan oleh kreditur bahwa debitur dapat membayar kembali

kreditnya dengan tepat waktu dan lancar.

Sesungguhnya semua pekerjaan termasuk perkreditan

dituntutkan adanya kehati-hatian dari masing-masing pihak, hal ini

* Ibid., hal.14
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dikenal dengan prinsip kehati-hatian atau prudent. Dilihat dari sudut
pemberi kredit yaitu pihak bank bahwa prinsip kehati-hatian perlu
mendapat perhatian utama karena kondisi dan atmosfer masa kini
berbeda, sehingga tingkat penghati-hatiannya bagi kreditur benar-benar
ditingkatkan. Banyak didengar bahwa debitur masa kini, jaman
sekarang jauh lebih “cerdik” dan debitur tidak selamanya dalam posisi
”lemah”. Mungkin secara yuridis, akan tetapi dalam realitanya justru
bank dalam pihak yang lemah, prinsip kehati-hatian juga harus
dibarengi dengan prinsip pengawasan dari kreditur, terutama
pengawasan atasan diperlukan untuk meminimalisasi risiko yang
timbul dari pemberian kredit, yaitu dengan selalu mengadakan
pengawasan sejauh mana kredit-kredit tersebut dipergunakan sesuai

atau tidak sesuai dengan tujuannya.’’

2.6.4 Perjanjian Kredit

Atas suatu pelepasan kredit oleh bank kepada nasabahnya, pertama-tama akan selalu dimulai dengan
permohonan kredit oleh nasabah yang bersangkutan. Apabila bank menganggap permohonan tersebut layak
untuk diberikan, maka untuk dapat terlaksana pelepasan kredit tersebut, terlebih dahulu haruslah dengan
diadakannya suatu persetujuan atau kesepakatan dalam bentuk perjanjian kredit atau pengakuan hutang. Salah
satu dasar yang cukup jelas bagi bank mengenai keharusan adanya suatu perjanjian kredit adalah dari bunyi
Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dimana disebutkan bahwa kredit

diberi berdasarkan persetujuan atau Kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain.

Pencantuman Kkata-kata persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam di dalam definisi atau

pengertian kredit sebagaimana Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
31
tersebut, dapat mempunyai beberapa maksud sebagai berikut :

a. Bahwa pembentuk undang-undang bermaksud untuk menegaskan
bahwa hubungan kredit bank adalah hubungan kontraktual antara bank
dan nasabah debitur yang berbentuk pinjam-meminjam. Dengan
demikian bagi hubungan kredit bank berlaku Buku Ketiga (tentang
perikatan) pada umumnya dan Bab Ketiga-belas (tentang pinjam-

meminjam) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya.

3% Sri Gambir Melati Hatta, “Perkreditan dan Tantangan Dunia Perbankan”,
hitp://www. legalitas.org/?g=node/258, 16 Agustus 2007 ,hal.4.

*! Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang
Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, hal. 180.
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b. Bahwa pembentuk undang-undang bermaksud untuk mengharuskan hubungan kredit bank di buat
berdasarkan perjanjian tertulis. Kalau semata-mata hanya dari bunyi ketentuan Pasal 1 ayat 11

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan tersebut, maka sulit kiranya untuk menafsirkan

bahwa ketentuan tersebut memang menghendaki agar pemberian kredit bank harus diberikan
verdasarkan perjanjian tertulis. Namun ketentuan undang-undang tersebut harus dikaitkan
dengan Instruksi Presidium Kabinet No. 15/EK/IN/10/1966 tanggal 3 Oktober 1966 jo Surat Edaran Bank
Negara Indonesia Unit I No. 2/539/UPK/Pemb. tanggal 8 Oktober 1966 dan Surat Edaran Bank

Negara Indonesia Unit I No. 2/649/UPK/Pemb. tanggal 20 Oktober 1966 dan Instruksi Presidium Kabinet
Ampera No. 10/EK/IN/2/1967 tanggal 6 Pebruari 1967, yang menentukan bahwa dalam memberikan

kredit dalam bentuk apapun bank-bank wajib mempergunakan atau membuat akta perjanjian kredit.

Perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaannya
maupun penatalaksanaan kredit. Menurut Ch. Gatot Wardoyo, dalam tulisannya mengenai sekitar klausul-
klausul perjanjian kredit bank, perjanjian kredit mempunyai beberapa fungsi, yaitu diantaranya: 32

a.  Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang
menentukan batal atau tidak batalnya perjanjian lain yang mengikutinya misalnya perjanjian pengikatan

jaminan.

b. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban di antara

kreditur dan debitur.

C. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.

Untuk kepentingan dan guna lebih memperkuat lagi kedudukan bank dalam setiap pelepasan kredit,

maka selain perjanjian kredit tersebut, bank membuat lagi suatu pengikatan, yaitu “Pengakuan Hutang» dari
debitur. Hal ini dimaksudkan agar dapat lebih memudahkan bank dalam eksekusinya dengan dasar “Grosse Akta

Pengakuan Hutang”
2.6.5 Berakhirnya Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit di Indonesia tunduk pada ketentuan hukum perjanjian (pada umumnya) yaitu buku
ke-tiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Hal ini menyebabkan ketentuan tentang hapus atau
berakhimya perjanjian kredit juga dapat diberlakukan Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(KUHPer), yaitu mengenai hapusnya perikatan. Dari beberapa penyebab hapus atau berakhirnya perjanjian-
perjanjian dalam Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), dalam praktek hapus atau

33
berakhirnya perjanjian kredit bank, lebih banyak disebabkan oleh :

a.  Pembayaran

** Ch. Gatot Wardoyo, Sekitar Klausul-klausul Perjanjian Kredit Bank, Bank dan
Manajemen. (November-Desember, 1992), hal.64-69. dikutip dari Muhammad
Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, Cetakan pertama. (Bandung: Citra Aditya
Bakti, 1993), hal.228.

» Hasanuddin Rahman, Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di
Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), hal.168.
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Pembayaran ini merupakan pemenuhan prestasi dari debitur, baik pembayaran hutang pokok, bunga,
denda maupun biaya-biaya lainnya yang wajib dibayar lunas oleh debitur. Pembayaran ini, baik karena
jatuh tempo kreditnya atau karena diharuskannya debitur melunasi kreditnya secara seketika dan sekaligus
(opeibaarheid clause).

b. Subrogasi

Subrogasi oleh Pasal 1400 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) disebutkan sebagai
penggantian hak-hak si berpiutang oleh seorang pihak ketiga yang membayar kepada si berpiutang itu.
Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa subrogasi dapat terjadi apabila ada penggantian hak-hak oleh
seorang pihak ketiga yang mengadakan pembayaran. Pasal 1401 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata (KUHPer) menentukan bahwa subrogasi ini dapat terjadi dengan persetujuan; (1) apabila si
berpiutang dengan menerima pembayaran itu dari seorang pihak ketiga, menetapkan bahwa orang ini akan
menggantikan hak-haknya si berpiutang; (2) apabila si berhutang meminjam sejumlah uang untuk
melunasi hutangnya, dan menetapkan bahwa orang yang meminjamkan uang itu akan mengantikan hak-
hak si berpiutang.
c. Novasi

Yang dimaksud dengan pembaharuan hutang atau novasi di sini adalah dibuatnya suatu perjanjian kredit
yang baru untuk atau sebagai pengganti perjanjian kredit yang lama. Sehingga dengan demikian
yang hapus atau berakhir adalah perjanjian kredit yang lama. Oleh Pasal 1413 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata (KUHPer) disebutkan ada 3 (tiga) jalan yang dapat dilakukan untuk suatu
novasi yaitu; (1) apabila seorang yang berhutang membuat suatu perikatan hutang baru guna
orang yang menghutangkan kepadanya, yang menggantikan hutang yang lama, yang
dihapuskan karenanya; (2) apabila seorang berhutang baru di tunjuk untuk menggantikan
orang berhutang lama, yang oleh si berpiutang dibebaskan dari perikatannya; (3) apabila
sebagai akibat suatu persetujuan baru, seorang berpiutang baru di tunjuk untuk menggantikan

orang berpiutang lama, terhadap siapa si berhutang dibebaskan dari perikatannya.
d. Kompensasi

Pada dasarnya kompensasi yang dimaksudkan oleh Pasal 1425 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata (KUHPer) adalah suatu keadaan di mana dua orang atau pihak saling berhutang satu
sama lain, yang selanjutnya para pihak sepakat untuk mengkompensasikan hutang-piutang
tersebut, sehingga perikatan hutang itu menjadi hapus. Dalam kondisi demikian ini dijalankan
oleh bank, dengan cara mengkompensasikan barang jaminan debitur dengan hutangnya kepada

bank, sebesar jumlah jaminan tersebut yang diambil-alih tersebut.

2.6.6 Kewenangan Bank Tentang Suku Bunga

Bank umum swasta yang melaksanakan kegiatannya secara
konvensional dapat menentukan besarnya suku bunga dan batas
maksimum pemberian kredit yang berlaku untuk banknya sendiri. Tetapi
kebebasan yang diberikan ini tetap di batasi oleh Undang-Undang Nomor
10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dengan adanya pembinaan dan
pengawasan bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia, sebagaimana

disebutkan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun
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1998 tentang Perbankan. Selain itu, pada Pasal 34 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengatur mengenai
kewajiban bank untuk menyampaikan kepada Bank Indonesia neraca dan
perhitungan laba-rugi tahunan serta penjelasannya, serta laporan berkala
lainnya, dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
2.6.7 Penentuan Bunga Kredit

Penentuan bunga kredit untuk setiap jenis kredit berbeda.
Perbedaan ini muncul oleh karena beberapa faktor yang berbeda, yang
mungkin disebabkan oleh kecukupan jaminan, sangat pekanya perusahaan
atau sektor ekonomi terhadap persaingan, potensi pemasaran, kecukupan
dan aspek finansial (financially sound), dan juga bentuk-bentuk sumber
dana yang diperoleh untuk membiayai kredit tersebut. Tingkat bunga
untuk setiap jenis kredit yang diberikan oleh bank, cenderung memiliki
penetapan tingkat bunga kredit yang berbeda antara satu kredit dengan
jenis kredit lainnya. Perbedaan penentuan bunga kredit itu didasarkan atas

rasio yang berbeda-beda.

Secara umum penentuan bunga kredit yang membedakan antara

satu kredit dengan kredit lainnya adalah: **
a. Jangka Waktu Kredit

Pada umumnya jangka waktu kredit merupakan cerminan dari risiko

kredit yang mungkin muncul. Makin panjang jangka waktu kredit

makin tinggi risiko yang mungkin muncul, maka bank pun akan
membebankan bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan kredit
jangka pendek.

b. Kualitas Jaminan Kredit

Jaminan kredit merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam
memberikan pertimbangan mengenai berapa besarnya bunga yang

akan dibebankan kepada seorang nasabah atau perusahaan. Bila

** Thomas Suyatno,dkk, Dasar-dasar Perkreditan, hal.101.
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nasabah memberikan suatu jaminan kredit yang mempunyai kualitas
yang sangat tinggi yaitu mudah dicairkan, nilainya tidak mengalami
penurunan, sangat mudah diperjual-belikan, berarti risiko atas kredit
yang diberikan bank rendah. Dengan demikian bank juga akan

membebankan bunga kredit yang lebih rendah.
Reputasi Perusahaan

Pada umumnya perusahaan-perusahaan penerima kredit dapat

dibedakan dalam 3 (tiga) kelompok besar, yaitu:

1) Perusahaan (MNC'S, Join Venture, dan lain-lain),

2) Perusahaan Milik Negara (Badan Usaha Milik Negara/BUMN)),

3) Perusahaan Menengah (Wholesale, Perdagangan Impor & Ekspor),

4) Perusahaan-perusahaan kecil (Pengusaha perseorangan, dan lain-

lain)

Kualitas dan reputasi dari keempat jenis perusahaan tersebut
berbeda yang tercermin dari credit-rating perusahaan-perusahaan
tersebut. Perusahaan dengan credit-rating yang sangat baik dinilai
bank mempunyai tingkat risiko yang rendah. Sedangkan perusahaan-
perusahaan yang mempunyai credit-rating kurang baik mempunyai
risiko sangat tinggi Oleh karenanya bank akan menentukan bunga
kredit paling rendah pada perusahaan yang mempunyai reputasi
dengan credit-rating sangat baik. Sebaliknya, kepada perusahaan yang
mempunyai credit-rating kurang baik, bank akan membebankan bunga

kredit yang lebih tinggi.

. Produk yang Kompetitif

Perusahaan-perusahaan yang mempunyai produk yang mudah
diproduksi oleh perusahaan lain menunjukkan bahwa perusahaan
tersebut berada dalam industri yang sangat kompetitif. Kompetitif

yang sangat tinggi membawa risiko yang tinggi pula bagi perusahaan,
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yang pada gilirannya akan mempengaruhi risiko kredit yang diberikan
bank kepada perusahaan tersebut. Sehingga bank akan menentukan
bunga kredit yang lebih tinggi kepada perusahaan yang berada di
sektor industri yang kompetitif dibandingkan dengan perusahaan yang

memproduksi produk-produk khusus.
e. Hubungan Baik

Yang dimaksud hubungan baik di sini ialah seberapa jauh perusahan
telah mengadakan hubungan (transaksi) dengan bank, bagaimana
catatan (historial focard) dari hubungan tersebut. Bila suatu
perusahaan telah menjalin hubungan yang lama dengan bank dengan
ketentuan sangat memuaskan bagi bank, maka bank akan menetapkan
bunga lebih rendah daripada perusahaan yang baru berhubungan

dengan bank.
f. Jaminan Pihak Ketiga

Adanya jaminan pihak ketiga yang cukup bonafide dari segi penilaian
bank akan mempengaruhi penentuan bunga kredit yang dibebankan
oleh bank. Jaminan pihak ketiga yang diberikan oleh bank dan

perusahaan yang berbentuk akseptasi dapat mengurangi risiko kredit.

Oleh sebah itu, jika suatu perusahaan meminta kredit kepada bank dan
surat promes atau dalam keadaan akad kredit disebutkan adanya
jaminan tambahan berupa akseptasi dari bank lain, bank akan

menetapkan bunga lebih rendah.

Dari berbagai faktor di atas ternyata rasio penentuan bunga kredit
suatu bank sangat berkaitan dengan risiko yang muncul setelah pemberian
kredit dilaksanakan. Bila risiko tinggi maka tingkat bunga akan
dibebankan lebih tinggi, sebaliknya bila risiko rendah maka tingkat bunga
lebih rendah. Rasio ini tidak berlaku untuk kredit-kredit yang sifatnya
kredit program pemerintah seperti KIK dan KMKP, di mana secara tegas
bunga atas kredit tersebut sudah ditetapkan oleh pemerintah.
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2.6.8 Perhitungan Bunga Kredit
Melihat dari cara-cara perhitungan bunga kredit yang dibebankan
bank kepada nasabahnya, cara perhitungan bunga kredit dapat dibedakan

atas cara perhitungan sebagai berikut: >

a. Sliding rate
Yang dimaksud dengan cara perhitungan bunga dengan rumus sliding
rate adalah bahwa pembebanan bunga terhadap nilai pokok pinjaman
akan semakin menurun dari bulan ke bulan (atau dari suatu periode ke
periode berikutnya) sesuai dengan menurunnya pokok pinjaman

sebagai akibat adanya pembayaran cicilan pokok pinjaman.

b. Flat rate
Yang dimaksud dengan cara perhitungan bunga dengan rumus flat rate
adalah pembebanan bunga terhadap nilai pokok pinjaman akan tetap
dari satu periode ke periode lainnya, walaupun pokok pinjaman

menurun sebagai akibat adanya pembayaran cicilan pokok pinjaman.

c. Floating rate
Yang dimaksud dengan cara perhitungan bunga dengan rumus floating
rate (bunga mengambang) adalah cara penentuan bunga yang besarnya
tidak ditetapkan untuk suatu jangka waktu, namun diambangkan sesuai
dengan perkembangan tingkat bunga yang ada di pasar uang (money
market rate).

d. Discounted rate

2.7 Hukum Acara Perdata
2.7.1 Asas-Asas Peradilan Hukum Acara Perdata
Hukum acara perdata yang masih mengacu kepada Herziene
Indonesisch Reglement (H.I.LR) maupun Reglement Voor de Buitengewesten

(RBG), jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang

33 Ibid., hal.106.
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Kekuasaan Kehakiman, maka dapat dikatakan bahwa peradilan perdata di

. . . .36
Indonesia menganut beberapa asas dibawah ini:’

a) Peradilan Bebas dari Campur Tangan Pihak-Pihak di luar Kekuasaan

Kehakiman

Kebebasan dalam melaksanakan wewenang judicieel menurut
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tidak mutlak sifatnya, karena
tugas daripada hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan
berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari
dasar hukum serta asas-asas yang jadi landasannya, melalui perkara-
perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga keputusannya

mencerminkan perasaan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia.
b) Asas Obyektivitas

Asas tidak memihaknya pengadilan terdapat dalam Pasal 5 Ayat
(1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan
Kehakiman. Di dalam memeriksa perkara dan menjatuhkan putusan,
hakim harus obyektif dan tidak boleh memihak. Semua putusan
pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar
untuk mengadili (Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang
Kekuasaan Kehakiman; Pasal 184 Ayat (1) Herziene Indonesisch
Reglement (H.I.R); Pasal 319 Herziene Indonesisch Reglement (H.I.R),
Pasal 195 Reglement Voor de Buitengewesten (RBG) dan Pasal 618
Reglement Voor de Buitengewesten (RBG).

Alasan-alasan atau argumentasi itu dimaksudkan sebagai
pertanggung-jawaban hakim pada putusannya terhadap masyarakat,
sehingga mempunyai nilai obyektif. Karena adanya alasan-alasan itulah
maka putusan mempunyai wibawa dan bukan karena hakim tertentu yang
menjatuhkannya. Dalam praktek, beberapa putusan Mahkamah Agung
menetapkan bahwa putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup

dipertimbangkan merupakan alasan untuk kasasi dan harus dibatalkan.

*® Moh. Taufik Makarao, Pokok-pokok Hukum Acara Perdata, (Jakarta: PT. Rineka
Cipta, 2004), hal.6.

Intervensi pengadilan..., Fitriana, FHUI, 2012



c) Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Yang dimaksud dengan sederhana adalah acara yang jelas, mudah
dipahami dan tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas-
formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di muka
pengadilan adalah baik. Terlalu banyak formalitas yang sukar dipahami
atau peraturan-peraturan tidak jelas, sehingga memungkinkan timbulnya
berbagai penafsiran, kurang menjamin adanya kepastian hukum dan
menyebabkan keengganan atau ketakutan untuk beracara di muka

pengadilan.

Kata cepat menunjuk kepada jalannya peradilan. Terlalu banyak
formalitas merupakan hambatan bagi jalannya pengadilan. Dalam hal ini
bukan hanya jalannya peradilan dalam pemeriksaan di muka sidang saja,
tetapi juga penyelesaian pada berita acara pemeriksaan di persidangan
sampai pada penandatanganan putusan oleh hakim dan pelaksanaannya.
Tidak jarang suatu perkara tertunda-tunda sampai bertahun-tahun karena
saksi tidak datang atau para pihak bergantian tidak datang atau minta
mundur. Bahkan perkaranya sampai dilanjutkan oleh para ahli warisnya.
Maka cepatnya jalannya peradilan akan meningkatkan kewibawaan

pengadilan dan menambah kepercayaan masyarakat kepada pengadilan.

Biaya ringan yaitu terpikul oleh rakyat. Biaya perkara yang tinggi
kebanyakan menyebabkan pihak yang berkepentingan enggan mengajukan
tuntutan hak kepada pengadilan.

d) Gugatan/permohonan Dapat Diajukan dengan Surat atau Lisan

Pasal 118 Ayat (1) Herziene Indonesisch Reglement (H.L.R)
mengatakan gugatan perdata atau tuntutan sipil yang dalam tingkat
pertama masuk wewenang pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat
gugatan atau surat permintaan, yang ditandatangani oleh penggugat atau
oleh orang yang dikuasakan menurut Pasal 123 Herziene Indonesisch
Reglement (H.I.LR) kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah
hukumnya terletak tempat tinggal tergugat atau jika tidak diketahui

tempat tinggalnya tergugat sebenarnya berdiam. Dalam hal inisiatif ada

Intervensi pengadilan..., Fitriana, FHUI, 2012



pada penggugat, maka penggugat harus mengajukan surat gugatan.
Dengan demikian secara jelas hukum acara perdata mengharuskan
gugatan secara tertulis. Pengajuan gugatan secara tertulis ini di beberapa
negara ternyata sejak beberapa abad yang lalu telah dikenal. Sebagaimana
dikemukakan oleh R..Subekti: bahwa Zivilprozesordnung dari Jerman
Barat, yang, meskipun dilahirkan dalam tahun 1877, namun paling akhir
diperbaiki, dalam tahun 1950 dan Code of Civil Procedure of Japan, yang
paling akhir diperbaiki dalam tahun 1971, kedua-duanya masih memakai
cara pengajuan gugat dalam bentuk surat permohonan (pengaduan)
kepada hakim. Sedangkan mengenai gugatan lisan, Pasal 120 Herziene
Indonesisch Reglement (H.I.LR) mengatakan, bilamana penggugat tidak
dapat menulis, maka gugatan dapat diajukan secara lisan kepada ketua
pengadilan negeri. Ketua pengadilan negeri tersebut membuat catatan

atau menyuruh membuat catatan tentang gugatan itu.

e) Inisiatif Berperkara Diambil oleh Pihak yang Berkepentingan

Dalam hukum acara perdata, inisiatif yaitu ada atau tidak adanya
suatu perkara harus diambil oleh seseorang atau beberapa orang yang
merasa, bahwa haknya atau hak mereka dilanggar. Ini berbeda dengan
sifat hukum acara pidana yang pada umumnya tidak menggantungkan
adanya perkara dari inisiatif orang yang dirugikan. Oleh karena dalam
hukum acara perdata inisiatif ada pada penggugat, maka penggugat
mempunyai pengaruh yang besar terhadap jalannya perkara, setelah
berperkara diajukan, ia dalam batas-batas tertentu dapat mengubah atau

mencabut kembali gugatannya.”’
Jadi tuntutan hak yang mengajukan adalah pihak yang
berkepentingan, sedang hakim bersikap menunggu datangnya tuntutan

hak diajukan kepadanya (Judex ne procedat ex officio). Para pihak dapat

*7 Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartiwinata, Hukum Acara Perdata dalam
Teori dan Praktek, (Bandung: Mandar Maju, 2005), hal.3.

Intervensi pengadilan..., Fitriana, FHUI, 2012



g)

secara bebas mengakhiri sendiri sengketa yang telan diajukan ke muka
pengadilan, sedangkan hakim tidak dapat menghalanginya. Hal ini dapat
berupa perdamaian atau pencabutan gugatan.

Keaktifan Hakim dalam Pemeriksaan

Reglement Indonesia mengharuskan hakim untuk aktif dari
permulaan hingga akhir proses. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 119
Herziene Indonesisch Reglement (H.I.R) yang mengatakan bahwa Ketua
pengadilan negeri berwenang untuk memberi nasihat dan bantuan kepada

penggugat atau kepada kuasanya dalam hal mengajukan gugatannya itu.

pasal 132 Herziene Indonesisch Reglement (H.L.LR) mengatakan,
jika menurut pertimbangan ketua supaya berjalan dengan baik, dan
teratur, ketua berwenang pada waktu memeriksa perkara memberi nasihat
kepada kedua belah pihak dan menunjukkan kepada mereka tentang
upaya hukum dan alat bukti, yang dapat dipergunakan oleh mereka.

Selaku pimpinan sidang, hakim harus aktif memimpin
pemeriksaan perkara dan tidak merupakan pegawai atau sekadar alat dari
pada para pinak dan harus berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala
hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya keadilan. Hakim sebagai
tempat pelarian terakhir bagi para pencari keadilan dianggap bijaksana
dan tahu akan hukum, bahkan menjadi tempat bertanya segala macam
soal bagi rakyat. darinya diharapkan pertimbangan sebagai orang yang
tinggi pengetahuan dan Martabatnya serta berwibawa. Diharapkan dari hakim

sebagai orang yang bijaksana, aktif dalam pemecahan masalah.

Beracara Dikenakan Biaya

Ketentuan yang mengatur tentang biaya perkara terdapat dalam
Pasal 121 ayat (4) Herziene Indonesisch Reglement (H.I.R) atau Pasal 145
ayat (4) Reglement Voor de Buitengewesten (RBG) yaitu, mendaftar
dalam daftar seperti yang dimaksud dalam ayat pertama, tidak boleh
dilakukan sebelum oleh penggugat dibayar lebih dahulu kepada panitera

sejumlah uang yang besarnya untuk sementara diperkarakan oleh ketua
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h)

pengadilan negeri menurut keadaan perkara, untuk ongkos panitera
melakukan panggilan serta pemberitahuan yang diwajibkan kepada kedua
pihak dan harga materai yang akan dipergunakan; jumlah yang dibayar
lebih dahulu akan diperhitungkan kemudian.
Para Pihak Dapat Meminta Bantuan atau Mewakilkan Kepada Seorang
Kuasa

Dengan demikian tidak diwajibkan para pihak untuk mewakilkan
kepada orang lain, sehingga pemeriksaan di persidangan dapat terjadi
secara langsung terhadap para pihak yang berkepentingan. Namun.
berdasarkan Pasal 123 Herziene Indonesisch Reglement (H.I.R) atau 147
Reglement Voor de Buitengewesten (RBG) para pihak dapat meminta

bantuan atau mewakilkan kepada seorang kuasa.

Berbeda dengan Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering
(RV), yaitu Hukum Acara Perdata bagi Golongan Eropa, yang
mewajibkan para pihak- mewakilkan kepada orang lain (procureur) dalam
beracara di muka pengadilan. Perwakilan ini merupakan suatu keharusan,
dengan akibat batalnya tuntutan hak seperti yang dinyatakan dalam Pasal
106 (1) Reglement op de Burgelijke  Rechtsvordering (RV) atau
diputusnya diluar hadir tergugat seperti yang dinyatakan dalam Pasal 109
Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering (RV), apabila para pihak
ternyata tidak diwakili.

Keuntungan pemeriksaan secara langsung para pihak yang
berkepentingan adalah hakim akan dapat mengetahui lebih jelas
persoalannya, karena para pihak yang berkepentinganlah yang
mengetahui seluk beluk peristiwanya. Kalau para pihak memberi kuasa
kepada orang lain, tidak jarang kuasa ini mendalami peristiwa yang
menjadi sengketa secara rinci, sehingga ia sering hanya siap dengan surat
jawabannya saja, tetapi jika ada pertanyaan dari hakim yang memeriksa,
ia masih harus berkonsultasi dengan pihak yang diwakilinya. Lagi pula

berperkara di pengadilan secara langsung tanpa perantara seorang kuasa
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akan jauh lebih ringan biayanya daripada kalau menggunakan seorang

kuasa, karena harus membayar jasa seorang kuasa.

Sebaliknya adanya seorang wakil mempunyai manfaat pula. Or-
ang yang belum pernah berhubungan dengan pengadilan dan harus
berperkara, biasanya gugup menghadapi hakim, maka seorang kuasa
sangat berguna. Seorang kuasa yang tahu akan hukumnya dan
mempunyai itikad baik merupakan bantuan yang tidak kecil bagi hakim
dalam memeriksa suatu perkara. Hal ini akan memperlancar jalannya
peradilan. Bagi pihak yang buta hukum sama sekali, akan menjadi
sasaran penipuan atau perlakuan yang sewenang-wenang atau tidak layak.
Seorang kuasa yang tahu hukum dapat mencegah perlakuan yang tidak

benar tersebut.

Sifat Terbukanya Persidangan

Sidang pemeriksaan pengadilan pada asasnya adalah terbuka
untuk umum, yang berarti bahwa setiap orang dibolehkan hadir dan
menyaksikan pemeriksaan di persidangan. Hal ini dinyatakan dengan
tegas dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Tujuan dari asas ini tidak
lain untuk memberi perlindungan hak-hak asasi manusia dalam bidang
peradilan serta untuk lebih menjamin obyektivitas peradilan dengan
mempertanggung-jawabkan pemeriksaan yang adil, tidak memihak serta

putusan yang bijaksana kepada masyarakat.

Apabila putusan diucapkan dalam sidang yang tidak dinyataka
terbuka untuk umum berarti putusan itu tidak sah dan tidak mempunyai
kekuatan hukum serta mengakibatkan batalnya putusan itu menurut
hukum. Secara formal asas ini membuka kesempatan untuk dikontrol
masyarakat terhadap jalannya sidang pengadilan. Kecuali apabila
ditentukan lain oleh undang undang atau apabila berdasarkan alasan-
alasan yang penting yang dimuat di dalam berita acara yang
diperintahkan oleh hakim, maka persidangan dilakukan dengan pintu

tertutup, seperti dalam pemeriksaan perkara perceraian atau perzinaan.
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Setiap persidangan harus dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum

terlebih dahulu sebelum dinyatakan tertutup.

j) Mendengar Kedua Belah Pihak

Di dalam hukum, kedua belah pihak haruslah diperlakukan sama.
Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang,
seperti yang dinyatakan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.. Hal ini mengandung arti
bahwa pihak yang berperkara harus sama-sama diperhatikan, berhak atas
perlakuan yang sama dan adil serta masing-masing harus diberi
kesempatan untuk memberi pendapatnya. Para pihak harus didengar (audi

alteram partem).
2.7.2 Kekuasaan Kehakiman

Dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004
tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa Peradilan dilakukan
“demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pasal 4 ini juga
didukung dengan Pasal 28 ayat (1) Bab IV Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa
hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan
rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pengertian rasa keadilan
masyarakat merupakan sesuatu yang abstrak atau tidak berwujud, tetapi
dengan adanya Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut, maka
majelis hakim memiliki dasar yang kuat untuk tidak mengikuti segala
ketentuan yang telah dibuat oleh para pihak secara sah berdasarkan Pasal
1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

Bapak Solahuddin,SH juga menegaskan bahwa sebelum
memberikan putusan yang tidak terpaku pada teori ataupun hukum tertulis
yang baku tersebut, majelis hakim harus terlebih dahulu memperhatikan
saksi-saksi, keadaan maupun peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi,
maupun keterangan saksi ahli yang dapat menjadi patokan bagi hakim

untuk memutuskan berdasarkan keyakinan yang dirasakan oleh majelis
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hakim itu sendiri, terlepas dari ketentuan yang ada dalam perjanjian yang

telah dibuat oleh para pihak.

Kasus utang-piutang antara Woen Hon Fen dengan Efri Jhonly
tersebut merupakan suatu bentuk perjanjian baku (standard contract) yang
sering terjadi pada perjanjian utang-piutang yang dilakukan oleh bank.
Pada suatu perjanjian baku (standard contract) dapat dilihat adanya
ketidak-sederajatan di antara para pihak saat membuat perjanjian, dimana
salah satu pihak ternyata tidak memiliki kebebasan untuk menyatakan
keinginannya. Pada kasus utang-piutang atau kredit, pihak pemberi
pinjaman (kreditur) seringkali sewenang-wenang menentukan besarnya
suku bunga pinjaman, yang akhirnya tetap diterima oleh penerima
pinjaman (debitur) karena keadaan yang mendesak yang dialami oleh

pihak penerima pinjaman (debitur).

Untuk melindungi masyarakat yang lemah, sesuai dengan
kewajiban hakim yang telah dinyatakan dengan tegas dalam Pasal 28 ayat
(1) Bab IV Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan
Kehakiman, maka dimungkinkan untuk seorang hakim memutuskan
sesuatu perkara diluar dari hal-hal yang telah ditentukan oleh undang-

undang dan peraturan-peraturan lainnya.

2.8 Deskripsi Kasus

Tahun 1998 Indonesia mengalami krisis moneter, sehingga beberapa
bank mengalami kesulitan dalam memenuhi biaya operasionalnya sehari-hari.
Hal ini menyebabkan dunia perbankan Indonesia jatuh, sehingga Bank
Indonesia memberikan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada
bank yang membutuhkan.

“BLBI adalah dana yang dikucurkan oleh Bank Indonesia ke bank-bank

yang mengalami kesulitan likuiditas dalam operasinya sehari-hari. Kesulitan

likuiditas ini bisa terjadi antara lain karena penarikan dana secara tiba-tiba

dan besar-besaran oleh nasabah, sementara bank tersebut tidak siap melayani
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kejadian tersebut. Setelah menerima BLBI tersebut, maka bank bersangkutan

dinyatakan dilikuidasi”.*®

Berdasarkan Pasal 37 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun
1998, Pemerintah setelah berkonsultasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia, atas permintaan Bank Indonesia membentuk badan
khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan perbankan, yang di
dasari oleh penilaian Bank Indonesia bahwa telah terjadi kesulitan Perbankan
yang membahayakan perekonomian nasional.
“Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dibentuk pemerintah untuk
mengelola kekayaan yang dimiliki oleh bank yang menerima Bantuan
Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada saat Indonesia mengalami krisis
moneter pada tahun 1998. Kekayaan milik bank yang dilikuidasi oleh Bank
Indonesia baik berupa bangunan; tanah; maupun piutang-piutang, kemudian
dialihkan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Piutang milik
beberapa bank yang dilikuidasi disatukan dan kemudian di jual kepada
beberapa bank besar, seperti Bank Bukopin, Bank Danamon, dan 2 (dua)
bank lainnya. Kemudian selanjutnya keempat bank tersebut menjual hak

tagih piutang milik bank yang di likuidasi kepada umum dengan perjanjian
2 3

jual beli piutang

Setelah jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal
dibentuknya Tim Likuidasi yaitu pada tahun 1998, ternyata PT. Bank Bahari
tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan likuidasi sebagaimana yang ditentukan
dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi Bank. Sehingga dalam
rangka restrukturisasi di sektor keuangan dan perbankan serta penyelesaian
kredit macet, maka Pemerintah Republik Indonesia, yang diwakili oleh Bank
Indonesia telah menetapkan Bank Bahari sebagai Bank Beku Kegiatan Usaha
(BBKU), dan selanjutnya seluruh asset yang ada termasuk piutang terhadap

38 Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada
Media Group, 2008), hal. 50.

** Peneliti, Wawancara, dengan Bapak Efri Jhonly, (Jakarta: Efri Jhonly & co, 14
Agustus 2008).
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Woen Hon Fen berikut segala jaminannya akan dialihkan terlebih dahulu
kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) berdasarkan Perjanjian
Jual Beli dan Penyerahan Piutang Nomor SP-99/BPPN/0600 tertanggal 08
Juni 2000 jo Nomor SP-136/BPPN/0401 tanggal 06 April 2001. Selanjutnya
pada tanggal 14 Mei 2003, Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)
mengalihkan piutang milik PT. Bank Bahari terhadap Woen Hon Fen kepada
PT. Bank Bukopin melalui lelang, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan izin usaha,
pembubaran dan likuidasi Bank. Pengalihan yang dilakukan melalui lelang
tersebut, kemudian dikuatkan dengan Perjanjian Jual Beli Piutang tertanggal

14 Mei 2003.

Dan terakhir, piutang tersebut dialihkan kepada Efri Jhonly dengan
beberapa piutang lain yang dimiliki oleh PT. Bank Bukopin dengan harga
yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Pengalihan piutang dari PT.
Bank Bukopin kepada Efri Jhonly didasari oleh perjanjian jual beli piutang
yang dibuat dihadapan notaris. Perjanjian jual beli piutang tersebut dilakukan
secara cessie dengan keadaan sebagaimana adanya (as is), yang berarti bahwa
pembeli menerima dan setuju bahwa jual beli piutang akan tetap dilakukan
walaupun pihak pembeli mengetahui bahwa piutang yang dijual mungkin
dalam keadaan atau peristiwa-peristiwa tertentu telah terjadi. Dengan
dilakukannya perjanjian jual beli piutang tersebut, maka perjanjian kredit yang
dibuat oleh Woen Hon Fen dengan PT. Bank Bahari cabang Hayam Wuruk
sekarang telah beralih kepada Bapak Efri Jhonly selaku kreditur baru, dan
perjanjian tersebut tetap mengikat mereka sesuai dengan isi perjanjian kredit
yang disepakati antara Woen Hon Fen dengan PT. Bank Bahari cabang
Hayam Wuruk.

Perjanjian jual beli piutang yang dilakukan antara Bank Bukopin
dengan Efri Jhonly dilakukan untuk 100 (seratus) piutang yang dimiliki oleh
Bank Bukopin, yang berasal dari sejumlah bank yang dilikuidasi dan dialihkan
oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), yang secara keseluruhan
jumlah baki debetnya sebesar Rp. 31,439,299,744.77 (tiga puluh satu miliar
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empat ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu
tujuh ratus empat puluh empat rupiah tujuh puluh tujuh sen) dengan harga
pembelian sebesar Rp. 6,838,050,000.00 (enam miliar delapan ratus tiga puluh
delapan juta lima puluh ribu rupiah), yang dibagi dalam tiga kali pembayaran,
dengan pembayaran pertama untuk baki debet sebesar Rp. 12,528,250,725.56
(dua belas miliar lima ratus dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu
tujuh ratus dua puluh lima rupiah lima puluh enam sen) yang dijual kepada
Efri Jhonly dengan harga pembelian sebesar Rp. 2,724,894,532.81 (dua miliar
tujuh ratus dua puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu lima
ratus tiga puluh dua rupiah delapan puluh satu sen) yang meliputi perjanjian
jual beli piutang untuk hutang Woen Hon Fen kepada PT. Bank Bahari cabang
Hayam Wuruk.

Dengan dibuatnya perjanjian jual beli piutang secara as is tersebut,
merupakan suatu pelepasan jaminan dari penjual kepada pembeli piutang yang
ditujukan untuk menghindari penjual dari kerugian yang terjadi karena

keadaan atau peristiwa tertentu yang telah terjadi, seperti:

a) Perjanjian kredit belum berlaku efektif;

b) Beberapa atau seluruh kondisi prasyarat belum terpenuhi;

c) Beberapa atau seluruh persyaratan lanjutan (conditions subsequent)
belum terpenuhi;

d) Beberapa atau seluruh dokumen jaminan belum diikat secara sempurna,
surat bukti kepemilikan atas objek jaminan akan atau telah berakhir;

e) Peminjam melakukan kelalaian atau cidera janji (default);

f) Peminjam telah melakukan penyimpangan penggunaan Piutang dan
karenanya tidak sesuai dengan tujuan pemberian kredit;

g) Dokumen Perjanjian Kredit dan dokumen-dokumen terkait tidak lengkap
atau tidak ada;

h) Jumlah hutang tertunggak kemungkinan tidak disetujui oleh peminjam;

1) Peminjam tidak memiliki kemampuan untuk membayar atau melunasi
piutang atau peminjam tidak bersedia untuk bekerja sama dengan

pembeli;
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j) Piutang dan atau Peminjam sedang dalam sengketa;

k) Dokumen Perjanjian Kredit dan dokumen-dokumen terkait belum
diserahkan oleh Bank asal atau peminjam kepada BPPN dan/atau
BUKOPIN, tidak lengkap atau tidak ada;

1) Bank asal tidak atau belum menuangkan pemberian kredit tersebut dalam
suatu perjanjian kredit;

m) Terdapat silang jaminan (cross collateral), piutang telah lunas, terdapat
penyelesaian secara tunai maupun dengan asset lainnya yang tidak

teridentifikasi pada saat perjanjian ditandatanganni.*’

2.9  Analisis
2.9.1 Putusan Pengadilan Negeri

Pada tanggal 23 Oktober 2007, Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah
menjatuhkan putusan atas perkara wanprestasi yang digugat Efri Jhonly kepada
Woen Hon Fen atau ahli warisnya. Perkara dengan nomor 245/PDT.G/
2007/PN.JKT.BAR tersebut didaftarkan pada tanggal 2 Juli 2007 di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang kemudian dilakukan
perbaikan Surat Gugatan tertanggal 27 Agustus 2007. Perbaikan gugatan
dilakukan karena ternyata tergugat yang dalam hal ini adalah Woen Hon Fen,
ternyata telah meninggal dunia, sehingga surat gugatan kemudian diajukan
kepada ahli warisnya.

Gugatan diajukan atas pinjaman yang dilakukan oleh Woen Hon Fen
berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.IB/TP/HWK/BB/V/98 tanggal 02 Mei
1998 jo Akta Surat Hutang No. 107 tanggal 27 Januari 1998, yang dibuat
dihadapan Ny. Pudji Redjeki Irawati,SH/ Notaris di Jakarta, yang menguatkan
bahwa Tergugat telah menerima fasilitas kredit dalam 2 (dua) bentuk, yaitu
berupa Pinjaman Rekening Koran (PRK) dan Pinjaman Tetap Atas Permintaan

(PTP) guna untuk modal kerja usaha. Fasilitas kredit tersebut diberikan oleh

“ Sjarmeini S. Chandra, “Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No.140”, Akta Notaris,
Akta Perjanjian Jual Beli Piutang PT. Bank Bukopin,Tbk dan Tuan Eftri Jhonly, (Jakarta,
2006), Pasal 2 ayat (3).
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PT. Bank Bahari Cabang Hayam Wuruk dengan kondisi dan ketentuan sebagai
berikut:
Pokok  Rp. 250.000.000,- (fasilitas Pinjaman Rekening Koran)
Rp. 150.000.000,- (fasilitas Pinjaman Tetap Atas Permintaan)
Rp. 100.000.000,- (fasilitas Pinjaman Tetap Atas Permintaan)
Bunga  38% (fasilitas PRK & PTP)
Denda 3% Per bulan dari kewajiban yang tertunggak
Jangka waktu 27 Januari 1998 sampai dengan angsuran terakhir tanggal

02 Mei 1998

Dalam perkembangannya, ternyata Tergugat tidak memenuhi
kewajiban untuk membayar angsuran hutang tersebut kepada Bank Bahari
sebagaimana mestinya, dimana pada saat jatuh tempo yaitu pada tanggal 02
Mei 1998, Tergugat tidak pernah membayar hutang pokok beserta bunga dan
dendanya.

Jumlah hutang Tergugat yang hak tagihnya telah dialihkan kepada
Penggugat tertanggal 30 Agustus 2006 adalah sebesar Rp. 4.318.494.306,77.-
(empat milyar tiga ratus delapan belas juta empat ratus sembilan puluh empat

ribu tiga ratus enam koma tujuh puluh tujuh rupiah), dengan rincian sebagai

berikut:
Pokok . Rp.  504.120.086,24,-
Bunga : Rp. 3.065.050.124,34,-
Denda : Rp. 749.324.096.,19.-
Total Kewajiban ~ : Rp. 4.318.484.306,77,-

Karena Tergugat sudah terlalu lama wanprestasi, yaitu sejak 02 Mei
1998 dan tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk menyelesaikan
kewajibannya sesuai jumlah dan waktu yang telah diperjanjikan, maka sangat
beralasan menurut hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat, yaitu
menghukum tergugat agar segera menyelesaikan seluruh hutangnya tersebut

kepada Penggugat, sebesar Rp. 4.318.494.306,77,- (empat milyar tiga ratus
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delapan belas juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus enam koma
tujuh puluh tujuh rupiah).

Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat (Efri Jhonly)
dapat dipastikan bahwa telah terjadi perjanjian kredit yang dilakukan oleh
Woen Hon Fen dengan PT. Bank Bahari Cabang Hayam Wuruk pada tanggal
27 Januari 1998 sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Perjanjian
kredit ini juga disertai dengan beberapa ketentuan seperti besarnya bunga
pinjaman sebesar 38% (tiga puluh delapan persen) per tahun, denda sebesar 3%
(tiga persen) per bulan dari kewajiban yang tertunggak, dan jangka waktu
kredit yang berakhir pada angsuran terakhir yaitu tanggal 2 Mei 1998.

Penggugat mengajukan beberapa bukti hak atas kepemilikan piutang
tersebut, yang berupa akta perjanjian jual beli piutang antara Efri Jhonly
dengan Bank Bukopin, serta perjanjian pengalihan piutang (cessie). Bank
Bukopin memiliki piutang tersebut melalui perjanjian jual beli dengan Badan
Penyehatan Perbankan (BPPN) tertanggal 14 Mei 2003.

Pada saat persidangan berlangsung ternyata pihak tergugat (ahli waris
Woen Hon Fen) tidak hadir ataupun tidak mengirimkan kuasanya meskipun
telah dipanggil secara patut, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri
akhirnya memutuskan untuk mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian
dengan verstek. Putusan ini diberikan dengan mempertimbangkan kelengkapan
bukti-bukti yang diajukan oleh pihak penggugat pada persidangan.

Dengan adanya bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat tersebut,
maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat berpendapat bahwa
penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya yang menyatakan
bahwa tergugat telah lalai membayar hutangnya kepada penggugat, sehingga
petitum gugatan penggugat sangat beralasan untuk dikabulkan.

Putusan tersebut mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian,
karena menurut pertimbangan Majelis Hakim bunga pinjaman yang disepakati
oleh Woen Hon Fen dan PT. Bank Bahari dirasakan tidak sesuai dengan rasa
keadilan masyarakat, sehingga besarnya bunga haruslah disesuaikan dengan
bunga bank secara umum yang besarnya 12% (dua belas persen) per tahun,

sehingga bunga yang harus dibayar oleh Tergugat adalah Rp. 544.449.693,14
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(lima ratus empat puluh empat juta empat ratus empat puluh Sembilan ribu
enam ratus Sembilan puluh tiga koma empat belas rupiah).

Dengan pertimbangan tersebut maka jumlah utang tergugat kepada
penggugat adalah sebesar Rp. 504.120.086,24 (lima ratus empat juta seratus
dua puluh ribu rupiah delapan puluh enam koma dua puluh empat rupiah)
ditambah dengan bunga sebesar Rp 544.449.693,14 (lima ratus empat puluh
empat juta empat ratus empat puluh Sembilan ribu enam ratus Sembilan puluh
tiga koma empat belas rupiah), sehingga totalnya adalah Rp 1.048.569.779,38
(satu milyar empat puluh delapan juta lima ratus enam puluh Sembilan ribu

tujuh ratus tujuh puluh Sembilan koma tiga puluh delapan rupiah).

2.9.2 Analisis Permasalahan

Kasus yang diangkat pada penulisan ini merupakan kasus yang
terjadi pada saat Indonesia mengalami krisis moneter tahun 1998, dimana
ketentuan-ketentuan mengenai perekonomian yang telah ada sebelumnya
tidak dapat diterapkan pada masa ini karena dirasakan tidak sesuai lagi.
Perjanjian. kredit yang dilakukan pada masa itu tentunya akan
menggunakan suku bunga yang berlaku pada saat itu, meskipun pada
akhirnya pembayarannya dilakukan pada saat perekonomian telah kembali
normal.

Perjanjian yang dibuat pada 27 Januari 1998 oleh para pihak pada
saat itu sah secara hukum karena telah disepakati oleh para pihak sendiri.
Tingkatan suku bunga yang diberikan pun telah disetujui oleh pihak
debitur pada saat penandatanganan perjanjian. Hal ini dapat diperkirakan
karena apabila debitur merasa keberatan dengan besarnya suku bunga yang
diperjanjikan maka debitur pada saat itu dapat memilih bank lain yang
memiliki suku bunga kredit yang lebih rendah untuk mengajukan
pinjaman kredit.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor
30/266/KEP/DIR tentang pelaksanaan prinsip kehati-hatian yang
menyangkut kewajiban antar bank, pengambilalihan tagihan, suku bunga

simpanan dan penyediaan dana, pada Pasal 6 dinyatakan bahwa
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maksimum suku bunga simpanan pihak ketiga bank ditetapkan sebesar
125% (seratus dua puluh lima per seratus) dari suku bunga Sertifikat Bank
Indonesia (SBI) dengan jangka waktu yang sama, yaitu 22% (dua puluh
dua per seratus). Sehingga dapat dikatakan bahwa maksimum suku bunga
simpanan pihak ketiga bank pada saat itu sebesar 125% x 22% = 27.5%
(dua puluh tujuh koma lima persen).

Suku bunga kredit antar bank tidak ditetapkan oleh Bank
Indonesia, tetapi penetapan suku bunga kredit tersebut mengikuti
perubahan besarnya suku bunga simpanan dan suku bunga Sertifikat Bank
Indonesia (SBI). Pada kondisi normal biasanya suku bunga kredit lebih
tinggi 4% (empat persen) dari suku bunga simpanan, yang ditujukan untuk
biaya overheat, biaya resiko dan marjin laba. Mengingat kondisi krisis
moneter pada saat itu maka sangat dimungkinkan apabila terjadi
peningkatan suku bunga kredit yang lebih tinggi mengingat besarnya
resiko yang akan ditanggung oleh pihak bank sendiri. Sehingga
diperkirakan besarnya suku bunga kredit pada saat itu minimal sebesar
27.5% + 4% = 31.5% (tiga puluh satu koma lima per seratus).

Karena keadaan perekonomian yang semakin memburuk maka
pada tanggal 11 Maret 1998 Bank Indonesia kembali mengeluarkan Surat
Keputusan Direksi Bank Indonesia_ yaitu Nomor 30/274A/KEP/DIR
tentang penegasan atas Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor
30/266/KEP/DIR, dimana pada Pasal 2 dinyatakan bahwa untuk masa
peralihan dari tanggal 11 Maret 1998 sampai dengan tanggal 15 April
1998, maka batas maksimum suku bunga simpanan pihak ketiga bank
ditetapkan sebesar 150% (seratus lima puluh per seratus) dari suku bunga
Sertifikat Bank Indonesia (SBI), yaitu 45% (empat puluh lima persen).

Biasanya pada suatu perjanjian kredit, pihak bank dimungkinkan
untuk mengubah suku bunga kredit apabila terjadi perubahan
perekonomian yang sangat besar seperti pada saat itu, dimana suku bunga
kredit pada bulan Maret tersebut menjadi sebesar (150% x 45%) + 4% =
71,5% (tujuh puluh satu koma lima persen). Tetapi hal itu dapat ditangkis

Intervensi pengadilan..., Fitriana, FHUI, 2012



oleh debitur dengan dalil bahwa perjanjian yang berlaku bagi para pihak
adalah sesuai dengan kondisi yang telah disepakati sebelumnya.

Hal ini menimbulkan ketidak-adilan bagi kreditur apabila
kemudian pada saat pihak debitur melakukan wanprestasi, justru suku
bunga kredit yang digunakan adalah suku bunga kredit pada saat gugatan
tersebut diputuskan oleh Hakim. Dengan melihat situasi dan kondisi pada
saat perjanjian tersebut dibuat, maka seharusnya hakim dalam hal ini
mempertimbangkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat perjanjian
tersebut disepakati oleh para pihak.

Untuk tingkat suku bunga pada pinjamanan kredit tidak terdapat
pengaturan yang tegas yang diberikan oleh pemerintah. Hanya terdapat
pengaturan dalam Pasal 1767 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum
Perdata yang menyatakan bahwa bunga yang diatur adalah sebesar 6%
(enam persen). Pengaturan tersebut sudah tidak dapat digunakan lagi pada
masa sekarang karena tidak sesuai dengan kondisi perekonomian saat ini.
Sedangkan kebijakan-kebijakan Bank Indonesia hanya mengatur mengenai
suku bunga tabungan, dan memberikan kebebasan mengenai besarnya
suku bunga pinjaman selama masih dapat diterima dalam masyarakat.

Oleh sebab itu hakim melakukan penemuan hukum melalui rasa
keadilan yang dimiliki hakim, dengan memberikan suku bunga sesuai
dengan kebiasaan yang dirasakan hakim dapat memberikan keadilan bagi
para pihak, yaitu 12% (dua belas persen).

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tentu saja
merugikan pihak Efri Jhonly sebagai pemilik piutang, yang memiliki hak
tagih sesuai ketentuan yang ada pada perjanjian kredit tersebut. Dan
tentunya akan menguntungkan pihak debitur yang telah melakukan
wanprestasi, dimana seharusnya pihak yang melakukan wanprestasi
seharusnya dihukum dengan dibebankan bunga keterlambatan dan sanksi
lainnya.

2.9.2.1 Resiko
Dengan adanya pertimbangan suku bunga oleh hakim, maka pihak

kreditur baru mengalami kerugian yang harus ditanggungnya sendiri,
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dikarenakan piutang tersebut dialihkan secara cessie, sehingga pihak
kreditur lama tidak menanggung wanprestasi yang dilakukan oleh debitur.
Hal ini sebenarnya dapat dihindari dengan retro cessie, tetapi mengingat
pengalihan piutang tersebut dilakukan jauh dibawah nilai piutang dan
dipertegaskan dalam perjanjiannya bahwa pengalihan dilakukan dengan as
is, dimana pihak kreditur tidak bertanggung jawab atas piutang tersebut
dikemudian hari, maka resiko ini murni menjadi tanggung jawab dari
pihak pembeli piutang yang dalam hal ini adalah kreditur baru (Bapak Efri
Jhonly) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 Perjanjian Pengalihan
Piutang nomor 141 tanggal 30 Agustus 2006 yang dibuat dihadapan
Notaris Sjarmeini S. Chandra.

Dengan didasari oleh Teori Kesepakatan, maka perjanjian
pengalihan piutang yang dilakukan oleh pihak PT Bank Bukopin dengan
Bapak Efri Jhonly yang dilakukan setelah keadaan Indonesia kembali
normal dan dilakukan oleh para pihak dengan keinginannya sendiri secara
sadar dan telah mencapai kesepakatan tersebut, maka hakim memutuskan
bahwa sesuai dengan kesepakatan dari pembeli dan penjual piutang bahwa
resiko yang terjadi dikemudian hari merupakan tanggungan pihak pembeli
yang telah membeli piutang tersebut dengan harga kesepakatan yang
berada di bawah baki kredit dengan mengesampingkan resiko dari ketidak-
adanya penjaminan dari pihak penjual piutang tersebut.

2.9.2.2 Intervensi Hakim Terhadap Kewajiban Debitur

Perjanjian yang telah dibuat secara sah, menurut Pasal 1338 Kitab
Undang-undang Hukum Perdata berlaku sebagai undang-undang bagi para
pihak yang membuatnya. Hal ini menegaskan bahwa hakim seharusnya
tidak dapat melakukan intervensi terhadap besarnya suku bunga karena hal
tersebut telah diperjanjikan oleh para pihak. Dalam asas-asas peradilan
hukum acara perdata terdapat asas Keaktifan Hakim dalam Pemeriksaan
dimana hakim dalam putusannya tidak hanya mengikuti isi gugatan pihak
penggugat tetapi secara aktif mempertimbangkan beberapa hal yang
terkait.
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Dikarenakan adanya perubahan keadaan yang mengakibatkan
berubahnya tingkat suku bunga kredit yang pada umumnya digunakan
pada perjanjian kredit pada masa sekarang, maka berdasarkan asas itikad
baik pada proses pelaksanaan kontrak, apabila terhadap debitur tetap
dibebankan suku bunga yang berlaku pada masa krisis tersebut maka
dirasakan hal tersebut akan bertentangan dengan kepatutan. Hal ini
disebabkan karena sepanjang berjalannya waktu sejak perjanjian kredit
tersebut dibuat hingga pada saat pengalihan dan penagihan oleh kreditur
baru, telah terjadi perubahan keadaan sehingga perlu dilakukan
penyesuaian terhadap perjanjian tersebut. Sejak Indonesia telah berhasil
melewati krisis moneter, maka pihak kreditur dirasakan tidak patut untuk
tetap memberlakukan tingkat suku bunga sebesar 38% (tiga puluh delapan
persen) kepada debitur.

Oleh karena hal tersebut diatas maka dalam kasus ini hakim dalam
putusannya dapat melakukan intervensi terhadap kewajiban Debitur dalam
pelunasan hutangnya sebagaimana yang dinyatakan pada fungsi itikad baik
dalam kontrak yaitu “manakala hakim dalam suatu perkara tertentu
menemukan isi kontrak yang bersangkutan sangat bertentangan dengan
keadilan atau kepatutan, ia dapat mengurangi atau bahkan meniadakan

suatu kewajiban kontraktual.”*!

2.9.2.3 Prinsip Keadilan dalam Intervensi Hakim

Dalam kasus ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat
mempertimbangkan rasa keadilan bagi pihak debitur yang mengalami
kesulitan untuk membayar utang tersebut. Walaupun pengertian keadilan
merupakan hal yang berbeda untuk para pihak, seperti dalam kasus ini
dimana putusan tersebut mungkin dirasakan telah cukup adil untuk pihak
Debitur tetapi di sisi lain apabila kita melihat pada pihak Kreditur, maka

dirasakan keadilan tersebut belum terpenuhi di dalam putusan tersebut.

Menyimpangi berbagai ketentuan perundang-undangan dan asas-

asas hukum yang terkait dengan kasus ini, putusan tersebut tetap diterima

* Ridwan Khairandy, Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak, hal. 348.

Intervensi pengadilan..., Fitriana, FHUI, 2012



dengan baik oleh para pihak karena putusan hakim didasari oleh beberapa
pertimbangan yaitu :

1. Membantu tergugat yang merupakan pihak yang lemah, berdasarkan
kewenangan yang dimiliki hakim untuk mengesampingkan isi
perjanjian yang dibuat oleh para pihak, terutama pada perjanjian baku
(standard contract), serta tidak terlalu merugikan pihak Penggugat

2. Mempertimbangkan besarnya suku bunga yang dirasakan tidak sesuai
dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat

3. Cara pengalihan piutang yang dilakukan bawah jumlah baki debet
piutang

4. Adanya jaminan atas utang tersebut

5. Kemampuan dari debitur untuk menjalankan isi putusan.

Bapak Solahuddin, SH selaku ketua Majelis Hakim yang
memutuskan kasus ini menegaskan bahwa sebelum memberikan putusan
yang tidak terpaku pada teori ataupun hukum tertulis yang baku tersebut,
majelis hakim harus terlebih dahulu memperhatikan saksi-saksi, keadaan
maupun peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi, maupun keterangan
saksi ahli yang dapat menjadi patokan bagi hakim untuk memutuskan
berdasarkan keyakinan yang dirasakan oleh majelis hakim itu sendiri,
terlepas dari ketentuan yang ada dalam perjanjian yang telah dibuat oleh

para pihak.

Rasa keadilan yang akan diterapkan pada kasus ini adalah keadilan
dalam hubungan kontraktual, dimana perjanjian antara Woen Hon Fen
dengan Bank Bahari tersebut merupakan suatu bentuk perjanjian baku
(standard contract) yang sering terjadi pada perjanjian utang-piutang yang
dilakukan oleh bank. Pada suatu perjanjian baku (standard contract) dapat
dilihat adanya ketidak-sederajatan di antara para pihak saat membuat
perjanjian, dimana salah satu pihak ternyata tidak memiliki kebebasan
untuk menyatakan keinginannya. Pada kasus utang-piutang atau kredit,
pihak pemberi pinjaman (kreditur) seringkali sewenang-wenang

menentukan besarnya suku bunga pinjaman, yang akhirnya tetap diterima
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oleh penerima pinjaman (debitur) karena keadaan yang mendesak yang

dialami oleh pihak penerima pinjaman (debitur).

Hakim dalam hal ini juga mempertimbangkan rasionalitas atas
pelaksanaan putusan ini nantinya. Perjanjian kredit tersebut dilengkapi
dengan sebuah perjanjian hak tanggungan atas sebuah rumah yang sejak
kerusuhan pada tahun 1998 mengalami kerusakan yang sangat parah.
Karena pihak debitur atau ahli warisnya hingga saat putusan tidak juga
hadir ke persidangan karena tidak diketahui lagi keberadaannya, maka
harta debitur yang dapat dilakukan eksekusi untuk pelaksanaan putusan ini
hanyalah rumah tersebut. Sehingga hakim dalam hal ini juga
mempertimbangkan bahwa utang, bunga dan denda yang totalnya sebesar
Rp 1.048.569.779,38 (satu milyar empat puluh delapan juta lima ratus
enam puluh Sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh Sembilan koma tiga
puluh delapan rupiah) tersebut telah melebihi nilai jual rumah yang
menjadi jaminan tersebut, sehingga tidak akan terlalu berdampak kepada

Penggugat bahkan apabila gugatannya sepenuhnya dikabulkan.

BAB 3

PENUTUP

3.1 Simpulan
Berdasarkan uraian di dalam pembahasan pada bab — bab terdahulu,
maka dapat disimpulkan:
1. Resiko yang timbul di kemudian hari dari suatu piutang yang telah

dialihkan secara cessie, merupakan resiko yang harus ditanggung oleh
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pihak pembeli piutang, kecuali hal tersebut telah diperjanjikan terlebih
dahulu oleh para pihak, sehingga pihak penjual piutang dengan
keinginannya sendiri menghendaki untuk ikut serta menanggung resiko
tersebut. Hal ini disebabkan karena perjanjian merupakan salah satu

bentuk dari pengalihan resiko.

2. Hakim dapat melakukan intervensi terhadap perjanjian yang telah

dibuat oleh para pihak apabila hakim dalam suatu perkara tertentu
menemukan isi kontrak yang bersangkutan sangat bertentangan dengan
keadilan atau kepatutan. Tindakan Hakim ini didasari oleh prinsip itikad
baik dan didukung pula oleh Pasal 28 ayat (1) Bab IV Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

3. Intervensi Hakim Pengadilan Negeri dalam putusan ini dirasakan telah

sesuai dengan prinsip keadilan karena putusan tersebut diambil
berdasarkan pertimbangan rasionalitas atas pelaksanaan putusan ini
nantinya yang nyatanya telah diterima oleh kedua belah pihak yang

berkaitan dalam kasus ini.

3.2 Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan di atas, maka disarankan agar:

1.

Putusan ini dapat dijadikan contoh oleh hakim-hakim lain agar tidak hanya
menerapkan ketentuan yang telah ada tetapi juga mempertimbangkan rasa
keadilan bagi para pihak, dengan mempertimbangkan berbagai hal yang
terjadi dalam suatu perkara.

Para Kreditur tidak perlu khawatir dengan adanya putusan ini maka akan
mengurangi hak yang seharusnya diperolehnya, karena hakim dengan
berbagai pertimbangan telah menetapkan nilai yang dirasakan cukup adil
bagi para pihak.

Lembaga kehakiman harus lebih banyak menciptakan hakim-hakim yang
berkualitas untuk mengisi kekosongan hukum kita, mengingat lamanya

waktu yang diperlukan oleh pemerintah untuk membuat sebuah peraturan
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perundang-undangan, sehingga hakim dapat menutupi kekosongan

tersebut dengan lebih menggali sumber-sumber hukum lain.
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NOMOR : 245/PDT G/2007/PN JKT. BAR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUH_ANAN

YANG I\[AHA»{ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat g memerlksa dan mengad111

perkara perdata pada tmgkat pertama, tela mén]atuhkan Putusan sebagax ;

berikut dalam perkara antara

EFLI 1HO\ILY b%ralamat dxxKomplek Ruko Atrlum Senene :
S ,Blok B No.1 ]akarta Pusat, bertempat tmggala

/ di Kota Mod n:_Blo""'.EG 3 No22 Ri01/14
Plawad Indah, Clpondoh,,

Sy / 3
¥/ . Kelurahan P
Tangerang, - selan)utnya . dxsebut “sebagai -

E\IGL,UGAT L

| WARIS WOEN LION FEN, dahulu beralamat di Jal an‘f‘f{
Cikini Kramat No.41 Rt004/01 Kelumhan,f

Pegangsaan, Menteng, ]akarh Lusat 5
'sekarang hdak diketahui alamatnya dengan“»

T : ot pasti baik dldalam maupun dl]uax wilayah

‘Negara Repubhk Inaonesxa, selanjutnya'

e disetht TERGUGAT

Peng"{diian Negeri tersebut;

Setelah mempela;an beikas perkara i

Telah mendengar pxhak Pengg' at dxpersxdangan Jii

TENTANG DUDUKNYA PERI\ARA :

r rh Kepamtéraan-Pengadxlan Negerlj

tertanggal 28 Juni 2007, yang terdafta
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Bahwa berdasa arkan Akta Prjanjian Kredit

”o_1B ’TP/HWK/BB/V/98

tanggal 02-Mei 1998 jo. Akta Surat Hutang No 07 hnggal 27 Januari 1998,
vang dibuat dihadapan Ny. Pudji Red)ekx Irawatl SH/ Notarxs di Jakatta,

Terpugal telah menerima fasilitas kredit dalam dua bentuk berupa

Pinjaman Rekening Koran (PRK) dan Pm]aman Tetap Atas Permmtaan

(PTP) guna untuk modal kerja usaha )

Bahwa tanah/bangunan yang menjadx )amman pelunasan hutang

Tergugat kepada Penggugar seperh yang akan dluralkan selan]utnya L

wdalah terletak dalam wxlavah hukum Pengadxlan Neg(‘rx Jakarta Barat

, Bunga

Denda

Jangka waktu 27 Januari 1998 samp

(Bukti P-1,2) ;

dan merupakan salal. satu objek gugatan;

Rp. 250.000.000, (fasilitas  Pinjaman Rekening

Koran) :

Rp. 150.000.000- (fasilitas Pinjaman Tetap  Atas

Permmtaan) 3

Rp. 100.000.090,- (fasnlﬁas_‘-l"m]aman Tetap Atas"

Permintaan) ;
38% (fasilitas PRK & PER)

3% Per bulan dan kewapban yang tertunggak

engan angsuran telakhxr

tanggal 02 Me1 1998 3

X

Intervens1 pengadllan Fltrl
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2. Bahwa untuk men;amm pelunasan kredlt (hutang)'tersebut maka
berdasarkan Akta Peqan;nan Kredit No 1B/TP/HWK/BB/V/98
tanggal 02 Mei 1998 jo. Akta Surat Hutang No 107 tanggal 27 Januari

1998, yans dibuat dihadapan Ny. Pud)l Red;ekx Irawatl SH/ Notaris
)amman kepada PT. Bamk

di Jakarta, Tegrugat telah memberlka'\
Bahari Cabang Hayam Wuruk berupa sebldang tanah seluas kurang
lebih 60 M2 (enam puluh meter persegl), yang terletak di Daerah a
Khusus Ibukota akarta, Wilayah ]akarta Barat Kecamatan Tamansari,
Kelurahan Glodok, berﬂ\ut bangunan yang dldmkan diatasnya,
setempat dikenal sebagai Jalan Pmangsm Komp ek Glodok Jaya Blok
I No.18, sebagaimana diuraikan dalam Sertlpxkat Hal\ Guna
Bangunan No. 355/Glodok yang di‘erbltkan oleh Kantor Badan
Per ana.hzyn Jakarta Barat pada tanggal 13 Maret 1980 dengan Gambar

- jurmlah mana ‘belum _termasuk bunga,

b: wajiban untuk membayar angsuran hutang tersebut kepada BanI\
? ' vsébwzin“am mestinya, dimana pada saat jatuh tempo yaltu pada
f‘i i;nypal 02 Mei 1998, Tergugat tidak pernah membayar hutang pokok

v
9_
)
w
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-
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4. Bahwa oleh karena Tergugat tidak memba) ar/, melunasi seluruh

jumlah hutangnya kepada Bank sesuai ]umlrh dan waktu yang telah

diperjanjikan, maka menurut hukumh'-

ergugat telah lalaI atau

wanprestasi ;

5  Bahwa dalam rangka xéStruktuﬁsﬁ‘Ei dis’rekto”r’v"“ keuangan «dan

perbankan serta penyelesaian kredi macet maka Pemermtah

Republik Indonesia dan otoritas keu an dan perbankan Indonesia
(Bank Indonesia) telah menetapkan Ba k'Baharx sebagal Bank Beku
Kegiatan Usaha (BBKU) dan selanju ya selu Juh asset yang ada

berikut egala Jammannya

termasuk piutang terhadap Tergu
dialihkan terlebih dahulu kepada4Badan APenyehatan Perbankan

\Yasmml (BI'TN) berdasarkan Perja Iual Beh dan Penyerahan

T
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dialihkan lagi kepada PT. Bank Bukov

Beli Piutang tertanggal 14 Mei 2003l

Wardani, 51/ Notaris di Jakarta dxbawal

k dasarkan Perjanjxan Jual -
1legallsa51 oleh Nanny Sri :
omor : 313/2003, Hii

terakhir dlahhkan kepada Pengguga fberdasarkan Akta Per]anpan'

Pmtang (Cessxe) ‘

Jual Beli Pthang No. 140 dan Per;anp n Pengah

No. 141, keduanya tertanggal 30
ditanda tangani oleh dan dlhadapan

SH, Notaris dx]akarta (Buktl P4);

tusZOO ang ~dibuat dan

jyonya Sjarmexhl S Chandra,

ahmg;engahhan hak tagih atas pxutang texsebut kepada Penggugat
dxseéf/ pula dengan pengahhan hak atas Jamman hutang -

PUPUSE——

v
at s ‘ .
. V1 A A . 180 DAL, PO

Tufum  selain Pengougat

Xuutang kepada Penggugat

sé¥agaimana yang telah diuraikan dlatas, dengan demlklan menurut

berhak * menaglh'é plutang

% ! H
/Bah\\a untuk memenuhi Pasal 613 KUH Perdata, maka Penggugat

telah memberitahukan kepada Tergugat tentang telah berahhnya hak

amh atas piutang tersebut berikut segala )ammannya darl pemegang

hak tagih sehelumnya kepada Penggugat

pemberitahuan penvelesalan \ewa}xban hutang sebanyak 3(t1ga) kali.

(Bukti P-5) ;

Bahwa jumlah hutané Tergugat yan

'ak tagx “nya telah dxahhkan :

kepada Penggugat pertanagal 30 A tus 2006 adalah sebesat Rp.

4.318.494.306,77,- ( empat mllyar hg>

tlS delapan belas )uta empat

ratus sembilan puluh empat ribu txg ratusvenam koma tujuh pu]uh

tujuh rupiah), dengan rincian sebaga1 berlkut:“ ‘

Pokok ":Rp. - 504.120.086,24,-
Bunga ’ .‘:kRp.“B.‘CGS:QSO'
Denda :Rp.  749.324.096,19 -

Total Rewajiban  :Rp. 4318484 6,77

Intewens{i%pengadilén.., , Fit
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' / jaminan hutang sebagaimana tersebut dlatas i
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Bahwa oleh karena -ergugat sudah’,terlalu l‘ama wanpresta51 ya1tu
ada hkad beuk dari Texgugat%

se]ak tanggal 02 Mel 1998 dan tid:

untuk menvelesankdn kewajibannyz sesuax ]umlah dan waktu yangf"

telah dxper;anjnkan, maka sangat

menghukum * Tergugat agar segera' menyelesalkan seluruh sxsa{_if

hutangnya tersebut kepada Penggugat, baik berupa hutang pokok,

bunga maupun denda sebagaxmana tersebut dlatas dan apabxla;

Tergugat tetap tidak melunasi hutangnya mesklpun putusan atas:}

perkara ini telah disampaikan kepadanya menurut hukum, maka

beralasan pula kiranya untuk menetapkan dan menyatakan bahwva *

vongg
nafa guna mengambﬂ pelun\lsan pxutangnya terhadap Tergugat

Bahwa berdasarkan segala apa yang dluralkan dlatas, Penggugat

memohon dengan hormat kepada Pengadllan Negen Jakarta Barat cq
Majelis Hwkm\ yang memeriksa dan mengadxh perkara ini berkenan untuk

momutus}\an perkara ini yang amarnya berbunyl sebaga1 beukut

1. Menerima d““me“gab‘llkaﬂ gugatﬁn Penggugat untuk Seluruhnya

2 Menyatakan sah dan berharga sxta ;amman yang telah dlletakkan

diatas bidang tanah sebidang tanah eluas kurang leblh 60 M2 (enam :

k dl Da_erah KhUSus Ibuko,

b’x 5

puluh ;meter persegx) yang ter‘

Jakarta, W:la\ ah Jakarta Barat, Kecamhtan Tamansarl, Kelurahan

Glodok, berikut banounan yan dldmkan dxatasnya, setempat

engan. Gambar Sltuasn No 21/

*4

Intervensi pengadilan...,. Fitr

beralasan menurut hukum untuk‘?

at berhak untuk men)ual sendm Jamman hutang tersebut’*‘ :

H) \Ba wa agar_tuntutan Pengvugat tidak 1llu510ner belaka, makai
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569/ 1980 tanggal 13 Maret 1980 tercatat"aféxs‘,naﬁ'1é WOEN HON

FEN;

Menyatakan Terguvgat; berhutan kepada Penggugat yang sampax

dengan tangga' 30 Agustus 2006 alah sebesar Rp 4.318.494. 306,77,
(empat milyar tiga ratis d:e'!ap‘a/ belas Juta empat ratus sembi
puluh empat ribu tiga ratus. e‘n'a kolma tujuh puluh tu;u 1 1up1ah’5,-
dengan rincian sebaga\ berikut : Ho e

Pokok _:Rp. 504, 120 086 24-_ ’

Bunga  Rp. 3.005.050.124, 34, |
Denda :Rp. 749324, 096 19,
Total kewapban i Rp 4 318. 484 306 '7 -

'E,Me y takan sebidang tanah seluas kurang leblh 60 MZ (enam puluh ;
; l‘éf:@e persegi), yang' terletak d1 Daerah Khusus Ibukota akarta f
)/avan Jakarta Barat, Kecamatan Tamansan, Kelurahan Glodok | ;Z
serikut Lvangunm)ang dldmkan dlatasnya, setempat dlkenal seba‘"‘m ] lf’
Jalan Pinangsia Kemplek Glodok ]aya Blok F No 18 ebaga1mana b
diuraikan dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No SSS/Glodok oy
yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan }akarta Barat pada

tainggal 13 Maret 198') dengdn Gambar Sltua51 No 21/569/1980
tanggal 13 .»1aret 1980, tercatat atas nama WOEN IION FEN adal ah

jaminan pe]unasan kredit (hutang) Tergugat kepada Penggugﬁt

Menyatakan Tergugat telah lalal alam membayar hutangnya

tersebut kepada Penggugat

Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh hutangnya tersebut

kepada Penggugat secara sekahgus dan sekehka atau selam
lambatnya 7(tujuh) han setehh dlbacakannya putusan perkara

sebesar Rp. 4.318.494.306, 77 - e pét mllyar hga ratls delapan belas
mpat rlbu tlga ratus enam koma |

juta empat ratus sembilan pulu

tujuh puluh tu;uh rupxah) dengan rmcmn sebagalmana d1ura an

diatas; .
Menyatakan Pe'nggugﬁf :
kekuasaannya sendm denga

Tergu gat berupa sebldan

P ¢
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mengambil seluruh piutangnya, apa

memenuhi isi putusan perkata ini secar

=

8. Menghukum Tergugatuntuk membaya bxaya perkara 1m,

mengadili perkara ini bf;rpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-

adilnya (ex aequo et bono) ;
Menimbang, bahwa pada harx persidaﬁgén‘*'vyang telah
h‘m};a;\ Penggugat datang menghadap Kuasanya ABDUL RASID

' aryawan dari Penggugat, berdanrkan Surat Kuasa Khusus dan

G 16 A?ustu> 2007, ternyata Tergugat telah memnggal dunia;

7/ ~ Menimbang, bahwa selan)utnya pemanggllan dilakukan

rhadan Ahli warisnya melalui Iklan Harlan ‘Rakyat Merdeka EdlSl

17 ertember 2007 dan 22 September 2007, yang temyata Tergugat tldak .

datang menyhadao atau menyuruh kuasanya ymg ‘sah untuk hadir ~

dipersidangan, sedang, tidak temyata ‘k"tldak hadlrarmya tersebut

discbabkan sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena ergugat hdak pernah hadlr

maka proses Mediasi tidak dapat dlla anékan, dan persxdangan

“dilanjutkan dengan membacakan curat gugatan Penggugat yang isi dan
maksudnya tetap diper tahankan oieh Penggugat : :

Menimbang, bahwa untuk memb khkan dahl dahl gugatarmya

Penggugat telah menga]ukan surat—surat'bukh _bgrupa fotg,c‘:opy‘sebagal

berikut:

=)

25N
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Nomor : OO]S/TP/HWK/V/C)

1. Foto copy Surat Perjanjian Kredi
tertanggal 02 Mei 1998 dan Su 'erjan;lan Kredxt Nomor : 28
Sl : : e R
2
3. Foto copy Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1638/Mangg
Besar atas nama WOEN HON FEN. (Bukh P -3);
4. Foto copy Pe.]anpan Iual Beli Dan Penyerahan Piutang Nomor :
SP-99/BPPN/0600 tanggal 8 Juni 2000 (Buktx P-4, A) il
T . e
e --hg;} copy Addendum Perjanjian ]ual Beh Dan Penyerahan Pmtang ;
mor : SP- 136/BPP\T/O4O1 tanggal 6 Aprxl 2001 (Bukti P-4.B) ; i
0 oto copy Perjanjian ]ual Beli Pmtang tertanggal 14 Mef 2003. (Bukh ; :
P4.C); A e

Fol oto copy Akta Pérjanjian“}ual Beii Piujtan'g Nomor ; 140 tanggal

TR

) 30 Agustus 2006 yang dibuat oleh; dan dxhadapan Ny. Sjarmeml
/. \ . Sofjan Ghandra, SH. Notaris dx]akarfa (Bukh P4D);

}

.23:; Foto copy Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) Nomor 141
tanggal 30 Agustus 2006 yang dibuat oleh dan dlhadapan
Ny. Sjarmeini Sofjan Chandra, SH. Notaris di ]akarta (Bukti P4E); °

9. Foto ‘copy Surat dari Penggugat kepada Tergugat tanggali‘
21 September 2006 Nomor : 1601 /E' EKS/IX/2006 (Bukh P—S) 1

dan setelah dicocokkan dengan masin

o e N A AL e G s A L Tt LA A S oS B 8 19 A bt

bukti bertanda P-1, P-2 dan P-3 sesuai dengan asl‘nya, sedangkan surat”ii
bukti bertanda P4.A, P4.B, P-4.C, P4.

b e

dan surat bukt bertanda P-5 ashnya ada

Lo Sl 2 " o0 iy 1 ot ¢
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terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBAN GAN HUKUM

\/Iemmbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan

Penggugat adalah sebagaimana tersebut dla S ;

Menimbang, bahwa Tergugat (’ li warls WOEN HON TEN)
'{mntaranya bernama WOEN KIM ]UN(:{ ‘telah dnpanggll secara patut
untuk hadn’ dipersidangan namun tidak hadlr, sedangkan ahli waris yang
fain telah d]pmgml untuk hadir dlpersxdangan melalm koran Rakyat

.L;d(i}.gerbltan tanggal 17 September 2007 dan tanggal 22 September.

“P0egfntun tidak hadir dan tidak mewakllkan kepada orang lain untuk

/hhl dalil gugatan Penggugat tdak berartl Majelis dapat menenma

seluruh dalil-dalil gugatfm Penggugat. Penggygat masxh harus dapat

me n.bukhkan dalii-dalil gugatannya itu;

pokoknya sebagai benkut

1. Bahwa Tergugat telah memperoleh __Aasxhtas kredlt dar1 PT. Bank
Bahari Cebang Hayam Wuruk. (Bukh P 1,2);

2. Jaminan atas fasilitas kredit tersebut adalah tanah seluas 60 M2 yang
terletak di Daerah Khuc,us Ibukot: i]akarta, Wllayah ]akarta Barat,

Kecamatan Tamansari, Keluranaanlodok berlkut bangunan yang

didirikan dlatacnya setempat dlk‘ al sebageu ]alan Pmangsm

Intervensi pengadilan...,

Menimbaag, bahwa walaupun Tergugat hd1k menangg"aph :

Memmbang, bahwa Penggugat mendahlkan gugatannya pada
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6.

Tual

2001

.ralus sembnan puluh empat ribu bga ratus. enam koma tujuh puluH

Bahwa selanjutnyi dxahhkan kepada PT Bank Bukopm dan terakhir

ke pada Penggugat (Bukh P-4) ;

Bahwa Tergugat tidak memenuhl k wallban 1ya yaxtu pada saat )atuh

lempo tanggal 2 Mei 1998 ;

Bahwa jumlah hutang Tergugat yang telah ‘-dlahhkan kepada

enggugat per tanggal 30 Agt u»tus 2006 adala‘l‘l sebesax R

4.318.494.306,77 (empat rmlyar hga ‘ratus delapan belas ;uta empat

Beh dan, pengahhan pzutang yan

Intervensi pengadilan..., Fitri
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Memmbang, bahwa berdasrrkan bukh P—4C telah terjadi Jua .
Leli piutang antara BPPN dengan 14 B*mk T*ukopm Nomor : 101/PPAK
111/ Portofolio/ UKXM/Tunai/ 0503 yang{"fi telah dllegalxsu tanda tangan
berdasarkan legalisasi Nomor : 313/200 >pada tangga 14 Mei 2003 oleh
NANISRI WARDAN]I, SH. Notaris di Ta;ge"ang i

Menimbang, bahwa berdasarkan buktx P-4.D berpa al\ta
Pe anmn]uxl Beli Piutang Nomor : 140, Notarls NY. S]ARMEINI SOFIAN
- CHANDRA, SII, Notaris di Jakarta, bahwa pada hari Rabu, tanggal

L

o

4
;

i

i

Ve
.

30 Agustus 2000, tﬁlah terjadi jual beli plutang antam PT. Bank BukoPm :

T bk sebawar pen)ual dengan EFRI }HONLY selaku pembelx e  aGEEE
£ N : 7
ngh"’{ D ini diperbuat dengan buktx P4.E yaxtu berupa Perjanjian
Perigifilfan Piutang Nomor : 141 yang dlbuat dlhadapan Notaris Nyonya : }»
W |

/S&k@fi{; EINI SOFJAN CHANDRA, SH,  Notaris! di Jakarta yang,‘
'm;xgkan bahwa pada tanggal 30 Agustus _2006 telah te’rjadi""t

hgalilian piutang dari PT. Bank Bukopin kepada Tuan EFRI ]HONLY;

Menimbang, bahwa bcrdasarkan bukll P~5 yaltu berupa surat %

ﬂlm Penggugat kepada Tergugat sebanyak 4(empat) pucuk surat masmg- t
Mmasing tertanggal 21 September 2006, 26 september 2006, 5 Oktober zooe ‘ : _,

dan 13 Oktober 2006 masmg-masmg tentang penjelasan kewajlban

Tergugat, membuktikan bahwa Penggugat telah mempermgatkan
Tergugat untuk mélunasi hutang- hutangnya kepada Tergugat namun

tidak diindahkan oleh Teryugat

Menimbang, bahwa berdasarkan perhmbangan pe1 txmbangan

tersebul “diatas Penggugat  telah berhasnl membuktlkan dalil- dﬂlll

if"nembavar hutangnya kepada

ssupatannya bahwa Tergugat telah lalai

Pengpugal, sehingga pcmum ke-5 gug,a an I’enggugat bexalasan untuk

«likabulkan ;

Penggugat sebesar Rp. 4318 494. 306“

berikut:

- Tentang pokok hutang, berdasarka
mempunyai hutang pokok tertungga

e B
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Tentang bunga sebesar 38% per

dibavar oleh Tefguigat.’ s'eb'esva

»

bahwa denda dxtetapkan sendiri oleh Bank. Namun tidak dltemukanfr

satu bukhpun yang menerangkan: bahwa bank telah menetapkanf;

redxtur/ Bank;

Denda sebesar 3% perbulan seperti ang dla)ukan Penggugat adah'
jumlah yang dxtetapkan sendiri eh' Penggugat sehmgga ‘clda‘
! i ;

beralasan unmk dikabulkan; 3

Menimbang, bah\\a berdasarkan perhmbangan pertlmbanga

tersebut diatas maka ]umlah hutang Te gugat kepada Penggugat adala

Rp. 504.120.086,24 ditambah bunga se fsar Rp 544 449 69314- R

.
ot v

1.048.569.779,38 (satu milyar empat pul h delapan ;uta hma ratus enan

* pulth sembilar ribu tujuh ratus tu;ul uh sembxlan koma tlga pulul

' ~ delapan rupiah) sehingga petitum k gugatan Penggugat bexalasa'

untuk dikabulkan sebagiarn ;

¥ '
H

Menimbang,. bahwa teﬁtang mmankredxtberdasarkan buk

i ' : Intervensi pe'ngadirléh...,

" ;umlah denda yang harus dxbayar'oleh Debltur/ Tergugat kepada;,

g g e
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;%wnjual dibawah kekuasaannya sendlr afas ]amman hutang Texgugat

tttum ke~4 dikabulkan maka‘i‘?'

L

sebida ing tanah berikut turutan diatas yaf berdasarkan Serhpll\at Ha}\

Guna Bangunan No. 355/Glodok atas nama WOEN HON FEN yang

terletak di Komplek Glodok Jaya F No'18'se1uas 60 M2 Jakarta Barat,

schingga petitum ke4 gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 yaltu surat

Per
pengalihan hutang dan penyelesalannya, ‘penyepesaian kewa]lban hutang

(‘»umt peringatan ke-1), Surat permgatan ke 2 dan surat peringatan ketlga, .

telah terbukti bahwa hingga gugatan ’Aini diajukan Tergugat belum

melunasi hutan?nv\ kepada, Penggugat sehingga petitum ke-5 gugatan

Penggugat beralasan untuk dikabulkan; -

Menimbang, bahwa sita ]amman terhadap sebidang tanah

+ 60 M2 yang terletak di Daerah Khusus ibukota ]akarta, Wllayah

yang didirikan diatasnya setempat dlkenal Jalan Pmangsm Komplek

'odo}\ Jaya Blok F No.18 (SHGB No. 355) karena hingga putusan ini}
tidak dilakukan sita jaminan, maka petitum ke-2 hdak

Petalasan dan haruslai ditolak ; i

Menimbang, bahwa tentang hakrPehggugat yang berhak untuk

maijelis  berpendapat bahwa karena

Penppugdt berhak untuk melakukan tmd

tanah se
san Kelurahan Glodok berlkut

Wilayah Jakgrta Barat, Kecamatan Tam:

han?unan yang didirikan dxatasnya s tempat dlkenal ]alan Pmangsxa‘
ya Blok F No. 18 (SHGB No 355), oleh karenanya

Komplek Glodok Ja

-Intervensi pengadilan...,

—

1ggugat kepada Terguyat sebanyak 4 pucuk smat pemberltahuan -

ta Bﬁrat, Kecamatan Tamansari, Kelurahan Glodok benkut bangunan

akan hukum tuhadap sebldan;’ :

luas + 60 M2 yang terletak dl':Daerah Khusus ibukota Jakart

a




ongkos perkara yang besarnya berdasarkan perhllungan d1 l\epamtexaa

Pengadilan Negeri Jakata Barat yang a dxsebutkan dalam amar putu

i ;

Menimbang, bahwa tentang putusan yang dapal dualankan :

terlebih dahulu secara serta merta lupun ada verzet bandmg ata“

kasasi, karena tidak memenuhi pasal\lf ) HIR haruslah dltolak

Mengingat pasal-pasal lain dari peramran perundangan yang

bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang te'ah dlpanggll secara parmt
k datang menghadap kepersxdangan hdak hadir;

1engabuxkan gugatan Pe*\ggugat untuk sebaglan dengan'

verstek ;

sebesar Rp. 1.048. 569’77938 (satu mllyar empat puluh
delapan jua lima ratuﬂ enam puluh sembilan ribu tu)uh

ratus tujuh puluh sembllan koma tiga puluh de apan

rupmh) dan menghukum Tergugat untuk membayar sexta

melunasi seluruh hutangnya tersebut;

di Da-rah Khusus Ibukota Jakarta, Wllayah ]akaxta Bamt
Kelurahan . Glodok berlkut

Kecamatan Tamansan,rr

bangunan yang dxdmkaw dlatasnya selempat dxkenal ]alan

Pinangsia Komplek Glodok Jaya Blok F No 18 (SHGB Nc.
355/Glodok) tanggal 13 Maret 1980 atas nama WOEN
HON FEN- adalah sebaga1 Jamman pelunasan krecut
Tergugat kepada Penggugat ‘

kekuasaannya sendiri

T

Intervensi per;ga_dilan..., Fitria ]

it
i

Menyatakan Tergugat tplah berhutang kepada Penggugat"

Meny v atakan sebldang ta"nah seluas + 60 M2 yang terl etakj"

5. Menyatakan Penggugat?’berhak untuk men)ual dlbawahh

ngan serta merta atas jaminan
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Ter;,uoat hdak segera~ hu‘hi;‘irs_i };ijtusa‘ﬁ; perk(aré ini
secara sukarela, il ‘ : |
§ 6. mcnyataka_n Tergugat telah lalai membayar hutangnya
i AT 1
54/ - * Kepada Pcnypuynl;
| 54 it :
z’ 7. MLnghukum Tergugat u tul\ ,‘wmembavar biaya perkara
!3% sebesar Rp. 4.334.000,- (e pat ]uta tlga ratus tiga. puluh
i} ,,
%g empat rxbu rupiah); o
g§ 8. Menolakgugaian Penggué}it untuk sélain dan selebihnya ;. = ;
a{j Demikianlah dlputuskan dalam . rapaf permusyawaratan
?_f i Majelis ,haknm Pengadil an. Negeri ]akarta Barat pada hari : SELASA, f"‘?.‘
B TANGG, \1*3 OKTOBER 2007. oleh- kam1 . SOLAHUDDIN, SH
* sebaoaw&et a Majelis, JANNES ARITONANG SH dan R. HENDRO
; : ‘ SH, masing-masing sebagai Hakxm Anggota, putusan mma _
= ! :
- ! I
N
Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.-
HAKIM-HAKIM ANGGOTA, " HAKIM KETUA MAJELIS, a
: = 4 b e L.
e e P Tede D, ke
1. JANNES ARITONANG, SH S e -
Tl . SOLAHUDDINSH
2. R. HENDRO SUSENO, SH &
PANITERA PENGCANTI,' 7
MURAT N o, SH , :
g ‘ Biaya-biaya: ."’
s Administrasi. Rp.  50.000,-
i : Panggilan. Rp. 4.275.000,-
; Meterai. - Rp. 6.000,- ;
Leges. Rp. 3.000,- I
Jumlah. Rp. 4.334 000,-
Intervensi pengadllan Fltrla‘ Fl—i‘UI; 2012 | L
%5 : : :‘




Folo copy Putusan perkara Perdata dalam .tingk-at pertama.
! |

Dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 29 Oktober 2007 Nomor :
245/PDT. G/2OO7/P\T JKT.BAR. :

Catatan:
Pada waktu putusan diucapkan dihadiri, oleh Kuasa Penggugat tanpa
dihadiri ol_%w Tergugat.

. :
Kop"ad,;jf rgugat telah diberitahukan isi Putusan nielalui Iklan pada
tdn Nopembex 2007. '

s
‘)D b4

- ﬂal&{n tenggang waktu yang dxte tukan menurut Undang -Undang
’ defpfoat tidak mengajukan Verzenéﬁ/-\ Penggugat tidak mengmukan

v’

~-\c PANITERA,
/J’ENG - m _‘, GER] JAK?RTA BARA%

032947.

Tanda bayar di kas.
Pada tanggal 27 Nopember 2007

f

Upah tulis. ; Rp. 3.750.- |
; Meterai. Rp. 6. 000.-+
Jumlah. Rp: 9.750.-

A4
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NOTARLI
SK. Menkeh. No. C-40.HT.03. 02-Th 1998
Tgl. 05 Maret1 98-

JI. Setiabudi Barat No. 2
Jakarta Selatan

Telp. (021) 5254872 - 52

Fax. (021) 5279951

A K

5N

30 Agustus 2006, X.ﬁ,‘,

TANGGAL  :© iaaaiiniag

NOMOR

NN N

.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\m\\\\\\\x\\\\\\\\x\\\\\\; SN NN\ \\\\\ \\\\\\\\\\\\\

~SALINAN

-Ewmnmsmnmmé

L. PP.MK BUKOPIK, ‘ﬂ:k,

x--o--n-n-----c----c--s.-slulnn-us-o-nnnc--t---'.-ntu-

II. ME’RIJMLY;‘

e R R P )

R
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[N SIARMEING 5. CHANDRA. S.11 ]

HOTARIS

JLOSETIABUDI BARAT NG, 2
JAKARTA SELATAN 12910

TELP. (021) 525 4872 -
FAX. (021) 5274

52236 62
A

a5

|
e :

~-Fada hari ini, Rabu, tanggal 30 {tigapuluh) ——————

FERJANJIAN JUAL BELI PIUTANE*

Momoy 20 140, -

Aeustus ZO0OE (duaribu enamld, ——omsmm s

Fukul 17.30 (tujuhbelas lewat tigapuluh manitl-—————-

Waktu Indonesia Bagian Barat.-—————————mmsssmmms s e
—Barhadapan dengaﬁ saya, Nyanya SIARMEINI SOFJQN0“~~
CHANDREA, Sar jana Hukgm;vNataris di Jakarta, dengan~—
dihadiri oleh Sakzifsakgi‘yang nama-namanya akan ——-
disebutkan pada akhif.akta T TR B s e e s o e S s

I.1.-Mvonva ELLYANOURA MOFPILIE, Sarjana Ekomomi, ——-—

lahir di Ujung_ﬁandang, pada tanggal 2B (dua-——-

&

i961 (seribu sembilanratus-—

ouluh delapan? Marg

)
enampulub s Jgfﬁafga Negara Indonesia, Fepala-
g, " A
Lrus nea$$ukturi5asi dan Fenyslesaian Kredit—--

%

+

;Ifﬁghﬁ BUHDPIN,‘Tbk, bertempat tingogal di Eota-
Belkasi, Jalan Jamrut I Elaok IV/155, Rukun —————-
*Tetangoga 02, Fukun warga 03, Eelurahan Bojong ——
Fawa Lumbu, Eeca@atan Fawa Lumbu, Femesgang kartu
Tanda Fenduduk N e 10.55@3,680361,0001, untulk-

sementara waktu berada di Jakartay ————————meo—
17 3

Z.-Nyonya WIWIE SUMARENI, BSar jana Hukum, lahir di-—

Solo, pada tangggl_zﬁ (duapuluh lima) September-—
1961 (seribu seméilanratus enampuluh satud, ———-—
Warga Negara Inqg?ggia, Manager Urusan —————————
Restrukturisasi dan Penyelesaian Kredit PT.BANK-
BUEOFIN, Tbl, bgrtempat tinggal di kota Bekasi,—
Jalan Jati ﬁgung¥} Blok A.3, nomor 18, RBukun ——-

Tetangga 001, Rukun Warga 016, Eelurahan ———-—-—T-

Jatikramat, Kecamatan Jati Asih, pemegang Eartu-

\ L]

Intervensi pengadilan..., Fitriana, FHUI, 2012



a

Fenduduk nomoy 10,5506 6503961 1001, ———————

Tanda

untuk semantara wakbtu berada di Jakartay -

—manurut ketsrangannya dalam hal ini masing-masing

hervdasarkan Burat Huasa yvang dibuat dibawah tanoan
L}

tangoal 27 (duapulub dual Agustus FO0E (duaribu———
. 8 5y & '
@nam? . nomsr: SELL 457 /DIRAVIII/AZOOE ., vang aslinya
bermeterai cukup dilekatkan pada minuta akta ini,-
demikian selaku kuasa davi Dewvan Diveksi, dari dan

amleh karena itu bertindak untuk dan atas nama ————

Fersercan Terbatas PT.BANE BUKOFIN, Thk, yaitu ——

{Ehﬁ didivikan menurut dan —————
'.‘a§§ggﬂhdang vang berlaku di Negara -
__Ze;'hérkeduduhan di Jakarta, dané-—

‘di Jalan Haryono MT Eaveling nomor

2

(sepuluhl Agustus 1953 (seribu sembilanratus ——-—

sembilanpuluh tiga), nomor &4, Tambahan Nomor ——

{tigapuluh satu) Desember 1994 (seribu sembilan—

o

ratus Sembilénpuiﬂﬁ empat?, nomor 104, Tambahan
Nomor 110617 =
l~ HBerita Negara Rebﬁbiik Indonesia, tertanggal 13-

{tigabelas? Desember 1999 (seribu sembilanratus
3

sembilanpuluh Sehbilan), nomoy 102, Tambahan ———

Nempy Boi2; - —— - — e

Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 13-

LS

Intervensi pengadilan..., Fitriana, FHUI, 2012



e

e

{tigabelas? Pebrﬁari 2001 (duaribu satul, nomor

12, Tambahan Nomor S59) —r— e e e e e e e ‘
’— Akta Fernyataan Keputusan Rapat, tertanggal 295 -
{duapuluh sembilan? Mei 2002 (duaribu duald, ———-
nomoy 42, dibuat - dihadapan nyonya LINDASART ———-
BACHRDEM, Sar jana Hukum, Notaris di Jakarta, dan
telah dilaporkan-ke Departemsn Kehakiman Dan Halk
Asasi Manuasia Republik Indonesia berdasarkan —-
penerimaan lapovran tanggal 13 (tigabelas) Juni -

2002 (duaribu duad,; NOmor e e e e

C=10524 HT. 01 .03 cTHL 2002 e o e e

’~ Eavlta ngaVﬁ/thuhllp Indonesia, tertangoal 24-

m§§§l Juni 2003 (duaribu lima), -—————

;m&f‘uug Tambahan=N0mor BEEL; I

Berita Negara Fepublik Indonessia, tertanggal Zio-
(duapuluh) Juni 2006 (duaribu enamd,; nomor 493,

“Tambahan Nomor GB3F§ e e o o i e i e e

i

— susunan pemegang saham yang terakhir sebagaiman
ternyata dalam akta Fernyvataan Feputusan Hap%{mm
tertanggal 20 (duapuluh? Juli 2006 (duaribu ———-—
Snam?, nommr-ié,*yang dibﬁat dihadapan Notaris-—-
LINDASART BACHRDEM;  Sar jana Hubkum ftersebut, dan—
telah dilaporvrkan-kepada ﬂenteri Hukum Dan Hak _—
Asasi Manusia Repaglik Indonesia melalui ———————
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Uqum e s e
Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Pepub11h~
Indonesia, sebagaimana ternyvata dari surat -————-—
keputusannya  tertanggal 4 (empat) Agustus 2066—4

(duaribu-enaml; nomor C-22913 HT.01.04.TH.Z2006;

\l:\fiijﬁan angaota Dirveksi dan Eomisaris —————————-

Intervensi pengadilan..., Fitriana, FHUI, 2012




////////

(Ferseroan vang terakhir sebagaimana ternyata ——-
dalam akta—akta Fernyataan Keputusan Rapat, —-———

3
tanggal 28 (duapuluh delapan) Juni 2006 {dus————
vibuw enaml}, nomor BE& dan tanggal 9 Csembilan) ==
Mei 2006 (duaribuw enaml, nomoy 9, keduanya ————-—
dibuat dihédapan Notaris nyonya LINDASARI AeR—
BACHROEM, Sarjana Hukum, tersebut dan telah -
diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi
Manusia FHepublik «Indonesia melalui Divektorat —-—
Jenderal Administrasi Hukum Umum Deparvtemen ———-
Hutbeum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,-

.
- ! .
sgbaof fmana ternyata dari surat keputusannva ——
B ¥ b
; ‘T'.fs;'?% ; .

i1 26 (duapuluh snam) Juli 2006 (duaribu -——

nomor D-UML.02.01.12841 dan tanggal 16 ——

belas) Juni 2006 (duaribu 2naml, nomor -——--

UM . 02,01, 10088 5 e e e e

>'anjutnya>dizebut sebagai BUROFIN) —————————e—
FTuan EFRI JHONLY, lahir di Fekanbaru, ———————-

Fpada tangga1‘17»(tujuhbe1a53 April 1963:C56ribu
sembilanratus enampuluh tigal), Waraga Neéara o
Indonesia, wiraswasta, bertempat tinggé%‘di e
Tanogeranag, Hota Modern Blok EG-3/22, Eﬁgun ———
? Tetangga 01, Rulun Warga 14, Kelurahan ?ori§—~~
Flawad Indah, Kecamatan Cipondoh, pemeg%ng —~f;
Kartu Tanda Fenduduk nomor SPUNNIREUSTONI S——

32.75.02.1010.14782, untuk sementara waktu ———-—

berada di Jakartaj; —— - s SR

—menurut keterangannya dalam hal ini bertindak:

a: untuk diri semdirij-——- — — s

\ab.~berdasarkan‘sgrat kuasa tanggal 239 (guapuluh;

Intervensi pengadilan..., Fitriana, FHUI, 2012




= i e e o e e T R i e e i s s

:k(' ’ 4 ‘."gj ‘ 3 it e b ’ = e g 3 = hag &
\i@""&‘ FEMBEL I}, ————— fies i 558 e oo e et e i

—“BUKOFIN dan FEMBELI secara bersama-sama selanjutnya

=

sembilan? Aquqtuq ;UHB {duaribu enam), --—-—-
dibuat dibawah“tangan,;bermeterai cukup dan-—
dilekatkan pada minuta akta ini, selaku—-————
kuasa dari dan karenanva untuk dan atas nama
nyonya ASWETI, lahir di Sianck, pada ——————-
tanggal 320 (tigapuluh) Agustus 1959 (seribu-
sembilanratus limapuluh sembilan), Warga————
Negara Indonesia, wiraswasta, bertempat—-————
tinggal di Bukit Tinggi, Jalan Perwira nomog
30, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga I1I,-————-
}nlurahﬂn Belakanu Balok, Kecamatan Aur————-

%g &gﬁﬁale{? pemegang Kartu Tand—a-—w-—-—-—
M

.
Ei Cmnmor 0303.700859.0483; —————————

lanjutnya bersama-sama disebut sebagai ——————

disebut Para Pihak. e

—FARA FIHAK menerangkan'ﬁerlehih dahulu bahwa ; -———

Bahwa Feminjam telah berbhutang kepada Banf fisal g~
selanjutnya Bank Asal telah mengalihkan sejumlah—
Fiutang kepada BFPN, yang kemudian BFFN telah ~—-
mengalihkan juga Piutang sebagaimana dimaksud ~—;
kepada BUKOP IN. = e e e e e
Fengalihan Fiutant dari BFFN kepada BUKOPIN —————
dilaksanakan derngan penandatanganan akta o memaonsi
Fer janjian Jual Beli dan Ferjanjian Fengalihan --

" . é
Piutang'(cessie);%+————~-—-w-—m—~~~~~w~*f—~~w~w~~

'PEHBELI»telah*meh?ﬁtakan minatnya untuk melakukan

pembelian Piutangdan telah mengajukan péﬁawaranw

kepada BUKOFIN untuk membeli Fiutang sebaéaimana*

Intervensi pengadilan..., Fitriana, FHUI, 2012



ij;;;;;takan dalam Surat Fenawaran Untuk Membeli. -

!d. FEMEELI, sebelum melakukan pembelian Fiutang ———-
berdasarkan FPerjanjian ini, telah meiakukén uii -
tuntas atas Fiutang sehingga PEMBELI telah —————-

mengetahul dan menyadari sepenuhnya keadaan atau-—

kondisi sebenarnya dari Fiutang. ————=—————

2. Atas penawaran - yang diajukan FEMEELI, BUKOFIN —

menyetujui untuk menjual Fiutang kepada PEMBELI, -
3
dengan mengirimkan Surat Persetujuan Fembeliafn —

Aoocount dan surat tersebut telah disetujui oleh -
\

FPEMBELT. —~

‘r‘!) 4 &
—Berdasa r%%‘f;
/" v

———————————————————————— o~ Fasal | -
e e L e e e e e e D e et DEF’I H '[ S '{ S R R R ) —

1.1. Kecuali secara tegas dinyatakan lain, setiap ——

dan seluruh kata ataw istilah sebagaimana —————
didefinisikan diéalam-perjanjian ini mempunyai-—
pengertian sebagai berikut 1 ————————————
‘(1) Akta Ferjanjian Pengalihan Fiutang (cessiei-
berarti perjanjian antara BUKDFIN dan ——————
FEMBELTI unfuk:melakukan pangal ihan Piutan;~-
yang akan dibuatkan secara tersendiri j ———v
1(2) - Bank- Asal berarti BBO dan/atau BBEU dan/atau

‘BT0 dan/atau Bank Rekapitalisasi sebagaimana

|- diatur dalam: peraturan perundang-—undangan —-

”:";Ziii\?erlakﬂ ol e e e e
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_—

23  Dokumen Jaminan berarti, semus dokumen ————-—

jaminan sebagaimana dimaksud dalam daftar ——
dokumen antara lain berupa hipotek/hak —-————
tanggungan, Jamlnan fidusia, gadai, jaminang

- pribadi atau jaminan perusahaan berkaitan———

dengan Perjaqgian Bredify = ——
(431 Dobumen Vahg'Dialihkan berarti dokumen:*~—~~
dokumen Sepagaimana vang tercantum dalamh~_—
daftar dmku@en, yang akan dibevikan oleh—-———
BUEDFIN L@Dada FEMBELI setelah Tanggal —————

,n(
,/)miQZ%;Sﬁbﬂﬁm Cessie atau waktu sebagaimana-

x}g%& gef-an oleh BUKOFIN, sebagaimana dimaksud

o

dalam daftar dokumen yang akan disampaikan—-

oleh BUKDOFIN pada saat dilakukan -———————m-—
penandatanganan Berita Acara Serah Terima -—-—

Dokumen Yang, Dialihkan, oleh karenanya —-——-—-—

daftar dolkumen merupakan bagian yvang tidak-—

terpisahkan dengan Ferjanjian. ————=———so————

(33 Harga Fembelian bervarti harga pembslian atas

Fiutang yang telah disetujui dan diterima -—
oleh Fara Fibak sebagaimana tercantum dalam—
Lampiran 1. —ro——emeee s s i o e
ltﬁ) Harga Eegygggaian berarti sebagaimana diatur

dalam Fasal .7 s sy

t7) Harga Fenawaran berarti nilai pesnawaran ———-

untuk membeli Fiutang yang diajukan oleh -—-
FEMBELI sebagaimana dinyatakan oleh FEMBELI-
dalam Surat FPenawaran Untuk Membeli. -——-——-

vl{B)k Hari EKer ja berarti hari dimana bank-bank di-

Jakarta melakukan kegiatan operasional.—————

Intervensi pengadilan..., Fitriana, FHUI, 2012



Jadwal Pembayarah berarti Jadwal Pembayaraé =
Vang harus dilaksanakan oleh FEMBELI dalaﬁ——~
rangka péhbéiian Fiutang sebagaimana tersebut
dalam Fasal 3.9, (a), =———— e

’CiOﬁ Jumlah HUtangipmkDH Tertungoak berarti jumlah

hutang pékm&’dalam valuta asalnya sebagaimana

dimaksud dalam FPerjaniian Kredit, ——————————-—

ity Jumlah Hﬁtané Fokok Tertunggak Ditawarkan ———

atau JHFTD berarti Jumlah Hutamng FPokolk —————

@“Tertunéaéku§§hq dihitung satu hari sebelum ——

Tancga} F.néﬁapan (sebagaimana didefinisilkan-
z‘%&“ﬂ‘ 7~

aQ;%gkﬁ vang diberitahukan oleh BUKOFIN

Mma diurvaikan dalam Lampiran 1. -—-————

HutanQ-Pok@k fertunggak Aktual atau -+
FTA berarti JHPTD dikurangi ééngaﬁ seluruh-
pembayaran”éécara tunai dan atau dengan asset
yéng'diaébabéan aleh adanya psmbayvaran -———-—

kewajiban oleh Feminjam atau oleh karena ————

sebab-sebab iain'yang telah dicatat dan ——-—-

‘disetujui oleh BUKDFPIN. ————mmme—— e mmm e
l(iﬁ) Feminjam berarti peminjam dalam Perjanjian—"¥

'Hredit>5ebéééimana tercantum dalam Daftar ——-

o

Dokumen. ———- —— Sate e o e e e
lc14) Perjanjian Kredit berarti perjanjian ——-——s——-
perjahjian:ﬁ;edit:yang dibuat oleh dan antara
Peminjam dphéan Bank fAsal dan atau ﬂenuan i
BPPN dan atau dengan BUKOFIN berikub 591uruh~

kbpénahbéﬁgnjﬁan/atau perubahan dan/atau ——————

*éenggéhtiﬁ§3:dé?i'waktu ke waktu sebagaimana—

‘tercantum . dalam daftar Dokumen. - 5

\
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Fiutang berarti seluruh hak tagih, manfaat, -
dan kepentingan lainnya (termasuk kewajibarn,-—
apahila adal vang diperocleh EUHDPIN ~~~~~~~~~~~
berdasarkan Perjanjian Eredit dan Dokumen —-——
Jaminan dan atau dokumen lain, tetapi tidak--
termasuk didalamnya adalah tunggakan bunga--——
dan tunggakaniaeqda vang bervada di Rank Asal,
BFFN maupun di- BUKORPIN, -——e—e—esmess s s
Fiutang Yang Dialihkan berarti Piuta;g milik-
BLUEOFIN yang‘?ialihkan atau dijual kepada ——-
FEMBELI; B AR i i meme SR e
‘,,;ﬁ"‘

aéagwﬁ‘. berarti mata wang vang ——————
npublli Indonesia. ——————m———wo——
Surat Fenawaran Untuk Membeli berarti su:at -
vang diajukan oleh FEMBELI kepada BUKOFIN —-—-
vang berisi P&nawaran untuk melakukan ——-- lmyiann
pembelian Fiutang. ——————mm—mmmm e e
Surat Fersetujuan Pembelian Fiutang berarti-——
surat yang disampaikan oleh BUKOFIN kepada ——
FEMBELI vang berisi perseitujuan kepada ——————
FEMBELI untuk mslakukan pembelian Fiutang. —
Tangoal FPenetapan berarti tanggal yang ——————
digunakan BUKOFIN untuk menantukan T ——

perhitungan Jumlah Hutang Pokok Tertungoak ——

Ditawarkan yaitu tanggal sebagaimana: ——————————

dissbutkan dalam Lampiran 1. SR R

Tanggal FPelaksanaan Jual Beli berarti tanggal

Ferjanjian Tl ———e e e e o

‘Tanggal Penandatanganan Ferjanjian Pengalih%n

Fiutang (Cessie) berarti tanggal ditanda—-———-

\\\\\\\\\N
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PR EN
Laala

tanganinya Akta Perjanjian Fengalihan Fiutang

(Cpssiel sesuai dengan ketentuan FPasal 4. -
Arcuan terhadap suatu undang-undang AEE T v
peraturan—peraturan harus diartikan sebagai ———
acuan terhadap.undano-undang atau peraturan:ww—
peraturan . tersebut berikut perubahan dan -————-
pengogantinya yang!diundangkan dari waktu ke -
WAl Bl o o i e e e e e e o o bt
istlah—istilah yang didefinisikan di dalam ————

Fer janjian - ini-.dalam bentuk tunggal mempunyai-—

pengertian yangr-korelatif apabila dipergunakan-—

/A >

dalam bentdkg ﬁﬁa dan sebaliknya. -—-—————m————-

suatu pasal atau lampiran adalah

7 ﬁg%%gé;p»pagal atau lampiran dalam —————-

;.—judul dari. tiap pasal hanva dimaksud ———-
tuk kemudahan.dan tidak dipergunakan atau -——-
dipertimbangkan. di dalam penafsiran setiap ————
pasal atau ayat.:dari Ferjanjian ini. ————————o-
Setiap dan seluruh lampiran Ferjanjian ini -——3
merupakan bagiam yang integral dan menjadi satu
kesatuan vang. tidak. dapat dipisahkan dari ———-—-
Fer janjian . ini, rtanpa pembuatan dan penanda -——-—
tanganan lampiran—lampiran dimaksud, Perjanjian

ini tidak akan pernah dibuat dan ditandatangani

Pasal 2 ————m—————————————

2.1,

e JUAL BELT — s e

PEMBELI -telah menyampaikan Surat Fenawaran ———=

S A-Untuk -Membeli -Riutang kepada BUEOFIN, BUKOFIN--

setuju untuk -menjual Fiutang kepada FPEMBELI ——-

\
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/////////////

dengan menyampaitan Surat Persetujuan Pembelian

Fiutang dan FEMBELI setuju untuk membeli -————-

o

Fiutang darvi. BUEKOFIN dengan keadaan sebagaimana

adanva (as is) sebagaimana dimaksud dalam Fasal

°

e s FEMBELI mengetahuil keadaan atau kondisi Fiutang

dengan ssbaik-baiknya maka oleh karenanya ————-—
FEMBELI bertangoung jawab atas setiap masalah——

yang mungkin timbul berkaitan dengan Piutang--——

BEY SBRUE . = e e e e

Sy B

I 2.3. PEMBELI menerima dan setuju bahwa jual beli -—-—

‘é?janjiéﬁ bLredit vang dijual mungkin dalam -—-—
keadaan atau peristiwva-peristiwa tértentu talah
terjadi, antara lain § ————ero e ————— e e e
(13 Perjanjian Kredit belum berlaku efektif, -—
ldan GBI ot o et e e o o e

(23 Beberapa atau seluruh Eondisi Frasyarat ———

. ,belum terpenuhi, dan atau; ~———————————————
' {31 Beberapa atau seluruh persyaratan laniutan-—

(conditions subsequent? belum dipenuhi, dan

I (4 Beberapa atau seluruh Dokumen Jaminan belum
diikat secara sempurna, surat bukti mm e
kepemilikan atas objek jaminan akan atau —-
telah berakhir dan atau; ——————————————————

l {53 Peminjam -melakukan kelalaian atau cidera ——

I janjir(dafanltd, dan atau; ———————m————————

' {63 Feminjam telah melakukan pegnyimpangan --———-

T
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penggunaan Fiutang dan karenanya tidak ————
sesuai dengan tujuan pemberian krvedit, dan—
Abaly e e e e e e e e

o

£7) Dokumen Ferjanjian Eredit dan dokumen—————-
t

dokumen terkait tidak lengkap atau Pidak e
ada, dan atau) ——— e e
, (83 Jumlah Hutang Tertunggak kemungkinan tidak-
disetujul oleh Feminjam, dan atau;‘ ~~~~~~~~~~

Feminjam tidak memiliki kemampuan untubk —-—
%,

/ Dokumen Ferjanjian Eredit dan dobumen—-—-——--

dokumen terkait belum diserahkan oleh Bank-—

i%;gy 4 Asal atau Pe;rnjam kepada BFFN dan/atau ———
b BLUEDOFPIN, tidak lengkan atau tidak ada, dan—
atauy ——=——== - i -

’CIE? Bank Asal*tédak atau belum menuang%én —————

f pembarian kredit tersebut dalam Euétu s
Ferjanjian Kredit, dan atau; -————————————

,(13} Terdapat silang jaminan Coross callaterall,
piutang telah lunas, terdapat penyelesaian

secara tunai maupun dengan asset lainnyva —-

yanag tidak teridentifikasi pada saat —————y5

FPerjanjian ditandatangani; -———————————————

S Pagsal B m—mmmmm e
——- HARGA PEMBELIAN DAN FIUTANG YANE DIALIHKAN ——--—

3.1. BUKOPIN dan PEMBELI setuju bahwa, jual beli ———

£y
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ﬂ/
Fiutang berdasarkan Fer janjian akan dilakukan——

sesual dengan Harga Fembelian dan dengan —————-
° [

ketentuan bahwa Harga Fembelian dapat -————————
disesuaikan oleh Para Fihak sesuai dengan ——-—-
Eetentuan Fasal 7. —eeee e
Z.2. Harga Fembelian dalam Fasal 3.1. diatag ~—————

dihitung berdasarkan Jumlah Hutang Polkok —————-
Tertunggak Ditawarkan sebagaimana tercantun ——-—
dalam Lampiran =l e e e e

. Setiap pembayvaran tunai oleh PEMBELI ———eeeeme

berdasarkan Ferjanjian harus dilakukan dengan——

=)

, - ¢ ’.
%L:ﬁ;f”dfﬂff” oleh BUROFIN apabila BUEOFIN telah memberikan——

konfirmasi kepada PEMBELI atas telah —————————m

diterimanya pemﬁayaran tersebut secara peruh. j
/"

Fembayaran atas Harga Fembelian Fiutang Yang --

L
S

Dialihkan oleh PEMBELI kepada BUEOFPIN dilakukan
dengan ketentuan sebagai berikut § ———————m———-—
(al) Pembayaran I (pertama) sshesar s
FEp.2.999.965.000,00.~ (tiga milyarksembilan
ratus Sembilanpuluh'sémbilan Juta sembilan—
ratus enampuluh lima ribu rupiah) yang ————
dibayar&an'tangg&l‘ﬁ4 (duapuluh empaf) e

@

Agustus 2006 (duaribu enam)) ——————————————
s

e

‘!(b)’Pembayaran Akhir/Pelunasan Sebésar’~m~~f"-~
Fp.2.838.0837000,00.- (dua milyar delapan——
ratus tigapgiuh delapan juta delapanpuluh—-—

H

limaribu rupiah) paling lambat tanggal ———-

a \\\\\\\\\\
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!EQ {duapuluhl} September 2006 (duaribu —————

P ry I se— = S R S
(Cc} Htas pembayvaran Akhir fPelunaEan diﬁenakan_
[ bunga  20% {duapuluh persen) pertahun atas——
sisa pembayaran yang belum dilakukan—-—————-

terhitung sejak tanggél 20 (figapuluhi————--

Agustus 2006, (duaribu enaml.—————m e
‘3,5. Fembayaran harus -dilakukan dengan ketentuan ——-
sebagal ‘Derihubef som e e e s o et s s e F

{a) Dana tersebut . dikirim ke Rekesning BUKDOFIN -

|l
.ygggqgaimana%tersebut dalam Lampiran 2. -—-

o

3 Harga pembelian wajib dibayvarkan oleh ————-

FEMBELI dan sudah diterima oleh BUKOFPIN -~

paling lambat sesuai dengan Jadwal —————-———
P BT T B R Y g S S o S o S S S S S
: 0
(d)» Harga pembelian tidak termasuk pajak, ————-

ongkos—ongkos dan biaya-biaya lain yang -
mungkin timbul atau jatuh tempo sampai ————
dengan Tanggal Fenandatanganan Cessie., ———-
T e e Pagal e e
_"—_—_*—”————f_“ﬁ'PIU%QNG YANG DIALIHKAN ————— e
Atas pembayaran—pembayaran yang telah diiakukan oleh
FPEMBELI kepada BUHOPIN, sebagaimana Fasal 3.4, malka-—
PEMBELI akan menerima dari BUEOFIN berupa Piutarng ——

Yarnig Dialihkan dengan ketentuan ssbagai berikut -

4.1. Atas Pembayaran FPertama, sebagaimana Pasal -———-

',L 3.4.€(a), PEMBELI akan mensrima dari BUKOFIN ——-

-| Piutang: Yang-Dialihkan dengan baki debet kurang
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r lebih sebesar Fp, 1h,qh8.*JH.7;5,56.~ {duabelas~
milyar limaratus duapuluh delapan juta duaratus
'limapuluh ribu tujuhratus duapuluh lima rupiah-
dan limapuluh enam sen) atau sebanding ————————
dengan harga pembelian kurang lebih sebesar————
Fp.2.724.894.532,81.- (dua milyar tujuhratus——-—
duapulubh empat juta delapanvatus sembilanpuluh-
empat ribu limaratus tigapuluh dua rupiah dan——
delapanpuluh satu sen) dan sisa pembayaran——-—-—-—
sebesar Rp.1.275,070.467,19.~ (satu milyar-————
duaratn: tujubhpuluh lima juta tujuhpulubh ribu--
ampatratus pampiluh fujuh rupiah dan sembilan—

?%A,}é\)adl dana cadangan yang —-—————e-

RAnya Seoagal berikut @ sssescmscemman

a

okl
Apabila FEMBELI telah melakukan semua m———
Pembayarén sebagaimana Pasal 3.4, maka —-——-—
BUEOFIN akan menambahkan dana cadanggn s
tersebut sebagai tambahan harga pemﬁelian—~

pada Fembayaran akhirv/pelunasan, ——————————

o

- =ebagaimana Fasgl 3.4.(b); atau ———————————
(b)) Apabila kemudian PEMBELI tidak menetuskan~~
Fembayaran Kedua dan pembayaran Terakhir/ -
Felunasan sampai dengan tanggal 20 (dua-——-
puluh?’ Sgptgmper 2006 (duaribu enam) atau~;
malakukan pembatalan untuk meneruskan—-—-—-—-—-
Pemhe}ian Fiutang maka dana cadangan——————-
tersebut digunakan sebagai tambahan harga-—
pembelian‘atﬁs pembelian Fiutang dengan-—--

&

baki debet-kurang lebih sebesar——————m——————

Fp.12.528.250.725,56.~ (duabelas milyar———-—
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limaratus duapulub delapan juta duaratus——-—
limapuluh ribu tuwiuhratus duapuluh lima—-——-

rupiah dan limapuluh enam sen? (pada——-————-

i Pembayaran Periamal., —————rresssnsim e

4.2. Pada Pembhavaran Terakhir/pelunasan, sebagaimana

Fasal 3.4.(b) akan dilakukan penandatanganan ——
Fer janjian Pengalihan Fiutang (Cessie), dengan—
baki debet D1utana vang dialihkan sebesar —————
sebanding déhgéﬁﬁhérga pembelian pada =—————————
Pémbayaran Teréﬁﬁf%?Pelunasan tersebut dan ———-

,,,,, »

ditambah dengan baki debet Fiutang yang ——————-

[y

dialihkan sebanding dengan harga pembelian ———-
Rp.1.2?5.070;46§}1§,— {(satu milyvar duaratus————

L
3

tu 1uhnulvth\?

SR TR . <
ma juta tuyjuhpulub vibu empatratus

berdasarkan Pé?génjian ini akan berlaku efektif

pada Tangogal Pehandatanganan Cessie, ————m————-—
e R L s Baomal @ s e g
e FENANDATANGANAN FERJANTIAN ————m e
————————————————— FENGAL THAN PIUTANS (CESSIE) ——m—m—m—m
S.1. Dengan telah éi%erimanya satiap Jumlah -———-m-—-

Fembayaran ﬁieﬁﬁBUHDPIN sesuai dengan Jadwa3~~~
Fembayaran, maka BUEOFIN akan mangalihkan ———-—-
Fiutang keﬁaﬂE'EEHBELI dan Fara Fihak akan ————
méhandétangahiThkta Ferjanjian FPengalihan ————-

Piutanghfﬁéséié§ pada Tanggal FPenandatanganan -

Per janjian Pengalihan Fiutang (Cessiel). ——————-

l 5.2. Bahwa béﬁéhdatg%ganan Fer janjian Pengalihan -—-
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Fiutang (Cessie) dilakukan secara bertahap ———-

°| sesuai dengan Jadwal Fembayvaran, sebagaimana ——

Fasal Z.4. e e et s e

[ Z.32. Tanagaal Penandgfgnganan Perjanjian Fengalihan -
Fiutang {Cessigj adalah yang tidak melebihi T
janoka waktu 7'Hari Ferja sejak telah ————————-—
dilakukannya_setiap Jumlah Fembayaran sesuai ——
dengan Jadwalnﬁembayaran. T e e

Tk, Dengan tidak:mgngurangi keberlakuan ketentuan--—
Fasal 3.4, ﬁgfh;tung s&jak Tanggal FPenanda—————

“Beralih kepada FEMBELT. ———mme—e

,J;wwﬁwPihak setujl bahwa peEnerimaan hak dan ———-
' %

kewa jiban oleh FEMBELI sebagaimana dimak%ud.~~~

o
®

dalam Fasal S.%zldi atas tidak akan ——————e———
mengakibatkan adanya novasi dan tidak akan ———-

ditafsirkan sebagai novasi. —————eeeee————

o 5. BUKOFIN berhak,_menarik kembali sebagian maupun

£n

seluruh Fiutang, dengan pemberitahuan terlebih-—
dahulu kepada FEMBELI, jika salah satu —-———e———

peristiwa berikut terjadi § ~——— e ————

a. Berdasarkan hukum dan peraturan parundang—-

4undangan yaggqberlaku BURKDFIN tidak lagi ——-
mempunyai hgghatau tidak diijinkan untuk ———
menawarkaﬁ,rﬂgn;ual atau mengalihkan ———————
sebagian maupun seluruh Piutang atau ——————-

menyebabkan Piutang menjadi tidalk layak ———-

untuk dijual; dan/atau ———————mm e O e bt

l b. Dalam hal ter jadi pelunasan seluruh Fiutang—
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oléh”Peminjam'kepada BUEDFPIM ., e

|

!q.?u Sehubungaﬁ penarlkan kembali sebagian p%utang &
sloh BUKOPIN sesuai Fasal 5.6, maka BUKOPIN dan
FEMEELI déngaﬁ‘é;éépaﬁatan hersama untuk @ ———~
A Helakukan'peﬁégantian atas piutang-piutang -

‘ tersebut; atéﬁ —————————————————————————————————
\ b. Dalam hal BUkaIN melakukan penarikan —————

kembali atasﬁﬁiutang tersebut dan dilakukan—

pengembaliah dan atau penyesuaian Harga ———

ca waktu 21 (duapuluh satud-

Hari Kerja terhitung sejak tangoal penarikap

bembali mleh BUKORTN, —mmmemmm s e

{:.’ Ltcoe arics samre s sate 4 +imsn Svine sasae FAERS Srbem are St Sees Srvem Sries T Sanee

SR— U “EENYERAHAN DORUMEN = e
£.1. Jika FEMBELI ﬁéiéﬁ melaksanakan kewajibannya -

sesual dengan ketentuan Fasal 3, Fasal 4 dan —

sal S, EUHD?fﬁtéesegera mungkin setelah ————-

T
m

Tanggal Penandéfangan Far janjian Fengalihan -——-

Fiutang (Cessie) atau waktu lain sebagaimana —-—

o

ditétaﬁkan DléajBUKOPIN, akan menyerahkan —————
Dokumén Yang‘ﬁ;élihkan kepada FPEMBELI. ———————~

FEMBELI deﬁgéﬁmgni mengikatkan diri untuk —-——--

menerima Dokumen Yang Dialihkan sesual dengan——

o4

. s : [t £
pondisi sebagaimana diatur dalam Fasal' 2.3. -~

@ § % e ey
Namun demikian apabila ternyata dikemudian hari

setelah Tanggéivpenandatanganan Per janjian ——-——

VPénéélihén ﬁ£d€§ng (Cessie) BUEDOPIN meneripa —

\\\\\\\\\\
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’e,z,

i}

sli, copy atau copy sesual asli yang merupakan

bagiamn dari Dobkumen Yang Dialihkan baik dari —-

_ BFFN maupun dari pihak ketiga terkait lainnya—-

maka BUKOFIN aéén segera menyerahkan dokumen ——
tersebut kepadé.PEMEELI. e e e e
Péngalihaﬁ Dak&%én Yang Dialihkan sleh BUKOFIN-
kepada PEHBELI.gebagaimana ketentuan pasal 5.1-
dilaksanakanrdengap ketentuan bahwa: ———e————
. Dohumén YéngrDialihkan tersebut telah —--e--

| diterima aleh BUKOPIN dari BEEN. ——mm—mmmeme

Dokumen Yang but sesual -

dari BFFN sebagaimana —-e—eeeee

ra BUHD;IN dan BFFM. T
ehubungan.denéan penyerahan Dokumen Yang ————-
Dialihkaﬁ Sebagaiména dimaksud dalam Pasal &.1-
diatas dan dengéﬁ.mengingat ketentuan Pasal —-—
2.3, FEMBELI deﬁgan ini setuju untuk ———eee—e——
mengikatkan diri bahwa FEMEBELI tidak akan —-———-
menggunakan alasan ketidaklengkapag Dokumen ——-
Yang Dialihké&i;ebagai dasar FEMBELI untul ———-
meminta BUHGPIgiunfuk mengurangi atag ——eeeee—e
menurunkan Har;; Pémbelian atau membatalkan -—-—
Fer janjian. ——; ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Fenyerahan Doh&ﬁen Yano dialihkan akan -—————--—
dilakukan di E;n£0r BUKOFIN di Jakarta ataun ———
tempaf lain di luar Jakarta sebagaimana ——————-
ditetapkan uié;}éUHDPIN, dan setiap bigya yang—

timbul dari penyerahah Dokumen Yang Dé%lihkans_

T
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N

wajib ditangoung oleh PEMBELI. —————e—— e

Fada waktu penyerahan Dokumen Yang Dialihkan,

[y}
"
I
»

BUKDOFIN dan PEMEELI akan menandatahgani?Berita—
fAcara Serah Teréma.Dmkumen Yang Dialihkan. ———-
’ E.6. stelah Tanua=1 Fpnﬂndatan ATAT Fpkjaﬁjldn ————
Fenoalihan Piutang (Cessied, jika FEMBELI dalam

rangka memaenuhi ketentuan perundang-undangan ——

yang berlaku harus membuat laporan, ———————————
f g, o B

aftaran, pengurusan atay —————————

?

meEnanogung dan membayayr ————-

jtindakan—tindakan tersebul. —————————

____________________________ F'a.ri_a 1 7 e s e e s o e e sres s s e s st i s

——————————————— FEMBAYARAN OLEH FEMINJAM ———m—mmmm

7.1. Ssluruh Drmbayaran aleh Peminjam kepada BUEOPIN

atas Jumlah Hutanu Fokolk Tertunoggak Ditawarkan—
yang dlfmrlma Hth BU!DPIN dari Feminjam -
sebelum Tanggal Fenetapan akan tetap menjadi ~-—

milik BUHBPIN f ——————————————————————————————————————————
| 7.2. Dalam hal tFT}&dl nembayaran oleh P&mln;dm R

kepada BU&GFIN atar Jumlah Hutang Puin# e e e

°

Tertungoak Ditawarkan dalam jangka waktu sejak-
dan termasuk Tanqqal Fenetapan sampai dengarn——-—

satu hari =ebelum Tanaqal Fenandafanuanan —————

I3

Fer;an;lan Fengal;han Fiutang (Cessie), maka -—

LS T 7 o

pembavaran tersebut akan dibagi secara pro-rata
- 4\”3(7'
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@

kepada BUKOFIN dan FPEMBELI berdasarkan ————————

o

presentase dari Harga Penawaran dibagi Jumlah-—-—

Hutang Fokok Tertungoak Ditawarkan. e A
e R e R = SO
—————————————————————————— = PENYESUAIAN HARGA mm———— e

8.1. Dalam hal JumlaH;Hutang'Paka Tertungaak Aktual

tidak sama dengaﬁ'Tnmlah Hutang Foliol —e—eeeee———

Tertunggak Yandup"

y —qphah lain, Fara Fihak setuju

&

Fembelian dengan ————-

Y
AN
o
1]
£
1]
o
=
3
ey
|
i
I
i
{
|
1
|
i
|
}
i
|

"ilHé¥ga Fembelian ¥ Jumlah -—

Hutang Fokok Teytﬁnggakwﬁktual dibagi —-———————-

Jumlah Hutaﬁgvpakak Tertunggak Yang Ditawarkan—
B.Z. Dalam hal Jumléh:Huténg Fokok Tertungagak Aktual
lebih kecil dari Jumlah Hutang FPokok Tertunggak

Ditawarkan karena hal-hal lain diluar —————————
pembayvaran Dlehﬁbeminjam pada atau setelah ———
Tanggal Penetapéﬁ; maka BUEOFIN secara sepihalk-
berhak menentukéﬁ'ijlah Harga Fembslian dengan

mengounakan formulasi yang disebutkan dalam ———

Pasal B.1 di atas. ——mmeeeoo— o
B.3. Fara Pihakiéetujﬁ bahwa Harga Fenyesuaian ———-— 9
tersebut diéf%ézﬁéfupékan Harga Fembelian yang-
berlaku final dan mengikat Fara Fihak dan ————-

menggantikan'HaFdasPembelian vang disebutkan ——

dalam Lamnlran - 1,.—————~———~—~~~~~m~~~~~—:~~-
8.4. Dalam hal Hargéﬁﬁéﬁyesuaian ternyata lebih -———-

kecil dari Hargéwpémbelian, maka BUKOPIN akan—-

I;;;;;Egrggﬁﬁédﬂan".,Fnﬂana,FHLH,2012
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mengembalikan selisih Harga FPenyesuaian dan ——+

o Haroa Fembelian kepada PEMBELI dalam jangka———-
waktu 21 (duapuluh satu) Hari Her ja sejék ——————

penentuan Harga FPenyesuaian kepada FEMBELI -—--

. » i
melalui rekening FEMBELI. —-————————————————————
8.5. Begitu juga sebaliknya, dalam hal Harga ————-—r—

Fenyesuaian ternyata lebih besar dari Harga —-—-

Fembelian, maka FEMBELI akan membayar kembali--

9.1 Jika BUEOFIN menarima pembayvaran dari Pemihjam«—
_ fogr i

pada atau Setelanaianggal'Penandatahganan o e e
Cessis, BUEOFIN wajib mengembal ikan pembayaran-——
tersebut kepadaﬂﬁEMBELI dalam waktu 14 (empat-—
belas) Hari Herj§w§grhitung dari tanggal———mww—:
pener imaan pemb§¥gyan tersebut ke rekening-—————
FEMBELI sebagaimana dimaksud dalam Fasal - & dan
Jumlah tersehut“nﬁxgg bebas dari pemotongan,-——--—
set-off atau pengurangan apapun oleh BUHDPiN,~~—
selain pgmotﬁngaqayang.disyavatkan oleh huku;“—~
atau peraturan'lﬁgn_gan BUEKOFIN beavrhak untuk-———
: menquangi pembgyﬁﬁgn tersebut dengan —-—————————

ongkos dan biaya—biaya yang dikeluarkan oleh-——-—-

BUKOFIN beykaitqﬂ'dengan pengembalian pembayaran

tersebut kepada PEMBELI.-———————————————————— o
\ 4
' 3.2 Terhitung sejak Iﬁgggal Fenandatanganan————=—=——-

\ ,
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///;//f//if// = i ¥ (Cessie), PEMBELI-

2y janjian Fengalihan Fiutang (Ce
wajib menangoung. segala biaya yvang timbul-——————
berkaitan dengan. proses pendaftaran dan———-————m—-—
’ - . . 0
penyempuynaan Dokumen Jaminan serta biaya-biayva-—-

lain yang berkaitan dengan pelaksanaan ——-——————

SFerjanjiian ini.-— - N
%@V -

KOFIN, FEMBELI wajib untuk--

9.3 Terhitung SeJak’ L nandatanganan Cessis,—

4’ »
jika dlm{nta 5
ntuan  kepada BUROFIN bmr&dltanmu———

kepentingan audit terhadap BUKOPIN oleh-—

%N?Inatanai Femerintah berdasarkan ketentuan hubkum-

vano -berlaku. —momm et e e e e e e e e e
e e it P gm ] (] e e o e i e s et s e e
——————— FELEFASAN ATAS PERNYATAAN DAN JAMINAN —-————--

10.1, Fecuali ditentukan lain di dalam Ferjanjian————
ini, PEMBELI menyetujui bahwa BUEOFIN tidak-———-—
-mamberikan pernyataan dan jaminan baik dalam—-—-
bentuk tertulis-maupun lisan dan PEMBELI-—-—mm——-
menyatujui bahwa jual beli Fiutang berdasar&ani
keadaan sebagaimana adanya (as is) dan karena--—
nya FEMBELI setuju untuk mengesampingkan Pasal-

1473, 1482, 1483, 1496, 1506 dan 1510 Kitah-———

Undang-undang -Hukum Perdataj——————mm—e————————

10.2 BUKOFIN tidak. bertanggung jawab atas segala-——-
kewajiban. hukum.yangimungkin timbul atas hal-—-—-
hal dibawah 1ni g e e e e e e
a. S5etiap kevrugiaa-.yang timbul sehubungan——————
dengan penjualan‘Piutang berdasarkan————————
sebagaimana.adanya (as is) Sehagaimaﬁaw—;———
diatur dalam:zPasal. —-.2.3 di atagj-———~——————-

®
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[ . Isi dari Perjanjian kKredit dan Dokumen—-—————
" Jaminan menginaat FPer janjian kredit dan—————
Dokumen Jaminan diterima oleh BUEOPIN dari--—

Bank Asal dan/atau BFFN dalam keadaan apa———

"adanyd (A8 1B s i e e e R B R S S R SR SR
. Heberlakuan, keabsahan, pendaftaran————————-—

penyempurnaan, keaslian, kelengkapan dan———-—

kdlektibili as dari Ferjanjian Ervedit dan——-—

%,
Mo,
%,

Dokumen J, m@H%ﬁg;"——w——~"—~~~w~~~—w~—~+~"~"—

[dn Feminj %%£ e

%%g}gﬁﬁada'EUKDPIN atas jumlah Fiutang-
Y/

§ ¢
Q@:?lﬁ

¥tan Osaba, keadaan harta, kemampuan—-—-—-—

menyetujui jumlah kewajiban——

ihkan @leh EUKOPIN kepada PEMBELT ;-

R ) havar, kondisi keuangan, kepercayaan atau
status Pemifjad atau para Penjaminnya—————-——
{apabila adal, atau kemampuan membayar———-———

g_{/;-
\%\, kewaiiban dari FPeminjam atau para Penjamin—-—

“nya (apabila8da) sebagaimana diatur dalam—-—

Per janjian Krédit dan Dokumsn Jaminan;-—-————-
lf, Keadaan figik;*nilai, lokasi atau status———-

i objek jaminan®dari Dokumen Jaminan.————-e-———
]10.3 BUKDPIN tidak beértangaung Jjawab atas kebenavran,
keakuratan dan kélengkapan secara historikal-—-
dari Dokumen Y&ng Dialihkan dan FEMBELI setuju—
bahwa Dokumen Yard Dialihkan dalam keadaan atal
peristiwa—peristiwa tertentu telah terjadi,———

antara lain keddaan atau peristiwa sebagaimana-—

diatur dalam Fasal 2.3. — : ——
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BUKDFIN menvatakan dan menjamin bahwa sampai dengan-—

a F

Tangagal Penandatanganan Ferjanjian Fengalihan —————-

Fiutang (Cessie) BUKOPIN merupakan badan yang sah-—-—

dan didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia-—

menandatanoani Perjanjian ini dan dokumen—dokumen——-—

lain vang terkall . s st et e s e e e o o e e

12,32
L widle »

N JAMINAN DARI FEMBELI -——————-

FEMBELI adalah berhak untuk melakukan -———————-—
pembelian dan telah memiliki selurubh—————em————
persetujuan—persetujuan, ijin-ijin yang-—————-
dipersyaratkan:asleh ketentuan hukum yang--——-——-
berlaku di negaxa-domisili FEMEBEL I untuk-—e———
menjalankan kegiatan usahanya dan terutama-——-
dalam hal, namun tidak terbatas pada,-—-————————
menandatangani .Perjanjian ini dan dokumen———-—--—
dokumen lain yang terkait dengan Ferjanjian——

il === ——— . o e e e e s e e S o e s e e e e

i

PEMBELI dan atau pihak yang mewakili PEMBELI--
telah mempercleh perzetujuan~per5etujuan dan——
atau kuasa—-kuasa vang diperlukan dan T e——
dipersyaratkan aleh ketentuan perundang————-——-
undangan yang berlaku dalam menandatangani-—-——-
Fer janjian dan-dokumen—dokumen lain yang-——-——-
terkait dan dokumen—dokumen persetujuan dan-—-—
atau kuasa tersebut wajib dan telah diserahkan

@&

aleh PEMBELI kepada BUEQOFIN paling lambat 1--—-

\
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12.3.

th

e’ : 5 . .
dalam keadaamrn @tau peristiwa-peristiwa ——————-

{zatu) hari sebelum tangoal pelaksanaan jual-——

}:.‘E}. 1 =""—"’“ B et S ek o s s e e A i v S 85 Vi, s e o, e 150 s s 50 S ik S
FEMBELT memiliki kewenangan dan kekuasaan—————
5
penuh untuk mefbeli Fiutang, menandatangani——
Fer janjian dan dokumen—dokumen lain yang—-————-
terkait termasuk untuk menerima sgnua —oTTe
bewaijiban atas Ferjanjian Kredit dan Dokumen--—
Jamihah‘dén‘hﬁk%i—hukti tertulis; ——m——eee
"Q%wégbut wajlb dan telah—-—————
% . .

1.1 kepada BUEDFIN paling-—

i* sebelum tanggal-—————————

tertentu telab“terjadi, antara lain peristiwa-—

peristiwa sebagaimana diatur dalam Fasal 2.3.-

PEMBELT telah ‘diberikan dan menerima dengarn——-
bailk dari BUKDFIN informasi bervkaitan dengan——

Piutang,'proééé”pembelian dan atau pengalihan-

Fiutang.————== SRR i o i e e et e R B S
Oleh karena itu terhitung sejak Tanggal-——————
Fenandatandganan Per janjian Pengalihan Fiutang-
{(Cessie) PEMBELI dengan ini menerima dan ———-——

setuju untuk ménanggung segala resiko yang-——-

akan timbul bérkaitan dengan Fiutang yang—-————
telah dibeli “fersebut. ——— = A
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12.6.

Tidak ada keadaan, peristiwa, perintah,-—————=—
keputusan, tindakan hubkum, tindakan —————————
administratif, gugatan, penyidikan atau proses
hukum yang sedang dijalankan Dlehapjhak lain—
terhadap FEMBELI atau oleh PEMBELI baik pada—-—

badan peradilan manapun maupun pada Instansi--—
: A, e )

Femerintah, atau instansi lain vang dapat--——-

menghalangi FEMBELI untuk menandatangani —————

S .
melakukan keGajiban berdasarkan Ferjanjian dan

S

Fer janjian ini, termasuk namun tidak terbatas-

pada dakumen—dgﬁumen yvang wajib dan telah-———-

diberikan olah FEMEELI kepada BUEOFIN sebagai-

%

syarat untuk mengikuti proses pembelian dan——-—
atau pengalihan Fiutang, adalah sah da; benar.
—————————————— Pagal 13 —r—————————— e
e PENGAKHTRAM s oo
Ferjanjian ini dapat diakhiri sesuai dengan——-—
ketentuan Pasalﬁlé.z,”dibawah i o S e e
BUKOFIN dapat sewaktu-waktu mengakhiri-———————
Perjanjian,denggn mangivimkan pemberitahuan———
tertulis kepada FEMBELI :-————————m————e e S
aly jika PEMBEEI;dengan alasan apapun lalai--—-—
membayar penuh Harga Fembelian sebagaimana
v_JadgalvEemggyaﬁaqi kecuali atas dasar————-
persetujuagTEUKDEIN ; atau - — e

(b} jika PEMBELI tidak dapat memenuhi satu----

atau lebih persyaratan-persyaratan dan———-
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|

atau kewajiban-kewajiban lainnya—————————-

herdasarkan Perjanjians— e o e
13.2. Apabila BUKDOFPIN mengakhiri secara sepihak-————

sebalum Tanggaquenandatanganan Perjanjian—~;—
Fengalihan Piutano (Cessie), maka BUKOPIN-—---—

dalam jangka waktu 21 (duapuluh satu) hari-——-

ker ja terhitung dari tanggal pengakhiran—————-

ES

Fer janjian akan mengembalikan Uang Fembavaran—

»

yang telah dibayarkan cdeh FPEMBELI kepada--——-——

BUKOFIN tanpa dikenajfan bunga pada rekening——-

4

bank PEMBELI.-—-—
4 O

f}F‘rjanjian disebabkan oleh

S

12.4. Apahila pengakP

atau wajib dibayar oleh PEMBELI kepada
IN berdasarkan Ferjanjian, kepada FEMBELI

dan nleh karena itu PEMBELI setuju Uang-——————

Pembayafan:féfgébut menjadi milik BUKORIN,————

0
A e S Y Pasal 14 S m—
e FPEMEEBASAN TANGGEUNG JAWAE —-———————— —
FEMBELI dengan ini menyetujui untuk selamanya———-——-=

membebaskan dan méiéﬁaskan BUKOFRIN secara penuh dari

saetiap daﬁbségafé'béﬁﬁuk tuntutan yang mungkin-————-
diajukan oleh PEMEELI terhadap BUKOFIN; ———————————r

sekarang dan yanag akan datang berkaitan dengan———-—-—-

kewajiban, tanggung jawab, janji—janji, kesepakatan,
penggadaian, tuntitan, penjaminan, keberatan,———-—-—-—-

pengaduan, kerusakan dan kerugian dalam bentuk—————-

\\\\T;ERVenaLpengadHan._,Fnﬂana,FHLH,2012



\*}% “:

apapun, vang berhubungan dengan FPiutang atau ——————-
prosedur penjualan dan penjualan Fiutang herdasarkan
mana Fiutang dialihkan/dijual atau peristiwa,-y—————
ke jadian atau kelalaian yang terkait dengan Fiutang,

tecuali sebagai akibat dari pelanggaran BURKDOFIN atas

ketentuan Ferjanjiancini . —————— s e e e e e e
e e e e e e e Faqal T e e e e o et s e
——————————————— BIAYA-DAN PENGELUARAN ——mm————————— e

Setiap dan seluruh biaya yang timbul ssbagaili akibat-
dari penandatanganan:dan pelaksanaan Per janjian ini,

dan atau sstiap Perjanjian ynng wajib dibuat dan———-

ditandatangani berdesar %g‘PEﬁ;Hﬁ]lﬂn ini yaitu-————
_,.—f-" ””"‘M*’ iik %g ’ :
= s >, ﬂ—
'r f? mgéy

L, biaya, termasuk biaya-

penyempurnaan, balik nama Dokumen Jaminan atau—————-

transaksi lainnya yang terkait, wajib ditanggung-——-—
é

sepenuhnya dan dibayar oleh FEMBELI, kecuali secara-

tegas dinyatakan sebaliknya dalam Ferjanjian ini.-—-

e Fagal 16— -

—————————————————— CPEMEBER I TAHUAN = e oo

1£.1. Setiap pemberitahuan, permintaan, ftuntutan dan
lain—lain yang berkaitan dengan Perjanjian ini
harus dibuat secara tertulis dan harus dikirim
ke alamat dibawah ini dengan surat tercatat,—-—
atau kurir atau dikirim secara langsung dengan

mendapat tanda terima, atau melalui faksimili-

sebagaimana disebutkan dalam Lampiran &.-—————-
’16,2, Femberitahuan dianggap telah diterima oleh———

‘Lffiii\ifng dituju dalam 3 (tiga) hari ker ja——-
Kl
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A
1
o
jon}
"

setelah tanoogal pengiriman jika pemberitahuan¥
disampaikan melalui kurir dan 1 {zatu) hari—-——
ker ja setelab-pengiriman jika pemberitéhuan——"
disampaikan melalui- faksimili dan konfirmasi——
laporan pengiriman telah diterima wleh————————
pengiyrim, === g e o o o o e

Setiap perubahan alamat salah satu pihak—————-

‘sehagaimana dirinci diatas wajib diberitahukan

kepada pihak lainnya dengan menggunakan alamat
sebagaimana ditetapkan dalam Fasal 16.1 —-—————

LR
a?%%}i;}perubahan alamat tersebut akamn———-—

k7 (tujuhd hari kerja setelah-————————-

dianégapnditerima mleh pihak yang dituju—————-

sebagaimana diatur dalam Fasal 1&6.%Z. diatas.——

—————————————— KETENTUAN EETENTUAN LAIN ——————mm e

17.5.

I1si Perjanjianctidak-dapat diubah, kecuali-——-
disetujui secara tertulis oleh FPara Fihak.-——-
Fara Pihak sepakat-bahwa seluruh informasi dan
ketentuan vang terdapat dalam Ferjanjian ini-——
merupakan inférmasi rahasia dan FPEMBELI tidak-
dapat mémberikanhya kepada Fihalk kKetiga -————
lainnva sebelum Tanggal Fenandatanganan ———-— —
Cessie, kecuali disetujui oleh BUKOFIN.-——-—-——

Dalam hal terdapat ketentuan dalam Per janjiian-—

©ini menjadi tidak berlaku, batal, tidak sah—-—-

atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan %leh—

suatu peraturan perundang-undangan maka———--- -

&

‘ketidakberlakiuian, batal, tidak sah atau tidak-
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Sy £ "y

| 17.6.

S

17.7.

dapat dilaksanakannya ketentuan tersebut tidak
mengakibatkan batalnya Ferjanjian ini; kecua}i
ketentuan ygng'E;rﬁahgkutan.w~—~~~~~—-—w—“~~—~
Fara Fihak menyetujui dan mengikaﬁkan Qiriﬁfw—
serta wajib untuk membuat dan menandatangani--
ketentuan yang ‘baru untuk menggantikan————————
ketentuan yang telah tidalk berlaku tersebut,—;
dengan suatu atau lebih ketentuan yang sah dan
berlaku sesuai ‘dengan ketentuan peraturan—-——-—-
perundang-undargan yvang berlaku di Indonesia.-
Fara Fihalk dengan ini menyetujui untuk-————————
mengesampinoakan Pasal 1266 Kitab Undang~Undaég
Hubkum Ferdata. o e e e e e e e e
Ferjaniian ﬁEngikat dan dilaksanakan demi-———-
keuntungan serta mengikat dan dapat digunakan-

mleh para Pihakﬁjsgbggapipeﬁgganti atau pihak-

Fara Fihak setdiju babwa Ferjanjian ini tetap——
hidup dan secara” sah mengikat Para Fihak tanpa
terpengaruh oleh telah terjadinya pengalihan—-—

halk kepemilikan atas Fiutang dari BUROFPIN————-—

Dalam situasi dimana terdapat ketentuan atau--—
bagian dari ketentuan Perjanjian terbukti-———-s
tidak berlaku, batal, tidak sah atau tidak-——-

dapat dilaksanakan, dan sepanjang hal—hal ~~~~~~

- tersebut tidak 'mempengaruhi, menghapuskan_atau

membuat ketentuan-ketentuan lainnya dalam=-=o

,\Lﬁfiiiffian'mehjédi tidak beflaku, maka————————
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ketentuan—ketentuan lainnva tersebut tetap——-
herlaku sebagaimana mestinva.———————————— s e
117,8" Perjénjian_ini~menggantikan Semula kesepak%tan~
kesepakatan atau janji—janji berkaitan dengan—
hak—hak atau kewajiiban—kewajiban Fara Pihak;~~
sumlah—jumlah atau angka—-angka yvang telah————-—
dibuat atau disepakati oleh Fara FPihak baik-—-——
secara teritulis atau lisan berkaitan dengan———

Fivtang sebelum pernandatangan Parv janjian ini.-

sart {:??ﬁ akibat vang ditimbulkannya, -———-

225%}H n tunduk kepada hukum negara FEepublik
1’%;:1 (A - T
rianjian ini dibuat dalam bshasa Indonesia.—
Dalam hal-penterjemahaﬁ Ferjanjian ini ke -
ﬁalémvbaha5a~la?ﬁ déqgjika terdapat perbedaary
penafsiran antara. bahasa Indonssia dan bahasa—
. lain dari hasil. penter jemahan tersebut, maka—-—

vang berlaku adalah bahasa Indonesia.-——————-——

a

_____________________ Fasal 19 — e i s i o e e i e
~~~~~~~~~~~ FPENYELESAIAN PERSELISIHAN ——————————e e
13.1. Fara Fihak menyetujui bahwa jika terjadi-———-—-

| sengketa.yang:berhqbungan dengan Ferjanjian———
-ini, termasulk-namun tidak terbatas pada hal——
hal yang.berkai;aq dengan keberadaan,——-—-——————
~keberlakuan, pelaksanaan hak atau kew%jibap~~~

dari- Fara Fihaky-Fara Fihak akan menyelesai-—-—

- kannya-melalui Fengadilan Negeri Jakarta—————-
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_,.;, Fara Fihak setuju untuk memilih secara umum,——
permanen, domisli hukum yang non-sksklusif-———

di Kantor Fanitera Fengadilan Negeri Jakarvita——
4beiatan,——————*r ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
—Fara penghadap saya, Notaris, kenal..———————————————
~—~~——-~———~;~~—DEMIPIQNLQH AL I A —
~Dibuat seb:gai minuta dan dilangsungkan di Jakarta,
pada harvi, tangogal dan pudial tergebut dalam kepa1a~f
akta ini dengan dihadiri oleh:i———————m—m e e

1. Nona AMIGIAH, lahiv di Jakarta, pada ftanggal-—-—-—-

& (enam) Sepitember 19B0O (seribu sembilanratus-———

delapanpulubl, Warga Negara Indonesia, psgawai-—-

kantor Notaris

'}
e‘?at tinggal di Jakarta-————

';Latif I, Rukun Tetangga-—-—

Eelurahan Sukabumi Utara,——
Fecamatan Kebon Jeruk, Femesgang Fartu Tanda-—--——-

) Fenduduk nomory 03.5205.460980.535818 ~——————— e men
IZ. Mona AULIA FRAHMAH, lahir di Jakarta, pada tang }
24 (duapuluh empat? September 13981 (seribu-—————-
zembilanvatus delapanpuluh satul, Warga Negara-—-—
Indonesia, pegawal kantor Notaris, bertempat-———-
tinggal di Jakarta Barat, Jalan D D Dalam, éukunm
Tetangga €010, Rukun Warga 003, Kelurahan Suka;umi
Selatan, KFecamatan Eeban Jeruk, Femegang Karitu-—-
Tanda Penduduk nomor 09.5408.640981.8527;————————

Feduanya yvang saya, Notaris kenal, sebagai saksi-

~-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan—-————-—-—

L

kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta————

9
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dengah’duaﬂulgh lima psrubahan vaitu—

Motavis di Jakarta.

Ny .STARMEINT S.CHANDRA, BH).
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LAMPIRAN 1

‘Tanggal Penetapan 29 Agustus 2006 P

' ré’f"’:’ B % ;

i No Keterangan ;Nahﬁu\ng Pokok Tertunggak Ditawarkan 0

i o O i o
]

1 31,439,299,744.77 |  6,838,050,000.00
4

{ : 0

R
\- yifé

Intervensi pengadilan..., Fitriana, FHUI, 2012
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Lampiran 2

It s
KETERANGAN TENTANG BUKOPIN DAN PEMBELI 1‘1 *\

. PT BANK BUKOPIN

Urusan Restrukturisasi & Penyelesaian Kredit

JI Palatehan | No. 40 Blok M

Jakarta Selatan 12160

Telp.021-2702580, 72798857

Fax. 021-72798853

u.p. Ellyanoura Mopilie

Rekening : Bank Bukopin Cabang Utarﬁa Jakarta
No0.19.6080.1012 N
A/n. Titipan ADM‘?Kreq;t ’

.S’

. PEMBELI : EFRI JHONLY’ & e& I\y.ns.mrz

Komplek Ruko Atriup B ok B No.1

Senen Jakarta Pusat-,

Telp. [021] 3861783/84

Fax. [021] 9183740 -

u.p. Efri Jhonly .~

Rekening : BCA KCP Modern Land
No.6580193577
a/n. Efri Jhonly

Intervensi pengadilan..., Fitriana‘, FHUI,v20’12
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PJBP/CESSIE ANTARA BANK ASAL DAN BPPN

LAMPIRAN 3

TANGGAL»”"?

Intervensi pengadilan...,

g
- -

Fitriana, FHUI, 201

ol BANK ASAL PJBPP/ADDENDUM NOMOR LEGALISAS AN
fr.ef § ; : 'ﬁ w5
1 |Bank Aken PJBPP SP-72/BPPN/0600 8 Juni 2000 -"1371/2000 4
Addendum SP-153/BPPN/0401 06 April 2001, 653/2001 "‘}_
2 |Bank Alfa PJBPP SP-97/BPPN/0600 8 Juni 2000 N[, 42112000 7P/
Addendum SP-155/BPPN/0401 06 April 2001 | ~-.628/2001-
3 |Bank Arya Panduarta PJBPP SP-98/BPPN/0600 8 Juni 2000 423/2000
Addendum SP-135/BPPN/0401 06 April 2001 649/2001
4"|Bank Asia Pacifik PJBPP SP-82/BPPN/0600 8 Juni 2000 391/2000
W\ Addendum SP-149/BPPN/0401 06 April 2001 645/2001
5 [Bank Bahari PJBPP SP-99/BPPN/0600 8 Juni 2000 425/2000
Addendum SP-136/BPPN/0401 06 April 2001 631/2001
6§ |Bank Baja Internasional PJBPP SP-89/BPPN/0600 8 Juni 2000 405/2000
Addendum SP-142/BPPN/6401 06 April 2001 681/2001
i 7 |Bank Bira PJBPP SP-79/BEPN/0680 . | 8 Juni 2000 385/2000
Addendum SP-158/8R -m 04071, | 06 April 2001 630/2001
8 |Bank Budi Internasional PJBPP S,Btg%ﬁ ' 8 Juni 2000 407/2000
Addendum 1/ PMOA%M 06 April 2001 646/2001
9 [Bank Dana Asia PJBPP 4SP=91/BPPN/0600 ,| 8 Juni 2000
Addendum ", ,5 SP-#0/BPPN/0401 06 April 2001 632/2001
10 |Bank Danamon - _8P-184/BPPN/0501 2 Mei 2001 690/2001 |f .
{1 [Bank Duta [ SP-168/BPPN/0600 30 Juni 2000 482/2000
12 |Bank Hastin Internasional SP-92/BPPN/0600 8 Juni 2000
SP-129/BPPN/0401 06 April 2001 659/2001
13 |Bank Intan - e SP-88/BPPN/0600 8 Juni 2000 403/2000
A4 _~Addendum SP-143/BPPN/0401 | 06 April 2001 658/2001
14 |Bank Jaya 7 PJBPP SP-169/BPPN/0600 30 Juni 2000 491/2000
15 |Bank Kharisma P4BPP SP-83/BPPN/0600 8 Juni 2000 393/2000
Addendum SP-148/BPPN/0401 06 April 2001 657/2001
16 |Bank Mashill Utama PJBPP SP-104/BPPN/0600 8 Juni 2000 435/2000
Addendum SP-127/BPPN/0401 06 April 2001 637/2001
17 {Bank Metropolitan PJBPP SP-105/BPPN/0600 8 Juni 2000 437/2000
| Addendum SP-126/BPPN/0401 06 April 2001 641/2001
|18 |Bank Namura Internusa PJBPP SP-93/BPPN/0600 8 Juni 2000 413/2000
Addendum SP-130/BPPN/0401 06 April 2001 644/2001
19 |Bank Nusa Nasional PJBPP SP-174/BPPN/0600 30 Juni 2000
PJBPP SP-174/BPPN/0600 30 Juni 2000
20 |Bank Papan Sejahtera PJBPP SP-74/BPPN/0600 8 Juni 2000 375/2000
Addendum SP-134/BPPN/0600 | 06 April 2001 675/2001
21 |Bank Pesona Kriyadana PJBPP SP-71/BPPN/0600 8 Juni 2000
Addendum SP-152/BPPN/0401 06 April 2001 684/2001 Ji:
Z2 [Bank Putra Multikarsa PJBPP SP-95/BPPN/0301 8 Maret 2001 | 5796/L/111/2001 |
Addendum SP-678/BPPN/0602 28 Juni 2002 835/2002
23 |Bank Sahid Gajah Perkasa PJBPP SP-95/BPPN/0600 8 Juni 2000 ,
Addendum SP-132/BPPN/0401 06 April 2001 648/2001
24 {Bank Tamara PJBPP SP-173/BPPN/0600 30 Juni 2000 488/2000
25 |Bank Tata Internasional PJBPP SP-76/BPPN/0600 8 Juni 2000 379/2000
Addendum SP-157/BPPN/0401 06 April 2001 669/2001
26 |Bank Umum Sertivia PJBPP SP-77/BPPN/0600 8 Juni 2000 381/2000
' Addendum SP-150/BPPN/0401 06 April 2001 674/2001
27 {Bank Uppindo PJBPP SP-70/BPPN/0600 8 Juni 2000
Addendum SP-151/BPPN/0401 06 April 2001
28 |Bank Yama PJBPP SP-96/BPPN/0600 8 Juni 2000
Addendum SP-133/BPPN/0401 06 April 2001




LAMPIRAN 4
PJBP/CESSIE ANTARA BPPN DAN BUKOPIN o
% NO | LOTASAL [ PJBPICESSE | NO | TANGGAL | LEGALISASI | NOTARIS. |
R PJBP 14-May-03]  311/2003__|NANNY SRI WARDHANI 51
§ 2_|UKM T CESSE 58 | 14-May-03 NANNYSRIWAB.BHANISH
3_|UKM?2 PJBP 14-May-03] _ 312/2003 i SF
4 |UKM2 CESSIE 59 | 14May-03
5 |UKM5 PJBP 14-May-03] _313/2003
6 |UKM5 CESSIE 60 | 14-May-03
§

Intervensi pengadilan

Fitriana, FHUI, 2012
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EINI S. CHANDRA

Ny. SJA

NOTARIS :
SK. Menkeh. No. C-40.HT.03.02-Th. 1998
Tgl. 05 Maret 1998
Ji. Setiabudi Barat No. 2
Jakarta Selatan
Telp. (021) 5254872 - 5223662
Fax. (021) 5279951
TANGGAL | L RS .
NOMOR

.Q\\':\\\\\\}b\\\\\\\\‘\\\\\\\t{\\\‘(\\\\\'\\\‘\1\)\\\\\\\\\\\\\§~.\\\\\\\\\\\\\Q\\\\\\\“l\\\\\‘\\‘\\\\\\\\\\\\\\\\l\\\\\\Y\\\\\_ N

-SALINAR-

-----------------------------------------------------------------------------------------------

~ PERTANTIAN FPENGALIHAN PIUTANG (CESSIE) -

-------------------------------------------------------- S ES TS E S IINDEAESOICETAEANVARGUEINEBBNEG

I. Pl.BANK BUKOPIN, Tbk, berk:n@dnkan di Jakarta.

----------------------------------------------------------- SNERIIVAANNEINESNDEAOEERNBNUEREBUS NS

II. Tuean EFRI JHONLY,

---------------------------------------------------------------------------------------------

R R RN N NN Y
Intervensi pengadilan..., Fitriana, FHUI, 2012



ELP (021) 525 1872 - 52236 62

JARMEING 5. CHANDRA. O 11
NHOTARIS

g TABLIDI BARA . & e .

O BARAT M. 2 FERJANJIAN PENGALIHAN FIUTANG

A SELATAM 12910

1]

E

m
4

-t
il

4

,)\}( l()2!}52/’?§ : 1 ) ) Nemoyr s 141, -

—-Fada hari ini,. Fabu, tanggal 30 {(tigapuluh) ——————

Aoustus Z006 (duaribtl @namd . e e e e

~Fukul 19.00 (sembilanbelas) Waktu Indonesia Bagian—
Bar St o o o e e e e e e e e e e et et s s s i et e e e s P e e e
—~Barhadapan dengan saya, Nyonya SJARMEINI SOFJAN-—-—-——
CHANDRA, Sar jana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan-—
dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan———-—
o

disebuthah pads akhir akta inii-———resemeesmes ol

I.1.-Nyonva ELLYANOURA MOFILIE, Sarjana Ekonomi, ——-—

~
lahiv di Wjung-Fandang, pada tanggal 2B (du@a———-—
puluh delapan? Maret 1361 (seribu Eembilanratu5~

enampuluh satuly Warga Megara Indonesia, Kepala-

pryelesaian Kredit——

hertemnpat tinggal di Kota-
éhﬁjamrut I Blok IV/155, Rukun S
“eta;gga 02, Rukun Warga 09, Helurahananjmng -
Fawa Lumbu, Fecamatan Fawa Lumbu, Femegang Kartu

Tanda Fenduduk nomor 10.3509.6B0361.0001, untuk-

sementara waktusberada di Jakarta; —————eme——————
-—Nyonya WIWIE SUMARNI, Sar jana Hukum, lahir di--
] Solo, pada tanggal 28 (duapulub lima) September—
1261 (seribu sembilanratus enampuluh satuy, -————
Warga Negara Indonesia, Manager Urusan ——-eeee——
Festrukturisasivdan Penvelesaian Kredit FT.RANK-
BUKOFIN, Thk, bertempat tinggal di Eataiﬂekasi:*
Jalan Jati fAgung T Blok A.3, nomovr 18, Rukun ———

Tetangga 201, Rukun Warga 016, Felurahan ———————

'll

Jd Jatikramat, Kecamatan Jati fAsih, pemegang Eartu-—

Intervensi pengadilan..., Fitriana, FHUI, 2012



Tanda Fenduduk nomor 1005506630961 . 1001, ~——————

2
3

untuk sementara waktu berada di Jakarta; —————-%

—mernurat keterangannva dalam hal ini masing—masing

hertindak dalam iabatanya tersebut diatas dan ————
herdasarkan Surat Euasa vang dibuat dibawah fangan
tanggal 27 (duapulub dual? Agustus 2006 Cduarvibua ——

enam?, nomor: SKEUL4S7/DIR/VIII/ZO0E, yvang aslinya-

v 140, dibuat dihadapan —-——-

saya, NotarA eian selaku kuasa davi Dewan ———

an oleh karena itu bertindak uanbtuk-

/i suatu Badan Hukum vang didirikan ——-———-
dan berdasarkan Undang-lndang yang bewlakg
Negara Fepublik-Indonesia, berkedudukan di ——-—-
Jakarta, dam berkantar pusat di Jalan Haryono MT -
Kaveling nomor S50-51, Jakarta 12770, yang Angagaran

Dasarnya berikut perubahan—perubahannya tertusng—-

didalamz: —-——————— = — ——

— Berita Negara Fepublik Indonesia, tertanggal 10-

{sepuluh) Aoustus: 19332 (seribu sembilan

sembilanpulubh tigad, nomor &4, Tambaban

l— Berita Negara Republik Indonesia, tertaﬁggal di-
{tigapuluh satul Desember 1994 (seribu sembilan-—

ratus sembilanpulubh empat), nomor 104, Tambahan

Nomor 11061: - f?? —— - . ST
’— Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 13-

!(tigabelas)fDeséﬁber 1999 (seribu sembilanvatus

sembilanpuluh séﬁbilan), nomay 102, Tambahan —-—-

Intervensi pengadilan..., Fitriana, FHUI, 2012



[Nomar B5127 = e

{— Berita Nepara Fepublik Indonesia, tertangoal 13~

@

’ -

(tigabslas? FPebruari 2001 (duaribu satu), nomor
13, Tambahan Nomory 595 e e s
Alkta Fernvataan Keputﬁsan Fapat, tertanggal 29 -
tduapuluh sembilan? Mel 2002 (duarvibu dua), %——-
nomoy 42, dibuat dihadapan nyonya LINDASARI ————
. ¢
BACHRDEM, Sarjana - Hukum, Notaris di Jakarta, dan
telah dilaporkan-ke Departemen Kehakiman Dan Hak
Asasi Manuasia Republik Indonesia berdasarkan ——
peneyimaan laporan taﬁggal 13 <tigabelas) Juni -
2002 (duaribu duas, N%mur S e S e i

C=10524 HT.0L. 0 TH. 2002~ oo e

Indonesia, ftertangoal 24-

2005 (duaribu limad, ——---

(glxapultm #ﬁp 3 ooJuni

¥

numut)ff Tambahan Momor GBEEL; —— e e
'1ta Negara Eepublik Indorssia, tertangoal 20—
(duapulah?) Juni 2006 (duaribu enam?, nomor 49, -
Tambahan Nomor G39) e e e e e e
sugunan.pemegang saham yang terakhir sebagaimana
ternyata dalam akta FPernyataan Eeputusan Eapatmi
tertanggal 20 (duapuluhd> Juli 2006 {(duaribu ———-—
enami, nomoy 18, iyang dibuat dihadapan Notaris——
LINDASART BACHROEM, Sarjana Hukum tersebut; dan-
telah dilapﬁrkaﬁﬂkepada Menteri Hukum Dan Haf —-—
Asasi Manusia Republik Indonesia melalui ———————
Direktaorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ~———

Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republilk-

Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat ————-—

keputusannya tertanggal 4 (empat? Agustus ZO0E-—-—

~LLem

In

tervensi pengadilan..., Fitriana, FHUI, 2012



Cduaribu enamd, nomoy C-22091%9 HT .01 .04, TH. 2006

- susunan angosta Direksi dean Homisaris ——————————
Ferssyroan yvano terakhiy sebagaimana ternyvata ———
dalam akta—akta FPernvataan Heoutusan REapat, ———-
tanggal ZB (duspuluh delapan) Juni 2006 (dusg————

wibu enami, nomoy BE dan ftanggal 9 (sembilan) —-—

Mei 2006 (duaribu esnam), nomory 9, keduanya e
dibuat dihadapanNotaris nyonya LINDASARI ~——-—--
BACHREGEM, Sarjang Hubkum, tersebut dan telah ———-

<3
pada Mentevi Hukum Dan Hak Asasi

ik “Indonesia melalui Divektovat -——
ﬁdministrasi Hukum Umin Departemsn »————
Dan Hal Asasi Manusia Republik Indonesia,-
ebagaimana Tevnyata dari surat keputusannya -——

tanggal 26 (duapulub snam? Juli 2006 (duaribu ——

i}

i

nam?, nomaoy C=UM.02.01.12841 dan fanggal 1& ———

-

tenpambelas) Juni 20066 (duaribu enaml, nomoy ——--—

C=UM. 0201 . 10084 35 e e e e iy e
\—isel jutnya disebut sebagai BUKOFIN: —} ————————

III, —Tuan EFRIT-JHONLY, lahir di FPekanbaru, S -
pada tanggal 17 (tujuhbelas) April 1963 (%aribul
sembilanratus snampuluh tigal, Waraga N;Qara e
Indonesiay wiraswasta, bertempat tingggl di ———
Tangerang, KotaModern Blok EE—E/EE, Hdkun Pt
Tetangga 01, Rukdn-warga 14, Kelurahan Porig—-——
Plawad Indahy Kéﬁamatan Cipondoh, pemegang ~:~—
Kartu Tanda‘PenSuduk PUDMICHY o e o o o o e e

32.75.02.1010.14782, untuk sementara waktu ———-

beradaiadd (Jaleayikain —————————— e e e

- —menurut keterangannya dalam hal imi bertindak:

Intervensi pengadilan..., Fitriana, FHUI, 2012



a. untuk diri sendirilj————— e
&
b. berdasarkan surat kiasa tangoal 29 (duapuluh
zembilan? Agustus 2006 (duaribu enam?, ————=
a | dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup dan—

|
% dilekatkan pada minuta akta tangoal hari

nomey 140, dibuat dihadapan saya.

Motaris selaku kuasa darvi dan karsnanya ————
untulk dan atas nama nyonya ASBWETI, lahir di-
Sianck, pada tangoal 30 (tigapuluh) Agustus-—

%N
'f@y?$émbi1anratu5 limapuluh ——————=

Jalan Ferwira nomoe 30, Eukun e

5

Tetangga 01,-Fukun Warga II, Eelwrahan —-———-

Belakang Balok, Hecamatan Auwr Birugo Tiga—¥+—

)

Baleh, pemsgang Kartu Tanda Penduduk nomor——

OTOZ . 7OOBTT  OATE oo o i o oo

1 ama-sama disebut sebagai -———-

i

rmiuknva ber

|
]
]

EUEMEEL T ) 4 m
BUEDOFIN dan Pembelisuntuk selanjutnya secara—-—————""
hersama-—-sama akan disebut sebagail Fara Fihak dan————
cecara sendiri-sendiri akan disebut sebagai Fihak.--
Fara Fihak masing-masing berﬁiﬁdak dalam kedudugaﬁ~~
nya sebagaimana tersebut di %tas menerangkan ——————

terlebih dahulu hal-hal sebagai Bev i BRI § e e a

1. Berdasarkan Ferjanjian Jual Beli dan Pehgalihan~~

‘Fiutang antara Fank. Asal dengan BFFN dan kemudian

antara BFFN dengan BUKOFIN, BUKOFIN menSadi ~~~~~~

pemilik dari Piutang (sebagaimana didefinisikan—-

di bawah inil. itk e

~Z

Intervensi pengadilan..., Fitriana, FHUI, 2012



————— — —FPASAL 1.

- Bahwa FPerjanjian Jual Beli Piutang ¢

¢

BUEDOFRIN bermaksud untuk menjual Piutang———-—

ehagaimana——
didlefinicsran di thawah ini 7. telah dibuat Gl

ditandatangani oleh dan antara BUEDORIN it e oo e e

L EmDE i e e e e e e e et e
. Hahwa berdasarkan FPar Eeldi Fautaog,——

BURDFIN telah setuju urntuk menjual FPiliutano kepada
Fembali dan Fembeli telah sstuju untuk membeli-———

i s o i i 4 e s

Fondisg#

‘azgﬁqﬂn demikian Fara Fihak sestuiu-——

. EHahwa aqvarﬂt Capabila adal talah—————-
hrnﬁ Fiutang dengan Fervjanjian ini.-—

: — o e S . 5 3
andatanganan Fer janjian ini dilakukan——

APl

kstentuan—ketentuan sebagaima

tim

Aatur dalam Fasal 4 dari Ferjanjian Jual Beli-——-

Bahwa BUKDOFIN darm: Pembeli dengan ini melakukarn——-

oengaliihan {(cessied Piutang dengan syarat-syarat—

|

|

i

dan ketentuan—ketentuan ' sebagaimana diat
FPerjanjian ini.————————- =

Fecuali seperti disebut 'di bawah ini, definisi-—-—————
definisi yang dipergunakan dalam Ferjanjian dni-—s——

mamounyai pengertian yang sama dengan yang
di

kecuali diatur lain:dalam Ferjanjian ini, -

pergunakan dalam Perjanjian Jual Beli Fiu SN0, i

tertanggal harisinis; nomor 140, dibuat

Intervensi pengadilan..., Fitriana, FHUI, 2012
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COPY

1.2

LA

9//6;;;;;pan saya, Notaris dan perubahan ——————————

perubahannya kemudiang ———m—— s s s e e

Fiutano berart 1 :Pluruh hak tagih, manfaat, dan-

kepentingan lainnya vang dimiliki oleh BURDPIN-—

l‘l
pil

berdasarkan suatu Ferjanjian Eredit dan Dokumen—
Jaminan. vaitu Aset Kredit Eks PRAK III BPFFN dan
atas Jumlah Hutang P“!uk Tartunaggak Ditawar#an**

sebagaimana +9rsebut dalam Lampiran I Perjanjian

2
T - R
———————————————————————— GOy e e i

BUEOPIN dengan ini mensgaskan telah menjual, dan

B

menaalihkan Piutang kepada Fembeli dan Pembeli-—

dﬁngan 1m'
"

. b ;
Bygy e R - s
m@npr’m an F1utanu dari BURDOFIN,-—————-

ey
. v ol

L]

b B
F R

Sehubungan demgan jual beli dan pengalihan-—————
Fiutang se aga1mand dimaksud Fasal Z.1 di atas,-
Fambeli dengan ini: mengakul dan mensgaskan telah
melakukan pembayataﬁ kepada BUKOFIN dan BUKOFIN-
dengan ini mengakui dan mensgaskan telak o
meneyima dari FPembeli, setiap dan seluruh-———————
pembayaran atas 3ua1 beli dan pengalihan Fiutang
dalam bentuk ftunail .o i i s i i o st

Fara Fihak dengan ini mengakul dan mensgashkan,-—

bahwa disamping bukti-bukti vang lain, -————————
. . . 0
Ferjanjian ini juga berlaku sebagai bukti-—-————r

pembayaran {kuitansi) yvang sah atas pembayaran——
&

harga jual beli dan pengalihan Fiutang.-———-———-

s Fengalihan Fiutang oleh BUEOFIN kepada Fembeli ini--—

mulai berlaku pada tanggal Fevjanjian ini.—-—————————

Intervensi pengadilan..., Fitriana, FHUI, 2012



e FAGOL o, mmrm e -

ot
o+

Terhituno seiak berlakunva pengalihan Fiutang-—————"

]

sebagaimana dimaksud dalam FPasal 3 Ferjanjian ini,——

1

etiap dan seluruh Fiutang menjadi milik dan hak-——

‘embeli dan segala sesuatu yvang berhubungan-———-

.
pi
o
ot
1

dengan Fiutang menjadi visiko Fembeli, termasul-—————

segala keuntungan dan kerugian yang akan timbul—-——-

___________________________ FoY =T I

21 £12 Kitab Undang-————-

éyﬁﬁbaritahukam perihal-————-

dan/atau Fembeli-————-

as Fiutang kepada pihak ketiga

~

[, e e e o st i st o e s s o e

Fer janjian ini tunduk kepada ketentuan—ketentuan————

sehbagaimana telah diatur dan disepakati oleh Fara--—-—

merupakan satu kesatuan yang integral dan men jadi——

bagian yang tidak terpisahkan dari Fer janjian Jual-—

Beli Piutang.¥——*——;—;—— = e s e e

_______________ ._______F'#;S‘C‘}_ "_? o e o i i e e e e
Fer janjian ini dib&ét Serdasarkan hukum Republik——-—-
Indanesia.————F~——~—;? ———————————————————————————————————————

i ; 8 o425
Dengan tidak membatasi pensrapan hukum dan=————-mm———-

peraturan—peraturan yang berlaku, Fara Fihak dalam——

Fs

Far janjian ini setuju untuk memilih tempat tinggal-——

‘LZEEE\fEtaD dan non;ékskluéif~pada kantar Panitera-——

Intervensi pengadilan..., Fitriana, FHUI, 2012



’47;:;;;di1&n Negeril Jakaria Belaban.s s

-Fara penghadap sava, Notaris, kenal.-—-—————————————
————————————————— DEMIKIANLAH AKTA INI —————————— i
~Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta,
pada hari, tanggal dan pubkul ftersebut dalam»kepa1a~~
akta ini dengan dihadiril alehs——eeess e oo g e o

&

1,»ﬁona AMIGIAH, lahir di Jakarta, pada tanggal-»-—-—-

, {enam? September 1980 (seribu sembilanvatus———-—

m

delapanpuluh), Warga Negara Indonssia, pegawal-—-——
kantor Notaris, bertempat tinggal di Jakarta————-

pif I, Rukun Tetangga-——

ggang Haritu Tanda-————-

Frduduk nomoy 053.5200.460380.50812 ;- s
,E. Mona AULIA RAHMAH, lahir di Jakarta, pada —-——-———

tan

i}

gal Z4 (duapuluh empat’ September 1981--————-
{seribu sembilanratus delapanpuluh satul, Warga——
Negara Indonssia, pegawal kantor Motaris,—-——————-
bartempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan D DP-—--
Dalam, Fukun Tetangga 010, Rukun HWarga 005,-—————
Felurahan Sukabumi Selatan, Eecamatan Eebon ~~;*~
Jeruk, Femegang Kartu Tanda Pgnduﬁuk PSS 1 i

05 S40B . EAOTBL L BEZT § — o e e s

keduanya yang saya, Notaris kenal, sebagai saksi-

=

I

et e e o o et e et et o S S St St oo Saote Pt it ite Smitd Aot 44704 F4mie S0res Thvee Pente Seben Sesme Semse Soms biare Sines Seb4s gobew S Liads fmten ectd Fesen teire weeas Shom
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=
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[in]

egera setelah akta ini saya, Notaris bacakan-————-

kep ra penghadap dan saksi-saksi, maka akta-——-—

s

o

da p
ini ditanda—-tangani oleh para penghadap, saksi-saksi

dan saya, NOtarige et i i o o ki £ o S o s o e

_J -Dilanagsungkan dengan empat perubahan vaitu karena——

\‘\§
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- LAMPIRAN | -
Tanggal Penetapan : 29 Agustus 2006 as
No | RekAsalBPPN | LotAsal Nama Debitur | BankAsa | Jumiah H”ta"gp°k°k
Tertunggék Dltawarkan
i
. N
1 832-6400471-00 UKM1  |CV.FERMICO ARYA '8,100,000.00 | -
2 832-6400497-00 UKM1  [NENENG ROKAYAH ARYA 6,960,000.00 a4 7
3 832-6400403-00 UKM1  |RDLASMANA ARYA 34,687,040.00 ™
4 825-0046699-00 UKM1  |ARNOLD S PARULIAN ASPAC 2,125,365.00
5 825-0037975-00 UKM1  [NASCAH ROHAYATI ASPAC 25,975,650.00 0
6 851-0019682-00 UKM1  |FREDDY CHANDRA BPM 350,000.00
7 851-0019591-00 UKM1  |FREDDY CHANDRA BPM 188,450,474.92
8 851-0019704-00 UKM1  |FREDDY CHANDRA BPM 140,000,000.00 4
9 851-0015652-00 UKM1  [M.YUSUF BPM 100,000,000.00
10 851-0011703-00 UKM1  |REKACITA SARIWARNA PT BPM 2,100,000.00
11 851401171100 UKM1  |REKACITA SARIWARNA PT BPM 286,323,976.01
12 8510011720-00 UKM1  |REKACITA SARIWARNA PT BPM 106,458,666.00
13 8514019763-00 UKM1  |3ISWANTO BPM 875,000.00
14 85101877100 UKM1  [SISWANTO BPM 814,300.00
15 851401978000 UKM1  |SISWANTO j BPM 47,500,000.00
16 815402330600 UKM1  [LULIP HWEE (EX NATIN) _~~. |+ DANAASIA 65,955,155.14
17 8244022091-00 SV INTAN 974,483,980.42
18 82402328300 " INTAN 2,610,532,602.00
19 8244022503-00 INTAN 499,628,932.00
20 831405752100 MASHILL 3,142,379.41 -
21 8224000343-00 PESONA KRI 4,550,000,00
2 822420050200 PESONAKRI 2,950,000.00
23 82220020100 PESONAKRI 626,376.00
24 822420024300 PESONAKRI 11,113,626.00
25 8224 200103-00 T [BETTY TRIANA PESONA KRI 3,000,000.00
26 8224000696-00 UKM1  [FONG PERMADI PESONA KRI 3,162,326.63
27 822405132400 UKM1  |HENTRI ‘ PESONAKRI 131,336,559.00
28 8224 051332-00 UKM1  [HENTRI PESONA KRI 400,000,000.00
% 822420041300 UKM1  |HERAWATI SEBAYANG, NY. PESONA KRI 5,098,320.00
30 822 200260-00 UKM1  |IKAMA, PT. PESONA KRI 6,669,723.00
31 822475253800 UKM1  |JOMAN FACIUS MAMESAH PESONAKRI 10,748,574.00
32 8224 522700 UKM1  [JOHN MUFIARDI INDRA PESONA KRI 200,000,000.00
33 8225147200 UKM1  [LAJUJAYACV PESONA KRI 255,908,772.00 s
34 8224 2036700 UKM1  |MAAS CHANIAGO B. SULTAN PESONAKRI 4,460,441.00
35 822 J2T9300 UKM1  |MADHURI PESONAKRI 50,400,000.00
35 8226 MOT25-00 UKM1  |ONG SOE HWIE PESONAKRI 25,179,566.28
37 822600326100 UKM1  |ONG SOE HWIE PESONA KRI 12,000,000.00
38 8220 12556500 UKM1  |PONDOK SATE JOGJA,CV PESONA KRI 119,392,239.00
39 B22L 030 UKM1  |[SADAH UKUR, NY. PESONAKRI 7,189,930.00
40 8220015200 UKM1  [SOENYOTO KARNEN PESONAKRI 2,497,053.00
41 B22-0045E21-00 UKM1  |WIDIYAWAT! PESONA KRI 24,476,439.00 .
&2 822000025100 UKM1  |YUSUF ZAINAL PESONA KRI 4,428512.00
43 847002305100 UKM1  [MARCORINDO PERKASA SAKTI, PT UPPINDO ' 258,289,662.00
44 811073682000 UKM2  [KARMA INDRA AKEN 2,500,000.00
45 B11-D85122.00 UKM2  |MARGONO AKEN 5,715,487.00
45 81903057500 UKM2  |MOCH.HATTA, TS. AKEN 1,297,549.00
47 811005400 UKM2  [RINUDIYANTO AKEN 10,484,207.00
48 T UKM2  |ANTON MARTHA BAHARI 45,284,774 58
48 UKM2  |ANTON MARTHA +  BAHARI 25,000,000.00
50 UKM2  |ANTON MARTHA BAHARI 25,000,000.00
51 UKM2  |[WAHYU ARTA PERSADA PT BAHARI 34,993 972,61
Lv ()
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29 Agustus 2006
: ¢ BPPN Lot Asal Nama Debitur Bank Asal Jumlah Hutang’ PQ Ly
_ Tertunggaf%pgéyvarg@n ;
UKM2  [WOEN HON FEN BAHARI 504,420,086.24 |-
UKM2  [MARIUS LESMANA BAJA 250,000,000.00°
UKM2  |MARIUS LESMANA BAJA 750,000,000.00 |
UKM2  [PRIMA BOGA SENTANAPT BAJA 60,000,000.00
UKM2  [PRIMA BOGA SENTANAPT BAJA . 234,576,570.02
UKM2  [PRIMA BOGA SENTANAPT BAJA ., 22,860,184.00
UKM2  [M.RIDWAN T. KALIA BIRA 18,203,615.00
UKM2  |MUCHTARUDIN BUS 91,190,756.67
UKM2  [MUCHTARUDIN BUS 46,051,540.00
UKM2  |MUCHTARUDIN BUS 500,530.00
UKM2  [LIANA TJENDRAWAN KHARISMA 26,263,707.38
UKM2Z  [ROCHMANI ZAINUDIN METRO  ° 10,000,000.00
2091673-00 UKM2  [ROCHMANI ZAINUDIN METRO 9,818,570.00
09168100 UKM2  [ROCHMANI ZAINUDIN METRO 6,392,286.26
UKMZ  [IRAWAN TJAHJONO B TATA 282,608,138.79
UKM2  [IRAWAN TJAHJONO TATA 100,000,000.00
UKM2  [ANARCO UTAMA, PT, YAMA 928,846,443.85
UKM2  [TJOA FIE BOEN YAMA 529,530,749.36
UKM2  [TJOA FIE BOEN YAMA 1,225,000.00
UKM2  [TJOAFIE BOEN YAMA 86,320,000.00
UKM5  [CITRAPERSADA ADITUNGGAL ,PT DANAMON 127,745,115.00
UKM5  |CITRAPERSADA ADITUNGGAL ,PT DANAMON 150,000,000.00
115771-00 UKM5  [HARIS M DANAMON 2,337,700,00
14332400 UKM5  |HASMIDAYATI N, £ % 1,714,100.00
040134-00 UKMS5  |JAP SETIAWAN , " _134,803,986.00
03646-00 UKM5  [JHONNY G N_4"""  260,096,380.00
10698-00 UKM5  [MARNI oy ¢ 9,550,600.00
11686-00 UKM5  [SALMY KASIM ™~ e i & ™= = | DANAMON 20,249,300.00
38398-00 UKM5  [SUMARDI ' @%& 2 DANAMON 14,492,500.00
005601-00 UKM5  |ABRAR Kow%’/ DUTA 50,000,000.00
5708-00 UKM5  [ABRARKOT DUTA 50,000,000.00
UKM5  [DARMAWATI DUTA 13,000,000.00
UKM5  |DARMAWATI DUTA 24,962,299.00
UKM5  [RUDIANA M. DUTA 31,210,417.00
UKM5  [RUDYANAM DUTA 18,429,824.25
UKM5  [SONG HAY NIE QQ CIPUTRA RESIDENCE PT. JAYA 84,662,702.74
UKM5  [ANITA OKTAVIA TAMARA 115,502,121.00
UKM5  |ANITA OKTAVIA TAMARA 212,960.00
UKM5  [ANITA OKTAVIA TAMARA ~37,500,000.00
UKM5  |ANITA OKTAVIA TAMARA 76,100,000.00
UKM5  [ATLANTIK PURIMAS PT. . TAMARA 183,632,475.00
UKM5  |ATLANTIK PURIMAS PT. TAMARA 50,000,000.00
UKM5  |GUNA MEGAH INTERLAND, PT. TAMARA 14,151,929.00
UKM5  [JO MIAU KHENG / JOHAN TAMARA 35,000,000.00
UKM5  [JO MIAU KHENG / JOHAN TAMARA 8,107,212.00
UKM5  [MARYAM TAMARA 893,360.00
UKMS  [MARYAM TAMARA 25,000,000.00
UKM5  [MISNARTA TAMARA 132,169,937.00
UKM5  [MISNARTA TAMARA 100,000,000.00
12,528,250,725.56
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